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KATA PENGANTAR  

 

 

Puji syukur kami panjatkan 

kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida 

Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat 

asung kertha wara nugrahaNya, sehingga 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 

dapat diselesaikan, sebagai mana 

diamanatkan dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 

Tahun 2016 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan 

kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam 

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Denpasar.  

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar 

Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016–2021, hal ini 

sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

  

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota 

Denpasar berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip 

pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada 

hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh 

karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan 

adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus 

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur 

yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga 

gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, 

dapat diujikan diandalkan.  

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian 

tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran 

melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk 

mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Semesta 

Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021.  

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tersebut untuk 

mewujudkan Visi telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 21 Sasaran dan 62 

Indikator Sasaran.  

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 

2016, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :  

• Misi 1. terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 7 indikator kinerja :  

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 

14,29% kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator 

sasaran atau 57,14% kategori baik (mencapai target), 1 indikator 
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sasaran atau 14,29% kategori kurang (belum mencapai target)  

dan 1 indikator sasaran atau 14,29% nilainya belum keluar.   

• Misi 2. terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 11 indikator kinerja :  

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 3 indikator sasaran atau 

27,27% kategori baik sekali (melampaui target), 2 indikator 

sasaran atau 18,18% kategori baik (mencapai target), dan 6 

indikator sasaran atau 54,55% belum ada nilai.   

• Misi 3. terdapat 1 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja :   

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran atau 

57,14 % kategori baik sekali (melampaui target), dan 3 indikator 

sasaran atau 42,86% belum ada nilai.   

• Misi 4. terdapat 1 tujuan, 6 sasaran dan 28 indikator kinerja :  

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 10 indikator sasaran atau 

35,71 % kategori baik sekali (melampaui target), 11 indikator 

sasaran atau 39,29 % kategori baik (mencapai target), 1 indikator 

atau 3,57% kategori cukup (tidak mencapai target, dan 6 indikator 

sasaran atau 21,43% belum ada nilai. 

• Misi 5 terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja :  

 Capaian indikator sasaran, sebanyak 1 indikator sasaran atau 

11,11 % kategori baik sekali (melampaui target), 5 indikator 

sasaran atau 55,56 % kategori baik (mencapai target), dan 1 

indikator atau 11,11% kategori kurang (tidak mencapai target) dan 

1 indikator sasaran belum ada realisasi dari Badan Pusat Statistik.   

 

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang 

telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian indikator 
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sasaran terhadap 21 sasaran yang mencakup 62 indikator sasaran, 

diketahui bahwa 19 indikator sasaran atau 30,65% Baik Sekali (melampaui 

target), 22 indikator sasaran atau 35,48% Baik (mencapai target), dan 2 

indikator sasaran atau 3,23 % kategori cukup (tidak mencapai target), 2 

indikator sasaran atau 3,23% kategori kurang, dan 17 indikator sasaran 

atau 27,42% realisasi nilai capaian kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi 

capaian kinerja mencapai 131,56% atau bermakna Baik Sekali. Jadi 

capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2016  Baik Sekali.  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 

7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang 

kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa 

Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian 

Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, 

Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, danAzas 

Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

dinyatakan bahwa Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja 

Tahunan Pemerintah Kota kepada Presiden melalui Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

 Bertitik tolak dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016, 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2016 

dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016, serta 

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta hasil Reviu sasaran dan 
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Indikator RPJMD Kota Denpasar, maka penyusunan LAKIP Tahun 2016  

berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam 

dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian 

sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran 

RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan 

yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian 

indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Kota Denpasar Tahun 2016 

menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota 

kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang 

berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil 

kegiatan Tahun 2016 yaitu tahun Pertama  RPJMD Kota Denpasar Tahun 

2016-2021.   

Untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Kota 

Denpasar telah dilakukan upaya-upaya antara lain : 

1. Melakukan reviu atas sasaran strategis serta indikator kinerja dalam 

RPJMD sehingga dapat dijabarkan lebi lanjut ke SKPD sesuai dengan 

tugas, fungsi dan peran masing-masing SKPD. 

2. Melakukan penyempurnaan pada indikator kinerja utama, mulai dari 

level SKPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, 

sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran kinerja dari level Kota 

sampai individu pegawai. 

3. Menyusun Rencana Aksi yang menghubungkan antara sasaran 

strategis yang akan dicapai dengan program kegiatan. Rencana Aksi 

merupakan panduan dalam pencapaian target kinerja yang telah 

disepakati dalam Perjanjian Kinerja.  

4. Penggunaan aplikasi e-kinerja  dalam memonitor dan mengevaluasi 

oleh pimpinan dan sebagai dasar pemberian reward dan punishment. 

5. Perbaikan penerapan manajemen kinerja guna mendorong dan 

memperkuat penerapan budaya kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota 

Denpasar.  
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B. Kondisi Kota Denpasar 

 
B.1. Kondisi Geografis 

 

Kota Denpasar memiliki luas wilayah 127,78 km2 (2,27 persen) dari 

luas wilayah Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari 4 

wilayah kecamatan terbagi menjadi 27 desa dan 16 kelurahan. Dari 

keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan 

Denpasar Selatan memiliki wilayah terluas yaitu 49,99 km2 (39,12 persen). 

Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km2 (24,35 persen), dan 

Denpasar Barat dengan luas wilayah sebesar 24,13 km2 (18,88 persen). 

Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Denpasar Timur 

dengan luas wilayah 22,54 km2 (17,64 persen).  

Gambar 1.1 

Peta Luas dan Batas Wilayah Kota Denpasar 
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Batas wilayah Kota Denpasar berbatasan dengan Kabupaten 

Badung di sebelah Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur 

berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Selat Lombok, secara rinci 

batas wilayah Kota Denpasar antara lain: 

a. Sebelah Utara  :  Kecamatan Mengwi dan Abiansemal 
(Kabupaten Badung). 

b. Sebelah Timur :  Kecamatan Sukawati (Kabupaten Gianyar) 
dan Selat Badung. 

c. Sebelah Selatan :  Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten 
Badung) dan Teluk Benoa. 

d. Sebelah Barat  :  Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten 
Badung). 

 

Luas wilayah Kota Denpasar menurut penggunaan tanah sebagian 

besar dimanfaatkan untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, 

permukiman, perkantoran dan lainnya. Luas lahan pertanian selama 5 

tahun (2011-2015) berkurang seluas  124 Ha atau rata-rata berkurang per 

tahun seluas 24,8 Ha. Alih fungsi lahan pertanian baik lahan sawah maupun 

lahan pertanian bukan sawah sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan 

bukan pertanian seperti pekarangan, pemukiman dan jalan serta lainnya. 

Secara rinci penggunaan lahan di Kota Denpasar tahun 2011-2015 

disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.1.  

Luas Wilayah Kota Denpasar menurut Penggunaan Lahan  (Hektar)  

Tahun 2011 - 2015 

No. Penggunaan Lahan 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Lahan Pertanian 3.113 3.035 3.022 3.014 2.989 

1.1 Lahan Sawah Irigasi 2.597 2.519 2 506 2.500 2.479 

1.2 Lahan Pertanian Bukan 
Sawah 

516 516 516 516 510 

 a Tegalan 396 396 396 385 390 

 b Perkebunan 35 35 35 35 35 

 c Hutan Rakyat 75 75 75 75 75 

 d Lainnya 10 10 10 10 10 

2 Lahan Bukan Pertanian 
(Pekarangan, Jalan, 
Pemukiman, 
Perkantoran, Sungai, dll) 

9.665 9.743 9.756 9.762 9.789 

 Jumlah 12.778 12.778 12.778 12.778 12.778 

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kota Denpasar, 2016 
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B.2. Aparatur Pemerintah 

 

Keadaan Aparatur Pemerintah di 

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar 

untuk mendukung kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat 

pada tahun 2016 sejumlah 7158 orang, 

yang terdiri dari : 

 

a.  Jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut 

Golongan :  

  Golongan I  :   178 orang 
  Golongan II  :   1.456 orang 
  Golongan III  :   2.663 orang 
  Golongan IV  :   2.861 orang 
 
b.  Jabatan Struktural yang terdiri dari :  

  Esselon II  :    30 orang 
  Esselon III :   178 orang 
  Esselon IV  :   625 orang 
  Esselon V  :    10 orang 
 
c.  Jabatan fungsional yang terisi sebanyak 6.135 orang, terdiri atas :  

  1) Fungsional guru sebanyak  3.201 orang  
  2) Fungsional Medis dan Paramedis sebanyak 622 orang  
  3) Fungsional tertentu sebanyak 153 orang  
  4) Staf dan Tata Usaha sebanyak 2.339  orang 
   
d.  Tingkat Pendidikan :  

SD   :     132 orang 
SMP   :     166 orang 
SLTA :   1.643 orang 
D1 :       59 orang 
D2   :     736 orang 
D3   :     496 orang 
S1/D4   :   3.498 orang 
S2   :     427 orang 
S3   :         1 orang    
 

Walikota Denpasar memimpin Apel 
Kedisiplinan ASN Kota Denpasar 
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Upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Aparat 

Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai program melalui 

memberikan penghargaan, pendidikan pelatihan teknis umum dan 

fungsional serta pemberian hukuman dan pembinaan. 

 

a. Pemberian penghargaan  

1)  Satyalancana dengan masa kerja 10, 20 tahun dan 30 tahun 

sejumlah  200  orang, yang terdiri dari :  

 Satyalancana Karya Satya XXX Tahun  49  orang  

 Satyalancana Karya Satya   XX Tahun  70  orang;  

 Satyalancana Karya Satya     X Tahun   81  orang.  

 

 

 

 

 

 

 

2) Pemberian Penghargaan Kenaikan Pangkat sejumlah 1.225  Orang. 

3) Pemberian penghargaan Purna Tugas 235 orang  

b. Pendidikan Pelatihan yang meliputi :  

1)  Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan 243 orang  

2)  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sebanyak 53 orang, terdiri 

dari : 

 Diklatpim II :   3 orang  

 Diklatpim III : 25 orang  

 Diklatpim IV : 25 orang    

 3)   Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional melalui pengiriman 

pada lembaga pendidikan dan pelatihan sebanyak 245 orang, 

dengan rincian : 

 Pendidikan dan pelatihan teknis  :   240 orang  

 Pendidikan dan pelatihan fungsional :  5 orang  

Penyerahan Satya Lencana 

Karya Satya XXX Tahun,     

XX Tahun, dan X Tahun 

dirangkai dengan Hari Ulang 

Tahun Kota Denpasar  
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c. Pemberian Hukuman  

Pelanggaran Disiplin Pegawai sebanyak 10 orang yang terdiri dari 

Pelanggaran disiplin pegawai tingkat ringan 2 orang, tingkat sedang 3 

orang, pelanggaran disiplin tingkat berat 5 orang.   

 

d. Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Denpasar tidak melaksanakan 

pengadaan CPNS. 

 

B.3. Perekonomian 

 

a. Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) 

Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang besar pula.Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar 

Atas Dasar Harga Berlaku setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan 

secara fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah PDRB atas dasar harga berlaku 

sebesar 22.664.477,19 juta rupiah, tahun 2012 sebesar 25.819.231,08 juta 

rupiah, tahun 2013 sebesar 29.389.254,94, juta rupiah,tahun 2014 

mencapai 34.208.828,94 juta rupiah dan tahun 2015 mencapai 

38.463.726,26 juta rupiah. Selengkapnya perkembangan PDRB Kota 

Denpasar disajikan pada Tabel 1.2dan Tabel 1.3 

 

Tabel 1.2.  

Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan 

Usaha (Juta rupiah) Tahun 2011 - 2015 

No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014* 2015** 

1 2 3 4 5 6 7 

A 

Pertanian. 

Kehutanan. dan 

Perikanan 

1.813.024,49 1.986.001,38 2.170.980,17 2.475.899,44 2.748.028,13 

B 
Pertambangan dan 

Penggalian 
16.944,90 20.329,32 22.890,01 25.071,28 25.330,98 

C Industri Pengolahan 1.679.170,21 1.858.595,96 2.058.868,34 2.342.479,72 2.595.381,48 

D 
Pengadaan Listrik 

dan Gas 
88.974,23 88.057,45 84.997,11 109.385,78 145.849,77 
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No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014* 2015** 

1 2 3 4 5 6 7 

E 

Pengadaan Air. 

Pengelolaan 

Sampah. Limbah 

dan Daur Ulang 

73.272,93 75.911,03 80.390,37 87.636,88 101.116,08 

F Konstruksi 2.090.112,93 2.683.650,36 2.951.641,20 3.126.126,47 3555.518,01 

G 

Perdagangan Besar 

dan Eceran; 

Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor 

2.199.996,41 2.396.997,79 2.645.105,46 3.047.571,07 3.512.823,53 

H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
713.972.03 795.101,12 902.921,23 1.052.803,67 1.171.372,70 

I 

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

5.404.345.69 6.519.877,87 7.870.764,75 9.908.704,35 10.924.363,27 

J 
Informasi dan 

Komunikasi 
1.141.383.66 1.246.242,28 1.302.543,28 1.424.722,21 1.635.008,69 

K 
Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
1.330.491,21 1.597.269,91 1.876.978,13 2.146.319,95 2.360.242,80 

L Real Estat 1.085.914,19 1.187.935,76 1.319.135.56 1.495.441,72 1.676.201,72 

M.

N 
Jasa Perusahaan 432.540,35 470.742,50 524.618,33 596.164,15 4.141.638,79 

O 

Administrasi 

Pemerintahan. 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

Wajib 

1.383.593,68 1.422.309,80 1.427.889,91 1.617.884,07 1.785.016,57 

P Jasa Pendidikan 2.396.718,15 2.564.743,41 3.105.983,97 3.561.373.51 4.141.638,79 

Q 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
467.989,92 522.427,59 610.84535 699.700,84 823.650,39 

R.S

.T.

U 

Jasa lainnya 346.032,21 383.037,53 432.701.,78 491.543,83 572.252,84 

Produk Domestik Regional 

Bruto 
22.664.477,19 25.819.231,08 29.389.254,94 34.208.828,94 38.463.726,26 

* Angka sementara;  ** Angka sangat sementara 

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016 
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Tabel 1.3.  

Produk Domestik Regional Bruto Kota Denpasar Dari Dasar Harga Konstan 2010 Menurut 

Lapangan Usaha (Juta rupiah) Tahun 2010 - 2014 

No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013* 2014* 2015** 

1 2 3 4 5 6 7 

A 
Pertanian. Kehutanan. dan 

Perikanan 
1.736.881,20 1.784.077,70 1.827.499,20 1.983.619,70 1.976.247,47 

B 
Pertambangan dan 

Penggalian 
16.183,10 18.919,10 20.139,70 19.969,70 19.006,20 

C Industri Pengolahan 1.589.335,60 1.680.211,90 1.802.751,60 1.948.014,80 2.015.853,98 

D Pengadaan Listrik dan Gas 101.505,60 113.765,70 121.974,70 124.51,.40 124.978,65 

E 

Pengadaan Air. 

Pengelolaan Sampah. 

Limbah dan Daur Ulang 

73.331,60 76.410,70 79.944,90 85.230,30 90.379,85 

F Konstruksi 1.973.646,90 2.378.320,60 2.498.338,90 2.526.388,30 2.718.743,36 

G 

Perdagangan Besar dan 

Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 

2.039.290,80 2.181.524,20 2.358.611,50 2.515.109,70 2.756.326,10 

H 
Transportasi dan 

Pergudangan 
700.412,50 745.033,60 789.100,70 856.361,70 908.224,39 

I 
Penyediaan Akomodasi 

dan Makan Minum 
5.113.084,90 5.573.797,30 5.989.052,10 6.318.390,20 6.564.846,46 

J Informasi dan Komunikasi 1.138.571,.60 1.242.755,20 1.302.991,70 1.386.996,90 1.507.982,08 

K 
Jasa Keuangan dan 

Asuransi 
1.269.583,50 1.391.678,90 1.557.298,70 1.696.853,40 1.819.415,31 

L Real Estat 1.048.562,60 1.126.169,10 1.194.073,90 1.292.791,00 1.414.793,65 

M.

N 
Jasa Perusahaan 427.052,50 439.983,10 476.363,10 509.545,90 547.390,86 

O 

Administrasi Pemerintahan. 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib 

1.362.071,00 1.389.418,50 1.376.123,40 1.516.580,50 1.616.264,44 

P Jasa Pendidikan 2.384.524,80 2.414.009,60 2.722.354,00 2.996.744,50 3.238.726,09 

Q 
Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial 
451.364,80 483.084,10 540.153,00 604.239,30 680.789,04 

R.S

.T.

U 

Jasa lainnya 338.003,30 358.014,50 369.608,10 396.127,70 433.279,34 

Produk Domestik Regional Bruto 21.763.406,30 23.397.173,90 25.026.379,30 26.777.481,90 28.433.247,23 

* Angka sementara 

** Angka sangat sementara 

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016 
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b. Struktur Perekonomian Daerah 

Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur 

perekonomian suatu daerah/wilayah adalah distribusi persentase dari nilai 

tambah bruto lapangan usaha.Struktur ekonomi ini salah satunya juga 

dapat digunakan untuk mengamati keunggulan atau potensi daerah/wilayah 

bersangkutan. 

Dilihat dari share PDRB Kota Denpasar, pariwisata masih menjadi 

yang terbesar penyumbang pembentukan PDRB Kota Denpasar walaupun 

sedikit melambat perannya di tahun 2015 sebesar 0,56 persen dari 28,96 

tahun 2014 menjadi 28,40 persen pada tahun 2015, sedangkan kategori 

penyumbang PDRB kedua yaitu jasa pendidikan sebesar 10,77 persen 

terbanding terbalik dengan kategori penyedia akomodasi dan makan 

minum.  Kategori jasa pendidikan sedikit meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya sebesar 0,36 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. 

Kontribusi PDRB Lapangan Usaha Jasa Pendidikan dan Lapangan 
Usaha Akomodasi Makan Minum terhadap PDRB Kota Denpasar 2011-2015 
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Lapangan usaha konstruksi, perdagangan besar eceran, dan 

pertanian juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota 

Denpasar.  Di tahun 2015 ketiga lapangan usaha ini memberikan share 

masing-masing sebesar 9,24 persen; 9,13 persen dan 7,14 persen. 

Gambar 1.2 menunjukkan besarnya potensi jasa pendidikan di Kota 

Denpasar sebagai pusat tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di 

Provinsi Bali, sehingga Kota Denpasar menjadi tujuan pelajar dari berbagai 

daerah untuk datang dan menempuh pendidikan di Kota Denpasar.  Kota 

Denpasar termasuk salah satu tujuan wisata, hal tersebut didukung dengan 

banyaknya jasa akomodasi yang menawarkan berbagai tujuan perjalanan 

wisata yang ada di Provinsi Bali. 

c. Pertumbuhan Ekonomi 

Suatu daerah atau wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan 

ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil (PDRB atas dasar harga 

konstan) di daerah atau wilayah tersebut.Perubahan nilai PDRB terutama 

atas dasar harga konstan (riil) yang dikenal sebagai laju pertumbuhan 

ekonomi dinilai sebagai salah satu indikator kemajuan pembangunan di 

suatu daerah disamping nilai absolut PDRB yang menunjukkan besarnya 

produksi barang dan jasa disuatu daerah atau wilayah.Laju pertumbuhan 

ekonomi ini bahkan dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih 

dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan 

kebijakan. 

Pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar pada tahun 2015 mencapai 

6,18 persen.  Angka ini relatif lebih tinggi dari angka nasional yang 

mencapai 4,79 persen.  Selama tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi 

Kota Denpasar melambat.Pertumbuhan dari tahun 2011-2015, laju 

pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar berfluktuasi.  Terlihat dari tahun 2011 

sebesar 7,16 persen meningkat menjadi sebesar 7,51 persen pada tahun 

2012, namun pada tahun  2013 pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 
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6,98 persen dan selanjutnya pada tahun 2014 dapat sedikit meningkat 

menjadi 7 persen.  Sedangkan pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi 

kembali mengalami kontraksi dari sisi target rencana pembangunan dan 

penyerapan anggaran tidak memenuhi target sesuai rencana, hal tersebut 

menjadi salah satu dampak melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kota 

Denpasar yaitu sebesar 6,18 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada 

Gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. 
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Denpasar,  

2011-2015 (Persen) 
 

Jika dilihat rata-rata pertumbuhan selama tahun 2012-2015, 

lapangan usaha yang memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah 

adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 10,84 persen.  

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial selain memiliki laju pertumbuhan yang 

tertinggi di tahun 2015 juga memiliki rata-rata pertumbuhan yang tinggi.  

Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang kedua diduduki oleh jasa keuangan 

dan asuransi sebesar 9,43 persen dan diikuti oleh konstruksi sebesar 8,57 

persen.  Selanjutnya jasa pendidikan sebesar 8,04 persen.  Sedangkan 

untuk penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai kategori yang 

menopang industri pariwisata di Kota Denpasar memiliki rata-rata 

5.00 

6.00 

7.00 

8.00 
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pertumbuhan sebesar 6,47 persen sedangkan lapangan usaha pertanian 

hanya memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,33 persen. 

Dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Denpasar lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian juga mengalami kontraksi di tahun 

2015.Kota Denpasar tidak memiliki lokasi galian C namun masih dapat 

ditemui hasil pertambangan dan penggalian lainnya.Laju pertumbuhan riil 

PDRB Kota Denpasar menurut lapangan usaha pada tahun 2012 s.d 2015 

disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.4.  

Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Denpasar Menurut  
Lapangan Usaha, 2012-2015 (Persen) 

 

Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 

A 
Pertanian, 
Kehutanan, dan 
Perikanan 

2,72 2,43 8,54 -0,37 3,33 

B 
Pertambangan dan 
Penggalian 

16,91 6,45 -0,84 -0,83 4,42 

C Industri Pengolahan 5,72 7,29 8,06 3,48 6,14 

D 
Pengadaan Listrik 
dan Gas 

12,08 7,22 2,09 -0,51 5,44 

E 

Pengadaan Air, 
Pengelolaan Sampah, 
Limbah, dan Daur 
Ulang 

4,20 4,63 6,61 6,04 5,37 

F 
Konstruksi 
Perdagangan Besar 
dan Eceran 

20,50 5,05 1,12 7,61 8,57 

G 
Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor 

6,97 8,12 6,64 9,59 7,83 

H 
Transportasi dan 
Pergudangan 

6,37 5,91 8,52 6,06 6,72 

I 
Penyediaan 
Akomodasi dan 
Makan Minum 

9,01 7,45 5,50 3,90 6,47 

J 
Informasi dan 
Komunikasi 

9,15 4,85 6,45 8,72 7,29 

K 
Jasa Keuangan dan 
Asuransi 

9,62 11,90 8,96 7,22 9,43 

L Real Estat 7,40 6,03 8,27 9,44 7,78 

M,N Jasa Perusahaan 3,03 8,27 6,97 7,43 6,42 
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Lapangan Usaha 2012 2013 2014 2015 
Rata-
rata 

1 2 3 4 5 6 

O 

Administrasi 
Pemerintahan, 
Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 

2,01 -0,96 10,21 6,57 4,46 

P Jasa Pendidikan 1,24 12,77 10,08 8,07 8,04 

Q 
Jasa Kesehatan dan 
Kegiatan Sosial 

7,03 11,81 11,86 12,67 10,84 

R,S,T,U Jasa lainnya 5,92 3,24 7,18 9,38 6,43 

Produk Domestik Regional Bruto 7,51 6,96 7,00 6,18 6,91 

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016 

 

Selama periode tahun 2012-2015, ternyata ada sembilan lapangan 

usaha yang mempunyai rata-rata laju pertumbuhan di bawah rata-rata laju 

pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang mencapai 6,91 persen.  

Kesembilan lapangan usaha itu adalah Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan sebesar 3,51 persen; Pertambangan dan Penggalian (4,42 

persen); Industri Pengolahan (6,14 persen); Pengadaan Listrik dan Gas 

(5,44 persen); Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (5,37 persen); 

Transprotasi dan Pergudangan (6,72 persen); Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum (6,47 persen); Jasa Perusahaan (6,42 persen); Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (4,46 persen) dan 

Jasa Lainnya (6,43 persen).  

 

d. Laju Inflasi 

Inflasi menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa secara 

umum disuatu daerah pada waktu tertentu.  Selama tiga tahun terakhir, 

tingkat inflasi di Kota Denpasar mengalami peningkatan.  Pada tahun 2015, 

tingkat inlasi Kota Denpasar mencapai 2,70 persen. Tingkat inflasi tersebut 

lebih rendah dibanding tahun 2014 sebesar 8,03 persen. 

Tingkat inflasi pada tahun 2015 paling banyak disumbang oleh 

kelompok kesehatan serta perumahan, masing-masing dengan tingkat 
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inflasi 5,26 persen dan 5,09 persen.  Kelompok pengeluaran yang juga 

menyumbang inflasi cukup besar adalah kelompok pengeluaran 

pendidikan, rekreasidan olah raga, sandang serta kelompok pengeluaran 

perumahanmasing-masing dengan tingkat inflasi 4,23 persen dan 3,61 

persen.  Selengkapnya disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.5.  

Laju Inflasi (%) di Kota Denpasar Tahun 2010-2014 

No Kelompok 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Laju Inflasi 3,75 4,71 7,35 8,03 2,70 

2. Inflasi Menurut Kelompok:      

2.1 Bahan Makanan 3,49 6,06 10,36 11,23 3,31 

2.2 Makanan jadi, minuman, rokok dan 

tembakau 

5,92 8,67 5,19 6,29 3,55 

2.3 Perumahan 4,13 3,97 5,64 7,20 5,09 

2.4 Sandang 6,23 0,92 -1,42 3,60 3,61 

2.5 Kesehatan 2,41 2,13 1,49 9,99 5,26 

2.6 Pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,06 6,44 4,22 4,34 4,23 

2.7 Transpor dan komunikasi 2,39 1,26 12,62 9,78 3,35 

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2016 

 

B.4. Bidang Keuangan Daerah 
 

Desentralisasi dipandang sebagai suatu usaha untuk melakukan 

reformasi dan revitalisasi baik ditingkat regional maupun ditingkat 

nasional.Salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya pengalihan 

tanggung jawab terhadap keuangan, administratif, pelayanan publik dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Sehingga 

pertanggungjawaban atas pengelolaan potensi-potensi sumberdaya di 

daerah menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang 

Kepala Daerah.Adanya penekanan terhadap aspek pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) lebih ditegaskan dengan dikeluarkannya paket perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. 

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan 

daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah 

untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan 
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daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan 

keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat 

dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun 

domestik.Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi 

bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. 

Belanja daerah Pemerintah Kota Denpasar pada tahun anggaran 

2016 dianggarkan sebesar Rp 2.048.492.741.527,27 dengan komposisi 

53,10% belanja tidak langsung dan 46,90% belanja langsung sebagaimana 

tabel berikut.  

Tabel 1.6.  

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 
Anggaran 2016 (Sebelum dilakukan Audit BPK-RI)  

 

No URAIAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

ANGGARAN BELANJA  REALISASI ANGGARAN 

Rp % Rp % 
1 2 3 4 5 6 

1 Belanja Tidak 
Langsung 

1.087.829.312.089,28   53,10  1.029.213.190.220,06   55,63  

2 Belanja Langsung  960.663.429.437,99   46,90   820.870.580.647,75   44,37  

Jumlah 2.048.492.741.527,27 100,00 1.850.083.770.867,81 100,00 

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar 

 

B.5. Sosial Budaya 

 

a. Penduduk 

 

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk 

dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan 

pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah 

tersebut.Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang 

diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan.Jika dihubungkan 

dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin 

padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan 

sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Jumlah penduduk 

Kota Denpasar pada tahun 2015 mencapai 880.600 jiwa, dengan rincian 
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jumlah penduduk laki-laki 449.700 jiwa (51,05%) dan jumlah penduduk 

perempuan 430.900 jiwa (48,95%). Tingkat kepadatan penduduk mencapai 

6.891 jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah sebesar 127,78km².  

Penduduk Kota Denpasar tahun 2015 menurut umur didominasi oleh 

penduduk usia produktif (25-54 tahun) sebanyak 427.060 jiwa. Penduduk 

usia sekolah (usia 5-24 tahun) sebanyak 305.700 jiwa. Jumlah penduduk 

Kota Denpasar menurut usia yang berjumlah paling sedikit yaitu usia 

manula (55 tahun ke-atas) berjumlah 72.300 jiwa.Secara rinci jumlah 

penduduk Kota Denpasar berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel 

berikut. 

 

Tabel 1.7.  

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur  

Kota Denpasar Tahun 2015 

 

No  
Kelompok Umur / 

Tahun  
Laki-Laki  Perempuan  Jumlah  

1 2 3 4 5 

1 0 - 4 38.600 37.200 75.800 

2 5 - 9 37.600 35.200 72.800 

3 10 - 14 33.600 33.300 66.900 

4 15 - 19 48.100 36.110 70.310 

5 20 – 24 48.190 47.600 95.700 

6 25 - 29 43.000 44.800 92.990 

7 30 - 34 39.500 40.400 83.400 

8 35 - 39 38.400 38.100 77.600 

9 40 - 44 30.700 35.200 73.600 

10 45 - 49 21.600 27.700 58.400 

11 50 - 54 15.000 19.200 40.800 

12 55 - 59 9.300 13.900 28.900 

13 60 - 64 5.800 8.500 17.800 

14 65 - 69 3.200 5.900 11.700 

15 70 - 74 2.900 3.600 6.800 

16 > 75 2.900 4.200 7.100 

 JUMLAH 449.690 430.910 880.600 

Sumber  : BPS Kota Denpasar, 2016 
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b. Tenaga Kerja 
 

Dilihat dari kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2015, jumlah 

penduduk usia kerja Kota Denpasar sebanyak 668.230 jiwa yang terdiri dari 

Angkatan Kerja sebanyak 485.724 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja 

sebanyak 182.506 jiwa.  Penduduk Angkatan Kerja yang bekerja sebanyak 

468.515 jiwa dan pengangguran sebanyak 17.209 jiwa.Secara rinci 

disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.8.  

Kondisi Ketenagakerjaan Kota Denpasar  

Tahun 2013-2015 

No Lapangan Usaha 
Tahun 

2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 

1. Penduduk Usia Kerja 638.738 653.326 668.230 

2. Angkatan Kerja 441.880 472.103 485.724 

 - Bekerja 429.844 461.135 468.515 

 - Pengangguran 12.036 10.968 17.209 

3. Bukan Angkatan Kerja 196.858 181.223 182.506 

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
(TPAK) % 

69 72 72,69 

5. Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) % 

3 2 3,54 

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016 

 

Penduduk Kota Denpasar sebagian besar bermata pencaharian 

pada lapangan usaha Perdagangan, Rumah Makan dan Hotelyaitu 

sejumlah 220.739jiwa atau 47,11% dari Jumlah Penduduk yang bekerja di 

Kota Denpasar tahun 2015.Secara terperinci jumlah penduduk Kota 

Denpasar yang berusia 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan 

lapangan usaha, diuraikan dalamtabel berikut. 
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Tabel 1.9.  

Jumlah Penduduk Kota Denpasar Usia 15 tahun        

keatas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha,  

Tahun 2015 
 

No Lapangan Usaha Jumlah Persentase 

1 2 3 4 

1 
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan 
Perikanan 

6.144 1,31 

2 Pertambangan dan Penggalian 0 0,00 

3 Industri Pengolahan 48.863 10,43 

4 Listrik, Gas dan Air 566 0,12 

5 Bangunan 37.620 8,03 

6 Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 220.739 47,11 

7 Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 25.912 5,53 

8 
Keuangan, Asuransi dan Usaha 
Persewaan Bangunan 

30.745 6,56 

9 
Jasa Kemasyarakatan Sosial, dan 
Perseorangan 

97.926 20,90 

10 Lainnya 0 0,00 

 Jumlah 468.515 100,00 
Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016 

 

 

c. Kesehatan 
 

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan 

kapabilitaspenduduk.Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari 

seberapa lama harapanhidup yang mampu dicapai.Semakin lama harapan 

hidup yang mampu dicapaimerefleksikan semakin tinggi derajat 

kesehatannya. 
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Gambar 1.4 
Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup Tahun 2011-2015 

 
Sumber: BPS Kota Denpasar, 2016 
 
 

Angka Harapan Hidup pada Tahun 2011 sebesar 73,34 tahun dan 

pada Tahun 2015 menjadi 73,91 tahun. Hal ini berarti menunjukkan 

penambahan sebesar 0,56 tahun atauterjadi peningkatan sebesar 0,77%. 

 

d. Indek Pembangunan Manusia 
 

Pembangunan daerah di Kota Denpasar diorientasikan untuk 

pembangunan manusia, yang dilakukan melalui pemberdayaan 

masyarakat.Hal ini dimaksudkan agar semua masyarakat Kota Denpasar 

memiliki kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki pilihan yang lebih luas 

dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui pelayanan 

dan fasilitasi akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan 

derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dan 

peluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya 

akanmendorong partisipasi mereka dalam pembangunan. Hasil upaya 

tersebut dapat tergambarkan didalam perolehan Indek Pembangunan 

Manusia sebagai berikut : 
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Tabel 1.10.  

Indek Pembangunan Manusia Kota Denpasar 

Tahun 2011-2015 beserta komponennya 

 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

Komponen IPM      

1 
Angka Harapan 

Hidup (tahun) 
73,34 73,44 73,56 73,71 73,91 

2 
Harapan Lama 

Sekolah (tahun) 
12,40 12,60 12,79 13,32 13,46 

3 
Rata-rata Lama 

Sekolah (tahun) 
10,44 10,59 10,82 10,90 10,96 

4 

Pengeluaran per 

Kapita per tahun 

(Rp .000) 
17.675 17.944 18.227 18.532 18.605 

 IPM 79,19 79,77 80,45 81,32 81,65 

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2016 

 

Pada tahun 2011-2015 IPM Kota Denpasar terus mengalami 

peningkatan.  IPM Kota Denpasar pada tahun 2015 adalah 82,24.  Angka 

komponen penghitungan IPM selama tahun 2011-2015 juga mengalami 

peningkatan.Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh 

stakeholder Kota Denpasar.Kenaikan IPM hendaknya menjadi pemacu 

peran serta yang nyata segenap komponen masyarakat Kota Denpasar 

agar diperoleh hasil yang lebih optimal lagi. 

 

e. Indek Pembangunan Gender (IPG) 
 

Indek Pembangunan Gender dipakai untuk mengukur angka rata-

rata pencapaiankemampuan dasar dengan penyesuaian untuk 

memperhitungkan ketimpangan gender.Titik berat pembangunan gender 

adalah pemberdayaan manusia tanpa membedakangender sehingga 

mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan.Upaya 

tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk 

untukmeningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan 

ketrampilan, danpeluang untuk menaikkan taraf ekonomi rumah tangga 
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yang pada akhirnya akanmendorong partisipasi mereka dalam 

pembangunan. Indeks Pembangunan Gender yangdilakukan 

perhitungannya oleh BPS Kota Denpasar sebesar 96,07% serta ada upaya 

daripemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan 

partisipasi pembangunangender di Kota Denpasar. 

Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender di 

Kota Denpasar Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 1.11.  

Indek Pembangunan Gender dan Indek Pemberdayaan Gender 

 Kota Denpasar Tahun 2011-2015 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Indek 

Pembangunan 

Gender 
95.41 95.85 96,00 96.55 96.07 

2 Indek 

Pemberdayaan 

Gender 
55.74 56.28 59.66 58.25 58.50 

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2016 

 

f. Pendidikan 
 

Bila dilihat dari Indikator Pendidikan, angka melek huruf penduduk 

Kota Denpasar tahun 2015 mencapai 97,96 persen yang berarti bahwa 

97,96 persen penduduk Denpasar sudah dapat membaca dan menulis.  

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga menentukan 

keberhasilan program pendidikan.  Rata-rata lama sekolah penduduk 

Denpasar tahun 2015 sebesar 11,02 tahun.  Angka partisipasi Sekolah 

untuk umur 7-12 tahun sebesar 97,54 persen, Angka Partisipasi Sekolah 

umur 13-15 tahun sebesar 97,54 persen dan Angka Partisipasi Sekolah 

usia 16-18 tahun sebesar 85,94 persen. Secara rinci dapat diuraikan dalam 

:  
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Tabel 1.12. 

Indikator Pendidikan Kota Denpasar Tahun 2015 

 

No Uraian 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 
1.  Angka Melek Huruf 

(persen) 
97,95 98,01 97,96 

 - Laki-Laki 98,94 99,34 99,31 

 - Perempuan 94,83 96,61 96.56 

2. Rata-rata Lama 
Sekolah (persen) 

10,98 10,96 11,02 

3. Angka Partisipasi 
Sekolah (persen) 

   

   7 – 12 tahun 100,00 97,85 99,33 

  13 – 15 tahun 95,83 99,06 97,54 

  16 – 18 tahun 73,95 81,61 85,94 

Sumber Diolah :BPS Kota Denpasar, 2016 

 

 
g. Kemiskinan 

 

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin dan persentase 

penduduk miskin di Kota Denpasar sejak tahun 2011 s/d  2015 mengalami 

fluktuasi, tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 14,5 ribu jiwa 

mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 12,7 ribu jiwa, sedangkan 

mulai tahun 2013 s/d 2015 mengalami peningkatan. Tahun 2013 jumlah 

penduduk miskin sebanyak 17,6 ribu jiwa, sampai tahun 2015 mengalami 

peningkatan menjadi sebanyak 20,94 ribu jiwa.  Selengkapnya disajikan 

pada Gambar 1.1.dan Gambar 1.2.Penyebabnya antara lain Jumlah 

pendatang yang cukup tinggi. Tidak semua pendatang memiliki 

keterampilan yang memadai untuk bertahan hidup di Kota Denpasar. 

Akibatnya, banyaknya pendatang justru membawa pada masalah 

pengangguran yang akhirnya berdampak pada kemiskinan penduduk di 

Kota Denpasar. Selain itu tingkat Kedalaman (P1) dan Keparahan 

Kemiskinan (P2) yang sangat kecil (P1=0,66 & P2=0,14 pd th 2015) 

sehingga pergeseran garis kemiskinan dari Rp.426.513,- (th 2014) menjadi 
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Rp.463.271,- (th 2015) berdampak pada besarnya pertambahan jumlah 

dan persentase penduduk miskin di Kota Denpasar. 

 

 
Gambar 1.5.  

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Denpasar Tahun 2011-2015 

 

 
Gambar 1.6.  

Persentase Penduduk Miskin Kota Denpasar Tahun 2011-2015 
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h. Seni dan Budaya 
 

Perkembangan organisasi kesenian di Kota Denpasar tahun 2010-

2015 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2010 sebanyak 653 organisasi, 

jumlahnya mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sejumlah 767 

organisasi, sedangkan mulai tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah 

organsasi kesenian di kota Denpasar mengalami penurunan. Pada tahun 

2015 jumlahnya menjadi sebanyak 648 organisasi. Di bawah ini tersaji data 

jumlah organisasi kesenian di Kota Denpasar dari tahun 2010 sampai tahun 

2015 seperti disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.13.  

Perkembangan Organisasi Kesenian di Kota Denpasar Tahun 2010-2015 

 

Tahun 
Denpasar 

Selatan 

Denpasar 

Timur 

Denpasar 

Barat 

Denpasar 

Utara 
Jumlah 

1 2 3 5 6 7 

2015 165 227 150 106 648 

2014 155 217 151 123 644 

2013 181 238 155 193 767 

2012 171 229 149 123 672 

2011 154 218 154 127 653 

2010 154 218 154 127 653 

  Sumber : BPS Kota Denpasar 2015 

 

Jenis organisasi kesenian yang ada di Kota Denpasar sebanyak 30 

jenis organisasi, paling banyak adalah gong kebyar yang mencapai 186 

buah. Gong kebyar ini hampir terdapat pada setiap banjar, sedangkan 

beberapa kesenian langka saron, gambuh, seni keroncong hanya terdapat 

masing-masing 1 buah. Selain itu di Kota Denpasar juga diselenggarakan 

even sebanyak 9 even budaya setiap tahunnya. Selengkapnya disajikan 

pada berikut. 
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Tabel 1.14.  

Jumlah Organisasi Kesenian Menurut Kecamatan di Kota Denpasar, 2015 

No. Organisasi 

Kesenian 

Denpasar 

Selatan 

Denpasar 

Timur 

Denpasar 

Barat 

Denpasar 

Utara 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Gong Gede  3 - 2 1 6 

2. Gong Kebyar  47 66 48 25 186 

3. Semar Pegulingan  3 11 - - 14 

4. Angklung  24 30 20 17 91 

5. Gambang  2 4 3 - 9 

6. Selonding  - 5 1 1 7 

7. Saron  - 1 - - 1 

8. Gong Suling  - 3 2 5 10 

9. Gambuh  1 - - - 1 

10. Barong  17 14 18 18 67 

11. Topeng  7 2 4 3 16 

12. Calon Arang  - 10 - - 10 

13. Arja  - 1 - - 1 

14. Sanghyang  - 2 - - 2 

15. Wayang Wong  4 - - - 4 

16. Joged Bumbung  4 3 2 - 9 

17. Legong Dedari  - 4 - - 4 

18. Wayang Kulit 9 11 7 3 30 

19. Gandrung - 2 3 - 5 

20. Baris Upacara 2 - - 3 5 

21. Janger 1 1 1 - 3 

22. MB. Keroncong - 1 - - 1 

23. Sastra daerah - - - 4 4 

24. Drama Gong - - - - 0 

25. Tekok Jago 6 1 - - 7 

26. Sanggar Seni Tari 30 40 30 20 120 

27. Gong Beri - - - - 0 

28. Gender Wayang 5 11 5 6 27 

29. Gdr. Pelegongan - 4 4 - 8 

 Jumlah 165 227 150 106 648 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016 
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Tabel 1.15.  

Jumlah Event yang diselengarakan di Kota Denpasar Tahun 2011-2015 

No. Jenis Event 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Pesta Kesenian Bali (PKB) 1 1 1 1 1 

2. Pengembangan Kreativitas 

Seni Budya HUT Kota 

Denpasar 

1 1 1 1 1 

3. Misi Kesenian Keluar Daerah 2 2 2 2 2 

4. Pementasan  & Evaluasi 

Pelaksanaan Pengembangan 

Nilai Budaya 

1 1 1 1 1 

5. Maha Bandana Prasada 1 1 1 1 1 

6. Festival Raja Raja Nusantara 1 1 1 1 1 

7. Pesona Pulau Serangan 1 1 1 1 1 

8. Sanur Festival - - 1 1 1 

9. Denpasar Festival 1 1 1 1 1 

10. Melepas matahari 1 1 1 1 1 

 Jumlah 10 10 11 11 11 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016 

 

Jumlah Organisasi Pemakai Air (Subak) yang ada di Kota Denpasar pada 

tahun 2015 sebanyak 42 subak.   Peranan subak sebagai salah satu kearifan lokal 

yang dapat menjaga sistem irigasi perairan dan menjadi inti dari usaha 

pemberdayaan alam dan masyarakat juga pengembangannya dilaksanakan 

secara terus menerus. Kegiatan pembinaanya dari tahun ke tahun dapat dilihat 

seperti tabel berikut. 

 

Tabel 1.16.  

Jumlah Subak Yang Mendapatkan Pembinaan  

di Kota Denpasar Tahun 2011- 2015 

No. Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kec. Denpasar Utara - 1 1 2 1 

2. Kec. Denpasar Timur - 1 1 1 1 

3. Kec. Denpasar Selatan - 1 1 1 1 

4. Kec. Denpasar Barat 1 1 1 1 1 

 Jumlah 1 4 4 5 4 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016 
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Jumlah Desa Pekraman di Kota Denpasar tahun 2016 sebanyak 35 Desa 

Pekraman, dengan sebaran di Kecamatan Denpasar Utara sebanyak 10 Desa 

Pakraman,di Kecamatan Denpasar Timur sebanyak 12 Desa Pekraman  di 

Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 11 Desa Pekraman, di Kecamatan 

Denpasar Barat sebanyak 2 Desa Pakraman.  Peranan desa pakraman dalam 

melestarikan dan mempertahankan budaya dan adat istiadat serta memelihara 

stabilitas pemerintahan daerah memegang peranan penting. Berbagai pembinaan 

sebagai usaha untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga adat seperti 

desa pekraman terus dilakukan. Selengkapnya jumlah Desa Pakraman yang 

mendapatkan pembinaan di Kota Denpasar disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.17.  

Jumlah Desa Pakraman Yang Mendapatkan Pembinaan  

di Kota Denpasar Tahun 2011- 2015 

 

No. Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kec. Denpasar Utara 1 1 1 1 1 

2. Kec. Denpasar Timur  1 1 1 1 

3. Kec. Denpasar Selatan 1 1 1 1 1 

4. Kec. Denpasar Barat  1 1 1 1 

 Jumlah 2 4 4 4 4 

Sumber : Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, 2016 

 

C. Kedudukan, Kewenangan dan Tugas Pokok serta Struktur 
Organisasi 

 

C.1. Kedudukan 

 

Dengan diberlakukannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah yang lebih menekankan aspek 

desentralisasi yang diberikan dalam wujud otonomi daerah yang luas, nyata 

dan bertanggungjawab. Berkaitan dengan otonomi daerah dalam 
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pelaksanaannya di Kota Denpasar dapat dijelaskan melalui 2 (dua) aspek, 

yaitu: 

 

a. Aspek Politik 
 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kota 

Denpasar dari aspek politik ditandai dengan program legislatif dalam 

membahas perubahan atas peraturan tentang struktur organisasi dan tata 

kerja dan kegiatan partai politik tingkat daerah dan DPRD sebagai mitra 

pemerintah daerah. 

 

b. Aspek Administrasi/ Manajemen Pemerintah 
 

Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan otonomi daerah 

secara administratif diawali dengan melakukan identifikasi kewenangan 

pemerintah daerah, penataan kelembagaan, penempatan personil, 

pengelolaan sumber keuangan daerah, pengelolaan sarana dan prasarana 

(aset daerah), dan manajemen pelayanan publik. 

 

C.2. Kewenangan dan Tugas Pokok 

 

a. Kewenangan 

 

Kota Denpasar sebagai daerah otonomi, kewenangannya mencakup 

seluruh bidangpemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar 

negeri, pertahanan dankeamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama 

serta kewenangan lainnya yang meliputikebijakan perencanaan nasional, 

pengendalian secara makro, perimbangan keuangan,sistem administrasi 

negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya 

manusia,pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi yang strategis 

serta konservasi danstandarisasi nasional.Pemerintah Kota Denpasar 

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadikewenangannya 

sebanyak 26 (dua puluh enam) urusan wajib untuk 
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menyelenggarakanpelayanan dasar kepemerintahan dan 9 (sembilan) 

urusan pilihan untuk menyelenggarakanpengembangan sektor unggulan. 

Di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, rincian urusan tersebut, 

diatur danditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 04 

Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Kota Denpasar, dengan urusan 

wajib yang dilaksanakan terdiri dari : 

1). Pendidikan ; 

2). Kesehatan ; 

3). Lingkungan Hidup ; 

4). Pekerjaan Umum ; 

5). Penataan Ruang ; 

6). Perencanaan Pembangunan ; 

7). Perumahan ; 

8). Kepemudaan dan Olah Raga ; 

9). Penanaman Modal ; 

10). Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ; 

11). Kependudukan dan Catatan Sipil ; 

12). Ketenagakerjaan ; 

13). Ketahanan Pangan ; 

14). Pemberdayan Perempuan dan PerlindunganAnak ; 

15). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ; 

16). Perhubungan ; 

17). Komunkasi dan Informatika ; 

18). Pertanahan ; 

19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 

20). Otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan 

daerah, perangkatdaerah, kepegawaian dan persandian ; 

21). Pemberdayan Masyarakat ; 

22). Sosial ; 

23). Kebudayaan ; 

24). Statistik ; 

25). Kearsipan ; dan 

26). Perpustakaan 
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sedangkan urusan pilihan terdiri dari : 

1). Kelautan dan Perikanan ; 

2). Pertanian ; 

3). Kehutanan ; 

4). Energi dan Sumber Daya Mineral ; 

5). Pariwisata ; 

6). Industri ; 

7). Perdagangan ; dan 

8). Ketransmigrasian ; 

9). Pasedahan Agung ; 

 
b. Tugas Pokok 

Pemerintah Kota Denpasar mempunyai tugas melaksanakan 

penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat agarterwujud Denpasar Kreatif 

Berwawasan Budaya dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan. 

 

C.3. Struktur Organisasi 

Kota Denpasar sebagai salah satu Kota di Provinsi Bali, secara yuridis 

formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar. 

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar dapat disajikan pada 

Gambar  berikut :  
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Gambar 1.7 
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Denpasar 
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BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala Daerah adalah 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  

RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis daerah untuk periode 

5 (lima) tahun, menjabarkan Visi dan Misi, Kepala Daerah yang disusun 

dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. RPJMD berupaya 

menyelesaikan isu-isu dan permasalahan yang terjadi di daerah melalui 

strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan 

berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap 

sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.  

 

1. Visi 

 

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah : 

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA 

DALAM KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN” 

 

Denpasar kreatif adalah "Denpasar kota hidup". Kota hidup adalah 

kesadaran dinamis terhadap tiga daya. Pertama, sumber daya alam untuk 

menggugah inovasi struktur; kedua, sumber daya manusia untuk 

menggugah dinamika kultur; dan ketiga, sumber daya spiritual untuk 

menggunggah kreasi aparatur. Prinsip-prinsip inovasi struktur bersandar 

pada kecerdasan, dinamika kultur bersandar pada keseimbangan, dan 

kreasi aparatur bersandar pada keharmonisan. Inilah Denpasar Kreatif. 

Inovasi, dinamika, dan kreasi tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan 

untuk mewujudkan kenyamanan, kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan 
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masyarakat yang sepenuhnya dikendalikan di atas landasan kebudayaan. 

Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreativitas, baik 

penciptaan, pelestarian, maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam 

rangka memelihara keteraturan, ketertiban, dan keseimbangan sosial. 

Dengan demikian, Denpasar menjadi kota cerdas, bermoral, dan religius. 

Inilah Denpasar Berwawasan Budaya. 

Wawasan budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan 

kekuatan regulasi kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, 

dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini Denpasar 

menjadi kota nyaman, mandiri, adil dan sejahtera, bahkan bahagia. Inilah 

Denpasar Harmonis. Keharmonisan itulah kekayaan yang paling besar 

dalam perbedaan dan nilai yang paling berharga dalam keragaman. 

Visi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016- 2021 yang menekankan 

wawasan budaya sesuai dengan Visi RPJPD Kota Denpasar hingga tahun 

2025 sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar No.1 Tahun 

2009 yaitu: “Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”.   

Kota Budaya yang dimaksudkan dalam RPJPD adalah budaya yang 

bersifat universal dan dinamis meliputi budaya tertib, budaya bersih, budaya 

kerja, budaya gotong royong yang bersifat kondusif harus dikemas dan 

disesuaikan dengan budaya Bali yang dilandasi oleh falsapah Tri Hita 

Karana, dengan tetap bisa memilih yang baik, dan mengabaikan nilai-nilai 

yang tidak sesuai lagi dengan jiwa pembangunan seperti, nilai yang terlalu 

banyak berorientasi vertikal ke arah tokoh, nilai yang terlalu berorientasi 

terhadap nasib, dan lain-lain. Karena hal ini bisa mematikan beberapa sifat 

mentalitas tertentu seperti kemauan untuk maju dan berkembang atas 

kemampuan sendiri, rasa tanggungjawab dan disiplin. Disinilah peranan 

dan falsafah Tri Hita Karana yang merupakan budaya Bali dipertaruhkan. 

Untuk menjadikan Denpasar sebagai Kota yang berbudaya. 
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2. Misi 

 

Misi Pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 – 2021, sesusi dengan 

arah kebijakan sebagaimana dituangkan dalam Perda Kota Denpasar 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD yang mensyaratkan fokus RPJMD 

Semesta Berencana periode 2016-2021 adalah peningkatan sumber daya 

manusia dan peningkatan daya saing daerah. Kedua hal tersebut harus 

mengacu kepada terwujudnya Kota Budaya yang dilandasi Tri Hita Karana. 

Sesuai dengan arahan RPJPD, fokus RPJMD Semesta Berencana periode 

Tahun 2016-2021 dan guna mewujudkan Visi Kota Denpasar Tahun 2016-

2021 disusun misi antara lain: 

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan 

Kebudayaan Bali. 

2. Pemberdayaan masyakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan 

lokal. 

3. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola 

kepemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan 

penegakan supremasi hukum (low enforcement). 

4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar 

dengan bertumpu pada ekonomi kerakyatan. 

5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi 

dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana. 

 

3.  Tujuan dan Sasaran  

 

Berdasarkan visi dan misi Kota Denpasar 2016-2021 ditetapkan 5 

(lima) tujuan, yaitu sebagai berikut :  

a. Tujuan 1:   

Menguatnya jatidiri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan 

kebudayaan Bali 
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Sasaran :  

1)  Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional ; 

Indikator Kinerja : 

 Persentase Areal Subak yg dapat dipertahankan (%). 

 Tingkat Partisipasi krama dalam melaksanakan tri hita 

karana (Indek). 

 Persentase LPD Sehat (%). 

2) Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti 

Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat serta Kerukunan Beragama. 

Indikator Kinerja : 

 Jumlah Konflik Sosial (Kejadian). 

 Jumlah Konflik Agama (Kejadian). 

3)  Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya 

Indikator Kinerja: 

 Jumlah peran serta sekaa kesenian yang terlibat dalam 

penyelenggaraan festival budaya daerah (Sekaa). 

 Jumlah Sanggar Tari yang mengikuti pentas budaya 

(Sanggar). 

 Jumlah Sekaa Teruna yang mengikuti festival ogoh-ogoh 

(Sekaa Teruna).  

b. Tujuan 2 :  

Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi 

kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan pembangunan 

infrastruktur 

Sasaran :  

1)  Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran 

Indikator Kinerja: 

 Persentase penduduk miskin (%). 

 Tingkat Pengangguran Terbuka (%). 
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2)  Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil 

Indikator Kinerja: 

 Persentase usaha mikro/Kecil yang meningkat kategorinya 

menjadi Usaha Menengah (%). 

 Persentase Usaha Menengah yang meningkat kategorinya 

menjadi Usaha Besar (%). 

 Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat (%). 

 Persentase koperasi yang jumlah anggotanya meningkat (%). 

 Persentase koperasi yang modalnya bertambah (%). 

 

3)  Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak 

Indikator Kinerja: 

 Indek Pembangunan Gender/IPG (Indek).  

 Indek Pemberdayaan Gender/IDG (Indek). 

 Persentase Kasus Perlindungan Anak yang terselesaikan 

(%). 

 Persentase penurunan jumlah kejadian kasus kekerasan 

pada anak (%). 

 

4)  Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan 

Indikator Kinerja: 

 Persentase penurunan luasan permukiman kumuh (%). 

5) Meningkatnya kualitas Infrastruktur 

Indikator Kinerja : 

 Persentase Jalan dalam Kondisi Baik (%). 

 Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%) 

 Persentase Titik Genangan (%) 

 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%) 
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 Persentase Rumah Tangga Memanfaatkan Air Bersih 

Terlindungi (%) 

 

c. Tujuan 3 :  

Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola kepemerintahan 

yang baik (good governance) berdasarkan penegakan suprimasi 

hukum (low enforcement) 

Sasaran : 

1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka 

Dharma 

 

Indikator Kinerja: 

 Indek Kepuasaan Layanan Masyarakat (Indek) 

2)  Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya 

Indikator Kinerja: 

 Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Kategori). 

 Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /AKIP 

(Nilai). 

 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

/LPPD (Nilai). 

 Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Nilai). 

 

3)  Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan 

kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota 

Cerdas. 

Indikator Kinerja: 

 Indek Kepuasan Masyarakat. 

4)  Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) 

Dalam Tata Kelola Pemerintahan 
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Indikator Kinerja: 

 Persentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda 

(Persen). 

d. Tujuan 4:  

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) yang 

bertumpu pada ekonomi kerakyatan 

Sasaran: 

1)  Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat 

Indikator Kinerja: 

 Indek Pembangunan Manusia (Indek) 

2)  Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan 

Indikator Kinerja: 

 Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam 

PDRB (%). 

 Persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB 

(%). 

3)  Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan 

Indikator Kinerja: 

 Produktivitas padi (Kw/Ha) 

 Produksi Perikanan (Ton) 

 Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Th) 

 Produksi Daging (Ton) 

 Konsumsi Protein Hewani (Kg/Kpt/Th) 

4)  Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan 

Indikator Kinerja: 

 Angka Harapan Hidup (Tahun) 

 Angka Kematian Bayi (orang per 1000 Kelahiran hidup) 

 Angka Kematian Ibu melahirkan (orang per 100.000 

kelahiran hidup)  

 Angka Kesakitan DBD (orang per 100.000  penduduk) 
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5)  Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan 

Indikator Kinerja: 

 Persentase penduduk usia>15 tahun melek huruf 

 Rata-rata Angka Partisipasi Kasar SD, SMP sederajat 

 Rata-rata Angka Partisipasi Murni SD, SMP sederajat 

 Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah Usia SD, SMP sederajat 

 Rata-rata Angka Kelulusan Siswa SD, SMP Sederajat 

 Rata-rata nilai UN SD, SMP sederajat. 

 

6)  Meningkatkan  Pariwisata berbasis budaya  

Indikator Kinerja: 

 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 

 Lama Tinggal Wisatawan (hari) 

 

e. Tujuan 5:  

Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi 

dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan 

hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan 

manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi 

Wasa 

Sasaran: 

1)  Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali. 

Indikator: 

 Proporsi Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah (%) 

 Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Taman (Indek). 

2)  Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih 

melibatkan peran masyarakat 

Indikator: 

 Persentase Sampah tereduksi (%). 
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 Persentase hasil uji udara ambien yang memenuhi standar 

baku mutu (%). 

 Persentase hasil uji kualitas air sungai, air laut yang 

memenuhi baku mutu (%). 

 

4. Indikator Kinerja Utama 

 

  Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar telah 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota No. 18A.Tahun 2015 dan telah 

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar 

Tahun 2016. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota 

Denpasar sebagaimana tercantum pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.1 

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar 

 

No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

1 Menguatnya 
jatidiri 
masyarakat 
Kota Denpasar 
berlandaskan 
kebudayaan 
Bali 

a. Menguatnya 
keberadaan 
lembaga-lembaga 
tradisional  

1) Persentase Areal 
Subak yg dapat 
dipertahankan 

2) Tingkat 
Partisipasi krama 
dalam 
melaksanakan tri 
hita karana 

3) Persentase LPD 
Sehat 
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No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

b Memberdayakan 
lembaga 
keamanan 
tradisional, 
seperti Pecalang 
dan Jaga Bhaya 
dalam rangka 
menjaga 
ketenteraman dan 
ketertiban 
masyarakat. 

1) Jumlah Konflik 
Sosial  

c Meningkatnya 
pelestarian dan 
pengembangan 
budaya  

1) Jumlah peran 
serta sekaa 
kesenian yang 
terlibat dalam 
penyelenggaraan 
festival budaya 
daerah 
 

2) Jumlah Sanggar 
tari yang 
mengikuti pentas 
budaya 
 

3) Jumlah Sekaa 
Teruna yang 
mengikuti festival 
ogoh-ogoh 
 
 

2 Meningkatkan 
kemampuan 
masyarakat 
untuk 
mengurangi 
kesenjangan 
ekonomi dan 
sosial serta 

a. Mengentaskan 
Kemiskinan dan 
Pengangguran 

1) Persentase 
penduduk miskin  

2) Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 
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No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

pemerataan 
pembangunan 
infrastruktur 

b. Meningkatnya 
Perkembangan 
Ekonomi 
Masyarakat Kecil 

1) Persentase 
peningkatan 
penerbitan ijin 
usaha kecil 
 

2) Persentase  
Koperasi yang 
modalnya 
bertambah 
 

c Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender dan 
Perlindungan 
Anak 

1) Indek 
Pembangunan 
Gender (IPG)  

2) Indek 
Pemberdayaan 
Gender (IDG)  

d Mengurangi 
Permukiman 
Kumuh Perkotaan 

1) Persentase 
Penurunan 
Luasan 
Permukiman 
Kumuh 

e Meningkatnya 
Infrastruktur 

1) Persentase Titik 
Genangan 

2) Persentase 

Rumah Tangga 

terlayani ipal 

skala kawasan 

dan skala kota 

3) Persentase 

Rumah Tangga 

Memanfaatkan 

Air Bersih 
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No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

  

3 Meningkatkan 
pelayanan 
publik melalui 
tata kelola 
kepemerintahan 
yang baik (good 
governance) 
berdasarkan 
penegakan 
suprimasi 
hukum (low 
enforcement) 

a. Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
berlandaskan 
Sewaka Dharma 

1) Indek Kepuasaan 
Layanan 
Masyarakat  

b. Membangun tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif, 
demokratis, dan 
terpercaya 

1) Opini BPK 
Terhadap 
Pengelolaan 
Keuangan 
Daerah 

2) Nilai/predikat 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah 

(AKIP) 

3) Nilai Laporan 

Penyelenggaraa

n Pemerintahan 

Daerah (LPPD) 

4) Kepatuhan 

Standar 

Pelayanan 

Publik 

c. Melanjutkan 
Reformasi 
Birokrasi guna 
meningkatkan 
kepercayaan 
publik dengan 
Mewujudkan 
Denpasar 
sebagai Kota 
Cerdas. 

1) Indek Kepuasan 
Masyarakat 
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No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

d.  Mewujudkan 
Penegakan 
Supremasi 
Hukum (Law 
Enforcement) 
Dalam Tata 
Kelola 
Pemerintahan 

1) Persentase 
Penurunan angka 
pelanggaran 
terhadap Perda 

4 Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
(Welfare 
Society) yang 
bertumpu pada 
ekonomi 
kerakyatan 

a. Meningkatkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

1) Indek 
Pembangunan 
Manusia 

b Berkembangnya 
Industri 
Pengolahan dan 
Perdagangan 

1) Persentase 
pertumbuhan 
sektor industri 
pengolahan 
dalam PDRB  

2) Persentase 

pertumbuhan 

sektor 

perdagangan 

dalam PDRB  

c Berkembangnya 
Sektor Pertanian 
dan Ketersediaan 
Pangan 

1) Produktivitas padi  

2) Produk olahan 

hasil perikanan 

3) Konsumsi Ikan  

4) Produk olahan 

hasil peternakan 

5) Konsumsi 

Protein Hewani  

d Meningkatkan 
aksesibilitas dan 

1) Angka Harapan 
Hidup  
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No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

kualitas 
Kesehatan 

2) Angka Kematian 

Bayi  

3) Angka kematian 

ibu melahirkan 

4)  Angka 

Kesakitan DBD  

e Meningkatkan 
aksesibilitas dan 
kualitas 
Pendidikan 

1) Persentase 
penduduk 
usia>15 tahun 
melek huruf 

2) Angka 

Partisipasi Kasar 

SD/MI 

3) Angka 

Partisipasi Kasar 

SMP/MTs 

4) Angka 

Partisipasi Kasar 

SMA/SMK/MA 

5) Angka 

Partisipasi Murni 

SD/MI 

6) Angka 

Partisipasi Murni 

SMP/MTs 

7) Angka 

Partisipasi Murni 

SMA/SMK/MA 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kota Denpasar 2016 

-47  

No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

8) Angka 

Partisipasi 

Sekolah Usia 7-

12 Tahun 

9) Angka 

Partisipasi 

Sekolah Usia 13-

15 Tahun 

10) Angka 

Partisipasi 

Sekolah Usia 16-

18 Tahun 

11) Tingkat 

Kelulusan Siswa 

SD/MI 

12) Tingkat 

Kelulusan Siswa 

SMP/MTs 

13) Tingkat 

Kelulusan 

SMA/SMK/MA 

f Meningkatkan  
Pariwisata 
berbasis budaya  

1) Jumlah 
Kunjungan 
Wisatawan  

2) Lama Tinggal 

Wisatawan 

3) Meningkatkan 

"Spend of 

Money" 

5 Menguatnya 
keseimbangan 
pembangunan 
pada berbagai 
dimensi dan 
skalanya 
berdasarkan Tri 
Hita Karana 
yaitu 

a. Menata ruang 
kota yang 
nyaman dan 
terkendali. 

1) Proporsi Ruang 
Terbuka Hijau per 
Satuan Luas 
Wilayah  

2) Indek Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap 

Taman 
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No TUJUAN 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 2 3 4 

keseimbangan 
hubungan 
manusia 
dengan alam, 
hubungan 
manusia 
dengan 
manusia dan 
hubungan 
manusia 
dengan 
Tuhan/Ida Sang 
Hyang Widi 
Wasa 

b. Mengurangi 
Degradasi 
Lingkungan 
dengan 
melibatkan peran 
serta masyarakat 

1) Persentase 
Sampah 
tereduksi 

2) Persentase hasil 

uji udara ambien 

yang memenuhi 

baku mutu 

3) Persentase hasil 

uji kualitas air 

sungai, air laut 

yang memenuhi 

baku mutu 

 

4) Peningkatan 

Jumlah Sekolah 

Adiwiyata 

Mandiri 

5) Peningkatan 

Jumlah Sekolah 

Adiwiyata 

Nasional 

6) Adipura Kirana 

c. Meningkatkan 
Kerukunan 
Beragama 

1) Indeks 
Kerukunan Umat 
Beragama 

 

 

B. Perjanjian Kinerja 

 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kota Denpasar 2016 

-49  

 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen 

Kepala Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai 

kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus 

Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan 

sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 

aparatur. 

 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari 

pelaksanaan RPJMD Kota Denpasar 2015-2021, yang didukung dengan 

anggaran sebesar  Rp. 693.568.527.805,99 (72,19 persen dari total Belanja 

Langsung pada APBD Kota Denpasar TA 2016). 

 

 

Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran dan Anggaran Kinerja Pemerintah Kota Denpasar 

Tahun 2016 

No Tujuan/Sasaran 
Anggaran 

(Rp) 

1 2 3 

1 
Menguatnya jatidiri masyarakat Kota 
Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali 

41.872.099.225,00 

2 

Meningkatkan kemampuan masyarakat 
untuk mengurangi kesenjangan ekonomi 
dan sosial serta pemerataan 
pembangunan infrastruktur 

213.735.016.589,00 
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No Tujuan/Sasaran 
Anggaran 

(Rp) 

1 2 3 

3 

Meningkatkan pelayanan publik melalui 
tata kelola kepemerintahan yang baik 
(good governance) berdasarkan 
penegakan supremasi hukum (low 
enforcement) 

81.643.594.802,00 

4 
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 
(Welfare Society) yang bertumpu pada 
ekonomi kerakyatan 

275.303.146.779,99 

5 

Menguatnya keseimbangan 
pembangunan pada berbagai dimensi 
dan skalanya berdasarkan Tri Hita 
Karana yaitu keseimbangan hubungan 
manusia dengan alam, hubungan 
manusia dengan manusia dan hubungan 
manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang 
Widi Wasa 

81.014.760.410,00 

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016 
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Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 

sebagai berikut :  

 

Sasaran Strategis 1 
Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Persentase Areal Subak yg dapat 
dipertahankan 

% 100 

Tingkat Partisipasi krama dalam 
melaksanakan tri hita karana 

Indek - 

Persentase LPD Sehat % 100 

 

Sasaran Strategis 2 
Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang dan 

Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Jumlah Konflik Sosial Kejadian 9 

 

Sasaran Strategis 3 
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Jumlah peran serta sekaa kesenian 
yang terlibat dalam penyelenggaraan 
festival budaya daerah 

Sekaa 100 

Jumlah sanggar tari yang mengikuti 
pentas budaya 

Sanggar 44 

Jumlah Sekaa Teruna yang mengikuti 
festival ogoh ogoh  

Sekaa Teruna 360 

 

Sasaran Strategis 4 
Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Persentase penduduk miskin  % 2,00 

Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,00 

 

 

Sasaran Strategis 5 
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Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Persentase peningkatan penerbitan 
ijin usaha Kecil 

% 5,00 

Jumlah Koperasi yang sehat Unit 150 

 

Sasaran Strategis 6 
Meningkatnya pengarusutamaan gender dan Perlindungan Anak 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Meningkatnya Indek Pembangunan 
Gender (IPG)  

Indek 97 

Meningkatnya Indek Pemberdayaan 
Gender (IDG)  

Indek 59 

 

Sasaran Strategis 7 
Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Persentase Menurunnya Luasan 
Permukiman Kumuh 

% - 

 

Sasaran Strategis 8 
Meningkatnya kualitas Infrastruktur 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Berkurangnya Titik Genangan Lokasi 6 

Persentase Rumah Tangga terlayani 
ipal skala kawasan dan skala kota 

% 7,09 

Persentase Rumah Tangga 
Memanfaatkan Layanan Air Bersih 

% 48,96 

Menurunnya Persentase jumlah 
kecelakaan lalu lintas 

% 10 

 

Sasaran Strategis 9 
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka Dharma 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Indek Kepuasaan Layanan 
Masyarakat  

Indek 80,00 

 

Sasaran Strategis 10 
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 

dan terpercaya 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 
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Opini BPK Terhadap Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Katagori WTP 

Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) 

nilai 70,01 

Nilai Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) 

nilai 4,4025 

Kepatuhan Standar Pelayanan Publik nilai 81,00 

 

Sasaran Strategis 11 
Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan 

publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Jumlah aplikasi pemerintah yang 
terintegrasi dalam mewujudkan pusat 
data 

Aplikasi 5 

 

Sasaran Strategis 12 
Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement) Dalam 

Tata Kelola Pemerintahan 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Penurunan angka pelanggaran 
terhadap Perda 

Pelanggaran 3,265 

 

Sasaran Strategis 13 
Meningkatkatnya Kesejahteraan Masyarakat 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Indek Pembangunan Manusia Indek 83,01 

 

Sasaran Strategis 14 
Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Persentase pertumbuhan sektor 
industri pengolahan dalam PDRB  

% 11,77 

Persentase pertumbuhan sektor 
perdagangan dalam PDRB  

% 13,17 

 

 

Sasaran Strategis 15 
Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 
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Produktivitas padi  Kw/Ha 66,55 

Produk olahan hasil perikanan ton 1.422,20 

Konsumsi Ikan  (Kg/Kpt/Th) 33,98 

Produk olahan hasil peternakan ton 198,86 

Konsumsi Protein Hewani  (Kg/Kpt/Th) 16,77 

 

Sasaran Strategis 16 
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Angka  Harapan hidup  Tahun 74,05 

Angka Kematian Bayi  orang          
/1.000 KH 

15 

Angka kematian ibu melahirkan orang /100.000 
KH 

100 

Angka Kesakitan DBD  orang   /100.000 
penduduk 

215 

 

Sasaran Strategis 17 
Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Persentase penduduk usia>15 tahun 
melek huruf 

% 95,12 

Angka Partisipasi Kasar SD/MI % 105,00 

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs % 105,00 

Angka Partisipasi Kasar 
SMA/SMK/MA 

% 105,00 

Angka Partisipasi Murni SD/MI % 91,82 

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs % 79,83 

Angka Partisipasi Murni 
SMA/SMK/MA 

% 71,01 

Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 
Tahun 

% 103,13 

Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 
Tahun 

% 110,22 

Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 
Tahun 

% 70,20 

Tingkat Kelulusan Siswa SD/MI % 100,00 

Tingkat Kelulusan Siswa SMP/MTs % 100,00 

Tingkat Kelulusan SMA/SMK/MA % 100,00 

 

 

Sasaran Strategis 18 
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Meningkatkan  Pariwisata berbasis budaya 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Jumlah Kunjungan Wisatawan  Orang 522.679 

Lama Tinggal Wisatawan Hari 3,25 

Meningkatkan "Spend of Money" Rp. - 

 

Sasaran Strategis 19 
Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Proporsi Ruang Terbuka Hijau per 
Satuan Luas Wilayah  

% 30,00 

Indek Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Taman 

Indeks - 

 

Sasaran Strategis 20 
Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan melibatkan peran serta 

masyarakat 
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Meningkatnya jumlah bank sampah % 10 

Persentase hasil uji udara ambien 
yang memenuhi baku mutu 

% 100,00 

Persentase hasil uji kualitas air 
sungai, air laut yang memenuhi baku 
mutu 

% 100,00 

Peningkatan Jumlah Sekolah 
Adiwiyata Mandiri 

Sekolah 2 

Peningkatan Jumlah Sekolah 
Adiwiyata Nasional 

Sekolah 5 

Penghargaan Adipura Kirana Trophy 1 

 

Sasaran Strategis 21 
Meningkatkan Kerukunan Beragama 

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2016 

Jumlah Konflik agama Kejadian 0 

 

 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 

2016 sebesar Rp 2.048.492.741.527,27  
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KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

1.01. PENDIDIKAN 73.613.439.044,00  

1.01.1.01.01. 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

73.613.439.044,00  

1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.614.413.588,00  

1.01.1.01.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

4.186.447.779,00  

1.01.1.01.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

39.915.500,00  

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 844.505.580,00  

1.01.1.01.01.16. 
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 
Sembilan Tahun 

42.469.110.977,00  

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 962.398.366,00  

1.01.1.01.01.20. 
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan 

1.892.432.890,00  

1.01.1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 8.489.671.604,00  

1.01.1.01.01.23. 
Program Peningkatan Mutu dan Pembinaan 
Pendidikan Dasar 

2.913.590.750,00  

   

1.02. KESEHATAN 144.147.013.697,19  

1.02.1.02.01. DINAS KESEHATAN 47.482.398.933,44  

1.02.1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.116.794.828,00  

1.02.1.02.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

5.481.667.221,00  

1.02.1.02.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

118.256.100,00  

1.02.1.02.01.15. 
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan 
Kesehatan 

2.150.025.327,00  

1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5.878.547.415,00  

1.02.1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan 27.383.350,00  

1.02.1.02.01.18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 80.884.500,00  

1.02.1.02.01.19. 
Program Promosi Kesehatan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 

2.977.038.685,00  

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 223.525.050,00  
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KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 404.202.350,00  

1.02.1.02.01.22. 
Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

16.505.706.543,00  

1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 946.984.109,00  

1.02.1.02.01.24. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.200.000,00  

1.02.1.02.01.25. 

Program Pengadaan, Peningkatan dan 
Perbaikan Sarana dan Prasarana 
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan 
Jaringannya 

26.129.700,00  

1.02.1.02.01.28. 
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan 
Kesehatan 

4.995.204.849,44  

1.02.1.02.01.29. 
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
Anak Balita 

78.966.100,00  

1.02.1.02.01.30. 
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 
Lansia 

387.037.256,00  

1.02.1.02.01.31. 
Program Pengawasan dan Pengendalian 
Kesehatan Makanan 

249.275.200,00  

1.02.1.02.01.32. 
Program Peningkatan Keselamatan Ibu 
Melahirkan dan Anak 

831.570.350,00  

   

1.02.1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA 95.187.981.663,75  

1.02.1.02.02.33. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 95.187.981.663,75  

   

1.02.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 201.459.700,00  

1.02.1.20.09.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 125.325.000,00  

1.02.1.20.09.22. 
Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

76.134.700,00  

   

1.02.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 471.576.500,00  

1.02.1.20.10.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 150.671.000,00  

1.02.1.20.10.22. 
Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

320.905.500,00  
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KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

1.02.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 209.001.500,00  

1.02.1.20.11.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 25.350.000,00  

1.02.1.20.11.22. 
Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

183.651.500,00  

   

1.02.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 172.256.500,00  

1.02.1.20.12.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.796.700,00  

1.02.1.20.12.22. 
Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Menular 

121.459.800,00  

   

1.02.1.22.01. 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA 

422.338.900,00  

1.02.1.22.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 422.338.900,00  

   

1.03. PEKERJAAN UMUM 145.417.408.692,00  

1.03.1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 137.062.443.802,00  

1.03.1.03.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.024.122.040,00  

1.03.1.03.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

4.105.912.690,00  

1.03.1.03.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

130.538.100,00  

1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 73.031.335.240,00  

1.03.1.03.01.16. 
Program Pembangunan Saluran 
Drainase/Gorong-Gorong 

11.780.301.700,00  

1.03.1.03.01.18. 
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 
Jembatan 

5.526.429.400,00  

1.03.1.03.01.22. 
Program Pembangunan Sistem Informasi/Data 
Base Jalan dan Jembatan 

407.704.000,00  

1.03.1.03.01.24. 

Program Pembangunan dan Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan 
lainnya 

3.435.020.500,00  

1.03.1.03.01.27. 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Air Minum dan Air Limbah 

6.524.274.842,00  

1.03.1.03.01.28. Program Pengendalian Banjir 2.046.513.000,00  



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kota Denpasar 2016 

-59  

KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

1.03.1.03.01.33. 
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan 
Pemukiman 

22.050.292.290,00  

   

1.03.1.03.02. 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH 

6.394.314.990,00  

1.03.1.03.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.317.447.890,00  

1.03.1.03.02.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

975.837.300,00  

1.03.1.03.02.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

101.029.800,00  

   

1.03.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 425.779.000,00  

1.03.1.20.09.16. 
Program Pembangunan Saluran 
Drainase/Gorong-Gorong 

199.759.000,00  

1.03.1.20.09.33. 
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan 
Pemukiman 

226.020.000,00  

   

1.03.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 79.307.500,00  

1.03.1.20.10.33. 
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan 
Pemukiman 

79.307.500,00  

   

1.03.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 1.113.008.400,00  

1.03.1.20.11.16. 
Program Pembangunan Saluran 
Drainase/Gorong-Gorong 

322.352.400,00  

1.03.1.20.11.33. 
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan 
Pemukiman 

790.656.000,00  

   

1.03.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 342.555.000,00  

1.03.1.20.12.33. 
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan 
Pemukiman 

342.555.000,00  

   

1.04. PERUMAHAN 11.050.993.500,00  

1.04.1.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM 2.892.165.000,00  
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KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

1.04.1.03.01.17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2.892.165.000,00  

   

1.04.1.03.02. 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 
DAERAH 

7.209.831.800,00  

1.04.1.03.02.17. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 315.294.500,00  

1.04.1.03.02.19. 
Program Peningkatan Kesiagaan dan 
Pencegahan  Bahaya Kebakaran 

3.176.873.500,00  

1.04.1.03.02.21. Program Tanggap Darurat Kebencanaan 410.474.500,00  

1.04.1.03.02.22. 
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan 
Bencana 

3.307.189.300,00  

   

1.04.1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN 903.274.700,00  

1.04.1.05.01.15. Program Pengembangan Perumahan 903.274.700,00  

   

1.04.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 45.722.000,00  

1.04.1.20.09.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 45.722.000,00  

   

1.05. PENATAAN RUANG 37.785.254.485,00  

1.05.1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN 37.785.254.485,00  

1.05.1.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.987.389.335,00  

1.05.1.05.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.244.906.100,00  

1.05.1.05.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

123.455.900,00  

1.05.1.05.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 31.852.241.550,00  

1.05.1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2.577.261.600,00  
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1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 10.497.193.609,00  

1.06.1.06.01. 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH 

10.124.458.659,00  

1.06.1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.707.320.828,00  

1.06.1.06.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

2.209.875.208,00  

1.06.1.06.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

77.334.600,00  

1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi 650.498.440,00  

1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 1.252.116.887,00  

1.06.1.06.01.18. 
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah 
Strategis dan Cepat Tumbuh 

764.121.669,00  

1.06.1.06.01.19. 
Program Perencanaan Pengembangan Kota-
Kota Menengah dan Besar 

377.936.494,00  

1.06.1.06.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.209.751.962,00  

1.06.1.06.01.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 372.600.450,00  

1.06.1.06.01.23. Program Perencanaan Sosial dan Budaya 781.172.803,00  

1.06.1.06.01.24. 
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 
Sumber Daya Alam 

721.729.318,00  

   

1.06.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 205.226.150,00  

1.06.1.20.03.16. Program Kerjasama Pembangunan 89.674.000,00  

1.06.1.20.03.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 115.552.150,00  

   

1.06.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 33.461.300,00  

1.06.1.20.09.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 33.461.300,00  

   

1.06.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 58.265.000,00  

1.06.1.20.10.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 58.265.000,00  
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1.06.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 48.187.500,00  

1.06.1.20.11.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 48.187.500,00  

   

1.06.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 27.595.000,00  

1.06.1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 27.595.000,00  

   

1.07. PERHUBUNGAN 31.776.297.379,00  

1.07.1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN 31.776.297.379,00  

1.07.1.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.850.685.456,00  

1.07.1.07.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.645.621.400,00  

1.07.1.07.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

98.090.900,00  

1.07.1.07.01.16. 
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

4.228.320.250,00  

1.07.1.07.01.17. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 4.417.098.833,00  

1.07.1.07.01.18. 
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Perhubungan 

3.022.262.700,00  

1.07.1.07.01.19. 
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu 
Lintas 

1.276.858.600,00  

1.07.1.07.01.20. 
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian 
Kendaraan Bermotor 

959.876.040,00  

1.07.1.07.01.21. 
Peningkatan Pelayanan Angkutan Kendaraan 
Tidak Bermotor 

277.483.200,00  

   

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 103.360.327.271,00  

1.08.1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.468.467.754,00  

1.08.1.08.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 759.427.700,00  

1.08.1.08.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

514.335.400,00  
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1.08.1.08.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

49.325.000,00  

1.08.1.08.01.16. 
Program Pengendalian Pencemaran dan 
Perusakan Lingkungan Hidup 

1.313.930.504,00  

1.08.1.08.01.17. 
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

611.806.900,00  

1.08.1.08.01.18. 
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan 
Sumber daya Alam 

297.419.650,00  

1.08.1.08.01.19. 

Program Peningkatan Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup 

255.753.900,00  

1.08.1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 565.199.700,00  

1.08.1.08.01.23. 
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi 
Ekosistem Pesisir dan Laut 

101.269.000,00  

   

1.08.1.08.02. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 98.687.959.517,00  

1.08.1.08.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.296.692.262,00  

1.08.1.08.02.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.131.459.000,00  

1.08.1.08.02.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

2.600.000,00  

1.08.1.08.02.15. 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

38.572.045.060,00  

1.08.1.08.02.17. 
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber 
Daya Alam 

313.759.500,00  

1.08.1.08.02.24. 
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 
(RTH) 

1.410.492.000,00  

1.08.1.08.02.25. Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 23.960.911.695,00  

   

1.08.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 154.747.000,00  

1.08.1.20.09.25. Pengembangan dan Pengelolaan Pertamanan 154.747.000,00  

   

1.08.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 20.803.000,00  

1.08.1.20.10.15. 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

20.803.000,00  
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1.08.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 28.350.000,00  

1.08.1.20.11.15. 
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan 

28.350.000,00  

   

1.09. PERTANAHAN 421.243.600,00  

1.09.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 421.243.600,00  

1.09.1.20.03.16. 
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

352.818.500,00  

1.09.1.20.03.17. 
Program Penyelesaian Konflik-Konflik 
Pertanahan 

68.425.100,00  

   

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 5.616.707.805,00  

1.10.1.10.01. 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL 

4.679.547.655,00  

1.10.1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.197.841.405,00  

1.10.1.10.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

956.430.630,00  

1.10.1.10.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

32.310.900,00  

1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.492.964.720,00  

   

1.10.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 185.553.300,00  

1.10.1.20.09.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 185.553.300,00  

   

1.10.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 104.315.000,00  

1.10.1.20.10.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 104.315.000,00  

   

1.10.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 420.235.000,00  

1.10.1.20.11.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 420.235.000,00  
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1.10.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 227.056.850,00  

1.10.1.20.12.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 227.056.850,00  

   

1.11. 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERLINDUNGAN ANAK 

1.172.231.660,00  

1.11.1.12.01. 
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

1.113.827.160,00  

1.11.1.12.01.15. 
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan 
Kualitas Anak dan Perempuan 

41.300.000,00  

1.11.1.12.01.16. 
Program Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak 

979.327.060,00  

1.11.1.12.01.17. 
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

15.325.000,00  

1.11.1.12.01.18. 
Program Peningkatan Peran Serta dan 
Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 

77.875.100,00  

   

1.11.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 45.210.000,00  

1.11.1.20.10.16. 
Program Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak 

45.210.000,00  

   

1.11.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 7.300.000,00  

1.11.1.20.11.17. 
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 
Perlindungan Perempuan 

7.300.000,00  

   

1.11.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 5.894.500,00  

1.11.1.20.12.16. 
Program Penguatan Kelembagaan 
Pengarusutamaan Gender dan Anak 

5.894.500,00  

   

1.12. 
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA 
SEJAHTERA 

4.625.483.991,00  

1.12.1.12.01. 
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

3.886.745.991,00  

1.12.1.12.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.379.779.639,00  
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1.12.1.12.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

585.027.152,00  

1.12.1.12.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

37.151.200,00  

1.12.1.12.01.15. Program Keluarga Berencana 198.679.600,00  

1.12.1.12.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 330.612.000,00  

1.12.1.12.01.17. Program Pelayanan Kontrasepsi 152.800.800,00  

1.12.1.12.01.18. 
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 
Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri 

362.137.600,00  

1.12.1.12.01.20. 
Program Pengembangan Pusat Pelayanan 
Informasi dan Konseling KRR 

322.003.100,00  

1.12.1.12.01.22. 

Program Pengembangan Bahan Informasi 
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh 
Kembang Anak 

176.581.300,00  

1.12.1.12.01.23. 
Program Penyiapan Tenaga Pendamping 
Kelompok Bina Keluarga 

172.960.500,00  

1.12.1.12.01.24. 
Program Pengembangan Model Operasional 
BKB-Posyandu-PAUD 

169.013.100,00  

   

1.12.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 100.681.000,00  

1.12.1.20.09.19. 
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 
Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 

100.681.000,00  

   

1.12.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 226.159.500,00  

1.12.1.20.10.19. 
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 
Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 

152.812.000,00  

1.12.1.20.10.21. 
Program Peningkatan Penanggulangan 
Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 

73.347.500,00  

   

1.12.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 252.003.000,00  

1.12.1.20.11.19. 
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 
Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 

191.195.000,00  

1.12.1.20.11.21. 
Program Peningkatan Penanggulangan 
Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 

60.808.000,00  

   

1.12.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 159.894.500,00  
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1.12.1.20.12.19. 
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak 
Melalui Kelompok Kegiatan Di Masyarakat 

102.027.500,00  

1.12.1.20.12.21. 
Program Peningkatan Penanggulangan 
Narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 

57.867.000,00  

   

1.13. SOSIAL 3.851.673.950,00  

1.13.1.14.01. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 2.777.634.850,00  

1.13.1.14.01.15. 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas 
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 

275.092.400,00  

1.13.1.14.01.16. 
Program Pelayanan dan Rehabilitasi 
Kesejahteraan Sosial 

665.613.250,00  

1.13.1.14.01.18. 
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat 
dan Trauma 

400.690.100,00  

1.13.1.14.01.21. 
Program Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

1.350.292.000,00  

1.13.1.14.01.22. Program Keluarga Harapan 85.947.100,00  

   

1.13.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 265.001.300,00  

1.13.1.20.09.21. 
Program Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

265.001.300,00  

   

1.13.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 256.776.000,00  

1.13.1.20.10.21. 
Program Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

256.776.000,00  

   

1.13.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 328.515.000,00  

1.13.1.20.11.21. 
Program Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

328.515.000,00  

   

1.13.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 223.746.800,00  

1.13.1.20.12.21. 
Program Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial 

223.746.800,00  
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1.14. KETENAGAKERJAAN 3.359.845.570,00  

1.14.1.14.01. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA 3.359.845.570,00  

1.14.1.14.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.324.925.970,00  

1.14.1.14.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

759.015.000,00  

1.14.1.14.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

- 

1.14.1.14.01.15. 
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 
Tenaga Kerja 

208.854.600,00  

1.14.1.14.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 455.617.400,00  

1.14.1.14.01.17. 
Program Perlindungan dan Pengembangan 
Lembaga Ketenagakerjaan 

611.432.600,00  

   

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 6.187.608.409,00  

1.15.1.15.01. 
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN 
MENENGAH 

3.817.311.618,00  

1.15.1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 974.890.734,00  

1.15.1.15.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

364.218.970,00  

1.15.1.15.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

44.138.500,00  

1.15.1.15.01.06. 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

37.181.000,00  

1.15.1.15.01.15. 
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil 
Menengah Yang Kondusif 

416.668.800,00  

1.15.1.15.01.16. 
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

529.990.564,00  

1.15.1.15.01.17. 
Program Pengembangan Sistem Pendukung 
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

221.608.700,00  

 

1.15.1.15.01.18. 
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 
Koperasi 

1.228.614.350,00  

 

1.15.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 2.279.812.591,00  

1.15.1.20.03.17. 
Program Pengembangan Sistem Pendukung 
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 

2.279.812.591,00  
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1.15.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 90.484.200,00  

1.15.1.20.11.16. 
Program Pengembangan Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 

90.484.200,00  

   

1.16. PENANAMAN MODAL 430.595.200,00  

1.16.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 430.595.200,00  

1.16.1.20.03.15. 
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

350.890.800,00  

1.16.1.20.03.16. 
Program Peningkatan Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi 

79.704.400,00  

   

1.17. KEBUDAYAAN 35.449.810.200,00  

1.17.1.01.01. 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

436.899.050,00  

1.17.1.01.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 436.899.050,00  

   

1.17.1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN 23.455.760.314,00  

1.17.1.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.816.623.681,00  

1.17.1.17.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

905.123.979,00  

1.17.1.17.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

43.019.600,00  

1.17.1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 11.133.884.100,00  

1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 5.800.178.604,00  

1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 3.756.930.350,00  

   

1.17.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 9.325.044.836,00  

1.17.1.20.03.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 9.325.044.836,00  
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1.17.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 324.341.000,00  

1.17.1.20.09.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 324.341.000,00  

   

1.17.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 851.873.000,00  

1.17.1.20.10.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 851.873.000,00  

   

1.17.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 767.105.000,00  

1.17.1.20.11.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 767.105.000,00  

   

1.17.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 288.787.000,00  

1.17.1.20.12.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 288.787.000,00  

   

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.838.126.810,00  

1.18.1.01.01. 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

7.579.901.210,00  

1.18.1.01.01.16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.223.886.900,00  

1.18.1.01.01.20. 
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

6.356.014.310,00  

   

1.18.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 832.456.000,00  

1.18.1.20.03.20. 
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

832.456.000,00  

   

1.18.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 367.525.900,00  

1.18.1.20.09.20. 
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

367.525.900,00  
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1.18.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 545.356.000,00  

1.18.1.20.10.20. 
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

545.356.000,00  

   

1.18.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 1.072.642.500,00  

1.18.1.20.11.20. 
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

1.072.642.500,00  

   

1.18.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 440.245.200,00  

1.18.1.20.12.20. 
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 
Olahraga 

440.245.200,00  

   

1.19. 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM 
NEGERI 

12.521.364.054,00  

1.19.1.01.01. 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 

39.307.950,00  

1.19.1.01.01.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 39.307.950,00  

   

1.19.1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.445.794.627,00  

1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.159.306.164,00  

1.19.1.19.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

427.866.964,00  

1.19.1.19.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

52.872.450,00  

1.19.1.19.01.15. 
Program Peningkatan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

1.279.826.990,00  

1.19.1.19.01.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 996.485.059,00  

1.19.1.19.01.18. 
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

141.550.000,00  

1.19.1.19.01.20. 
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat (PEKAT) 

133.470.000,00  

1.19.1.19.01.21. Program Pendidikan Politik Masyarakat 254.417.000,00  
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1.19.1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.093.381.477,00  

1.19.1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.784.337.297,00  

1.19.1.19.02.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.484.187.350,00  

1.19.1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 420.073.000,00  

1.19.1.19.02.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

227.644.500,00  

1.19.1.19.02.15. 
Program Peningkatan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

338.622.500,00  

1.19.1.19.02.16. 
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal 

508.490.980,00  

1.19.1.19.02.23. 
Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya 
Aparatur 

58.324.850,00  

1.19.1.19.02.25. 
Peningkatan Keamanan, Ketentraman, dan 
Ketertiban 

271.701.000,00  

   

1.19.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 2.587.508.100,00  

1.19.1.20.03.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.587.508.100,00  

   

1.19.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 251.690.900,00  

1.19.1.20.09.15. 
Program Peningkatan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

202.752.400,00  

1.19.1.20.09.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 48.938.500,00  

   

1.19.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 25.000.000,00  

1.19.1.20.10.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 25.000.000,00  

   

1.19.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 57.187.500,00  
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1.19.1.20.11.15. 
Program Peningkatan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan 

22.650.000,00  

1.19.1.20.11.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 34.537.500,00  

   

1.19.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 21.493.500,00  

1.19.1.20.12.17. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 21.493.500,00  

   

1.20. 

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, 
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN 
PERSANDIAN 

125.679.020.510,00  

1.20.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 49.471.418.378,00  

1.20.1.20.03.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.066.846.473,00  

   

1.20.1.20.03.01. SEKRETARIAT DAERAH 19.066.846.473,00  

1.20.1.20.03.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

15.983.106.514,00  

   

1.20.1.20.03.02. BAGIAN HUKUM 15.983.106.514,00  

1.20.1.20.03.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 314.777.800,00  

   

1.20.1.20.03.03. BAGIAN PEREKONOMIAN 314.777.800,00  

   

1.20.1.20.03.05. BAGIAN ORGANISASI 333.722.584,00  

1.20.1.20.03.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

333.722.584,00  

   

1.20.1.20.03.06. BAGIAN KEUANGAN 24.187.050,00  
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1.20.1.20.03.06. 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

24.187.050,00  

1.20.1.20.03.16. 
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 

2.060.004.122,00  

1.20.1.20.03.17. 
Progam Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

3.074.746.631,00  

1.20.1.20.03.20. 

Program Peningkatan Sistem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

467.220.700,00  

1.20.1.20.03.25. 
Program Peningkatan Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 

406.795.000,00  

1.20.1.20.03.26. 
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 

2.594.290.240,00  

1.20.1.20.03.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 233.455.800,00  

1.20.1.20.03.28. 
Program Penataan Kelembagaan dan 
Ketatalaksaaan 

218.221.264,00  

1.20.1.20.03.29. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2.114.400,00  

1.20.1.20.03.30. Program Koordinasi Pembangunan Daerah 62.005.500,00  

1.20.1.20.03.31. Program Kerjasama Pembangunan 1.399.765.780,00  

1.20.1.20.03.34. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

38.975.000,00  

1.20.1.20.03.36. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 104.819.100,00  

1.20.1.20.03.37. Program Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 66.064.700,00  

1.20.1.20.03.39. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 668.043.850,00  

1.20.1.20.03.41. Program Pengembangan Kemitraan 2.010.063.170,00  

1.20.1.20.03.45. 
Program Pengawasan dan Pengendalian Inflasi 
Daerah 

342.192.700,00  

   

1.20.1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 33.163.396.331,00  

1.20.1.20.04.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.629.519.548,00  

1.20.1.20.04.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

2.438.707.859,00  

1.20.1.20.04.06. 
Program Peningkatan Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

7.587.300,00  

1.20.1.20.04.15. 
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Perwakilan Rakyat Daerah 

28.026.516.824,00  
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1.20.1.20.04.34. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

61.064.800,00  

   

1.20.1.20.05. DINAS PENDAPATAN 11.071.044.411,00  

1.20.1.20.05.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.563.069.355,00  

1.20.1.20.05.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.498.610.620,00  

1.20.1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.000.000,00  

1.20.1.20.05.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

250.067.318,00  

1.20.1.20.05.17. 
Progam Peningkatan dan Pengembangan 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

5.732.297.118,00  

   

1.20.1.20.07. INSPEKTORAT 3.725.957.671,00  

1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.276.432.203,00  

1.20.1.20.07.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

615.590.674,00  

1.20.1.20.07.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

119.634.100,00  

1.20.1.20.07.20. 

Program Peningkatan Sistem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

1.506.428.700,00  

1.20.1.20.07.21. 
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga 
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 

107.269.000,00  

1.20.1.20.07.22. 
Program Penataan dan Penyempurnaan 
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 

100.602.994,00  

   

1.20.1.20.08. 
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

1.503.076.224,00  

1.20.1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.161.482.483,00  

1.20.1.20.08.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

341.593.741,00  

   

1.20.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 4.584.567.096,00  
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1.20.1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.377.598.151,00  

1.20.1.20.09.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.117.832.945,00  

1.20.1.20.09.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.979.000,00  

1.20.1.20.09.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

36.894.000,00  

1.20.1.20.09.26. 
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 

34.263.000,00  

   

1.20.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 5.703.470.399,00  

1.20.1.20.10.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.167.228.184,00  

1.20.1.20.10.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.458.072.615,00  

1.20.1.20.10.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

40.594.600,00  

1.20.1.20.10.26. 
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 

37.575.000,00  

   

1.20.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 7.805.557.679,00  

1.20.1.20.11.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.614.260.104,00  

1.20.1.20.11.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

2.060.261.975,00  

1.20.1.20.11.26. 
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 

92.227.600,00  

1.20.1.20.11.43. 
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

38.808.000,00  

   

1.20.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 4.489.073.217,00  

1.20.1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.342.829.962,00  

1.20.1.20.12.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.130.741.755,00  

1.20.1.20.12.26. 
Program Penataan Peraturan Perundang-
Undangan 

15.501.500,00  

1.20.1.20.13. 

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA 
DENPASAR 

4.161.459.104,00  
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1.20.1.20.13.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.298.372.243,00  

1.20.1.20.13.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.112.214.417,00  

1.20.1.20.13.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

149.175.792,00  

1.20.1.20.13.29. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 487.911.553,00  

1.20.1.20.13.42. 
Program Peningkatan Iklim Investasi dan 
Realisasi Investasi 

42.384.400,00  

1.20.1.20.13.43. 
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama 
Investasi 

71.400.699,00  

   

1.21. KEPEGAWAIAN 3.095.676.772,00  

1.21.1.20.08. 
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

2.896.182.972,00  

1.21.1.20.08.15. Program Pendidikan Kedinasan 1.509.399.220,00  

1.21.1.20.08.16. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

814.266.920,00  

1.21.1.20.08.17. 
Program Pembinaan dan Pengembangan 
Aparatur 

572.516.832,00  

   

1.21.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 138.832.100,00  

1.21.1.20.11.16. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

138.832.100,00  

   

1.21.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 60.661.700,00  

1.21.1.20.12.15. Program Pendidikan Kedinasan 18.179.000,00  

1.21.1.20.12.16. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

42.482.700,00  

   

   

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12.589.602.595,00  
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1.22.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 242.083.600,00  

1.22.1.20.03.16. 
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

242.083.600,00  

   

1.22.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 495.943.200,00  

1.22.1.20.09.16. 
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

70.987.300,00  

   

1.22.1.20.09.17. 
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa 

172.177.400,00  

1.22.1.20.09.19. 
Program Peningkatan Peran Perempuan di 
Pedesaan 

252.778.500,00  

   

1.22.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 181.178.600,00  

1.22.1.20.10.17. 
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa 

84.736.500,00  

1.22.1.20.10.19. 
Program Peningkatan Peran Perempuan di 
Pedesaan 

96.442.100,00  

   

1.22.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 497.988.100,00  

1.22.1.20.11.17. 
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa 

217.950.000,00  

1.22.1.20.11.19. 
Program Peningkatan Peran Perempuan di 
Pedesaan 

280.038.100,00  

   

1.22.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 355.215.800,00  

1.22.1.20.12.17. 
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa 

113.443.800,00  

1.22.1.20.12.19. 
Program Peningkatan Peran Perempuan di 
Pedesaan 

241.772.000,00  

   

1.22.1.22.01. 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA 

10.817.193.295,00  
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1.22.1.22.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.156.871.483,00  

1.22.1.22.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

614.082.800,00  

1.22.1.22.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

42.857.800,00  

1.22.1.22.01.16. 
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 
Pedesaan 

448.623.610,00  

1.22.1.22.01.17. 
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Dalam Membangun Desa 

2.055.534.000,00  

1.22.1.22.01.18. 
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Pemerintah Desa 

1.156.238.940,00  

1.22.1.22.01.19. 
Program Peningkatan Peran Perempuan di 
Pedesaan 

5.063.076.492,00  

1.22.1.22.01.20. Program Penanggulangan Kemiskinan 279.908.170,00  

   

1.24. KEARSIPAN 3.832.141.143,00  

1.24.1.24.01. 
BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 

3.832.141.143,00  

1.24.1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.401.384.402,00  

1.24.1.24.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

537.365.111,00  

1.24.1.24.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

46.765.150,00  

1.24.1.24.01.15. 
Program Perbaikan Sistem Administrasi 
Kearsipan 

188.832.200,00  

1.24.1.24.01.16. 
Program Penyelamatan dan Pelestarian 
Dokumen /Arsip Daerah 

273.389.700,00  

1.24.1.24.01.18. 
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Informasi 

294.976.600,00  

1.24.1.24.01.19. 
Program Pengembangan Budaya Baca dan 
Pembinaan Perpustakaan 

1.028.673.180,00  

1.24.1.24.01.20. 
Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana 
dan Prasarana Kearsipan 

60.754.800,00  

   

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 17.920.866.036,00  
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1.25.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 4.153.213.212,00  

1.25.1.20.03.17. 
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 
Komunikasi dan Informasi 

309.248.956,00  

1.25.1.20.03.18. 
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass 
Media 

3.843.964.256,00  

   

1.25.1.20.13. 

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 
SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KOTA 
DENPASAR 

119.627.100,00  

1.25.1.20.13.18. 
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass 
Media 

119.627.100,00  

   

1.25.1.25.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.648.025.724,00  

1.25.1.25.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.118.353.017,00  

1.25.1.25.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

754.747.198,00  

1.25.1.25.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

25.693.604,00  

1.25.1.25.01.15. 
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi 
dan Media Massa 

11.538.780.305,00  

1.25.1.25.01.17. 
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang 
Komunikasi dan Informasi 

130.396.200,00  

1.25.1.25.01.20. 
Program Pengkajian dan penelitian bidang 
informasi dan komunikasi 

80.055.400,00  

   

2. URUSAN PILIHAN 28.225.431.083,00  

2.01. PERTANIAN 10.653.086.110,00  

2.01.1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 68.562.438,00  

2.01.1.20.03.16. 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
(pertanian/perkebunan) 

68.562.438,00  

   

2.01.1.22.01. 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 
PEMERINTAHAN DESA 

408.003.600,00  

2.01.1.22.01.16. 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
(pertanian/perkebunan) 

107.649.000,00  

2.01.1.22.01.17. 
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

300.354.600,00  

2.01.2.01.01. 
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN 
HORTIKULTURA 

5.887.241.041,00  
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KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

2.01.2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.593.720.068,00  

2.01.2.01.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

821.222.750,00  

2.01.2.01.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

92.444.400,00  

2.01.2.01.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 403.107.150,00  

2.01.2.01.01.16. 
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 
(pertanian/perkebunan) 

1.795.804.894,00  

2.01.2.01.01.17. 
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Pertanian/Perkebunan 

382.029.654,00  

2.01.2.01.01.18. 
Program Peningkatan Penerapan Teknologi 
Pertanian/Perkebunan 

289.433.500,00  

2.01.2.01.01.20. 
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian 
/Perkebunan Lapangan 

509.478.625,00  

   

2.01.2.01.02. 
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN 
KELAUTAN 

4.289.279.031,00  

2.01.2.01.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.351.810.281,00  

2.01.2.01.02.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

892.393.900,00  

2.01.2.01.02.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

7.585.000,00  

2.01.2.01.02.21. 
Program Pencegahan dan Penanggulangan 
Penyakit Ternak 

400.949.500,00  

2.01.2.01.02.22. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 622.806.750,00  

2.01.2.01.02.23. 
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi 
Peternakan 

121.034.150,00  

2.01.2.01.02.25. 
Program Peningkatan Penyediaan Pangan 
Hewani 

773.431.050,00  

2.01.2.01.02.26. 
Program Perencanaan Pembangunan 
Peternakan, Perikanan dan Kelautan 

119.268.400,00  

   

2.04. PARIWISATA 5.477.309.305,00  

2.04.2.04.01. DINAS PARIWISATA 5.477.309.305,00  

2.04.2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.308.971.795,00  

2.04.2.04.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

1.001.126.800,00  
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KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

2.04.2.04.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

45.234.200,00  

2.04.2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1.197.961.250,00  

2.04.2.04.01.16. Program Pengembangan Destinasi Kepariwisata 1.637.642.510,00  

2.04.2.04.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 286.372.750,00  

   

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.404.472.000,00  

2.05.2.01.02. 
DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN 
KELAUTAN 

1.404.472.000,00  

2.05.2.01.02.15. 
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 
Pesisir 

163.073.500,00  

2.05.2.01.02.16. 

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya 
Kelautan 

191.230.300,00  

2.05.2.01.02.20. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 654.145.050,00  

2.05.2.01.02.21. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 230.977.900,00  

2.05.2.01.02.23. 
Program Optimalisasi Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi Perikanan 

165.045.250,00  

   

2.06. PERDAGANGAN 6.079.512.490,00  

2.06.1.20.09. KECAMATAN DENPASAR BARAT 88.930.000,00  

2.06.1.20.09.18. 
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

88.930.000,00  

   

2.06.1.20.10. KECAMATAN DENPASAR TIMUR 112.525.000,00  

2.06.1.20.10.18. 
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

112.525.000,00  

   

2.06.1.20.11. KECAMATAN DENPASAR SELATAN 109.720.000,00  

2.06.1.20.11.18. 
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

109.720.000,00  

   

2.06.1.20.12. KECAMATAN DENPASAR UTARA 56.340.000,00  
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KODE URUSAN DAN PROGRAM ANGGARAN 

1 2 3 

2.06.1.20.12.18. 
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

56.340.000,00  

   

2.06.2.07.01. 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 

5.711.997.490,00  

2.06.2.07.01.15. 
Program Perlindungan Konsumen dan 
Pengamanan Perdagangan 

470.223.000,00  

2.06.2.07.01.17. 
Program Peningkatan dan Pengembangan 
Ekspor 

590.705.150,00  

2.06.2.07.01.18. 
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 

4.651.069.340,00  

   

2.07. INDUSTRI 4.611.051.178,00  

2.07.2.07.01. 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN 

4.611.051.178,00  

2.07.2.07.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.784.182.428,00  

2.07.2.07.01.02. 
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

642.675.500,00  

2.07.2.07.01.05. 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

90.894.900,00  

2.07.2.07.01.15. 
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem 
Produksi 

1.056.662.400,00  

2.07.2.07.01.16. 
Program Pengembangan Industri Kecil dan 
Menengah 

445.213.000,00  

2.07.2.07.01.17. 
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi 
Industri 

542.101.950,00  

2.07.2.07.01.19. 
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri 
Potensial 

49.321.000,00  
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BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar 

dilakukan dengan cara membandingkan antar target pencapaian setiap 

sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dengan 

realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota 

Denpasar sebesar 105,87% yang dihitung berdasarkan persentase rata 

rata capaian sasaran. 

Tabel 3.1 
Capaian Kinerja 

No Rentang Capaian Katagori Capaian 

1 2 3 

1 Lebih dari 100% Baik Sekali (BS) 
2 Lebih dari 75% sd 100% Baik (B) 

3 55% sd 75% Cukup (C) 
4 Kurang dari 55% Kurang (K) 

 

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan 

indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal seperti diatas   

 

Grafik 3.1.  
Capaian Kinerja 

43%

29%

24%

5%

Capaian Kinerja

Baik Sekali

Baik

Cukup

Buruk
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Dari 21 sasaran yang telah ditetapkan, sebanyak 9 sasaran dinyatakan 

“Baik Sekali”, 6 sasaran dinyatakan “Baik”, 5 sasaran dinyatakan “Cukup” 

dan 1 sasaran dinyatakan “Kurang”. Sementara itu, dari 62 Indikator  

sasaran, belum dapat dinilai (NA) sejumlah 16 indikator mengingat Badan 

Pusat Statistik sampai dengan saat ini belum mengeluarkan data-data 

terbaru dan survey internal belum dilakukan, 1 indkator tahun 2016 baru 

pada tahap perencanaan/belum ada aksi dilapangan. 

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Pemerintah Kota Denpasar 

sebagaimana yang sudah ditetapkan, diuraikan berdasarkan sasaran pada 

masing masing tujuan sebagai berikut: 

1.  Tujuan Menguatnya Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar Berlandaskan 

Kebudayaan Bali 

Sebagaimana Visi Kota Denpasar “Denpasar Kreatif Berwawasan 

Budaya dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan” yang telah 

ditetapkan, Denpasar harmonis dapat terwujud apabila masyarakat 

Kota Denpasar memegang teguh budaya dalam melaksanakan 

perikehidupannya. Budaya merupakan kekuatan Kota Denpasar, 

kekuatan ini sebagai faktor pembeda yang akan meningkatkan daya 

saing Kota Denpasar di tatanan global. Berkaitan dengan hal tersebut, 

budaya sebagai jatidiri masyarakat Kota Denpasar berupaya terus 

dimantapkan keberadaannya sehingga diera global ini budaya di Kota 

Denpasar tetap eksis keberadaannya dan bahkan berkembang tanpa 

tercabut dari akarnya.      

Untuk mewujudkan tujuan Menguatnya jatidiri masyarakat Kota 

Denpasar berlandaskan kebudayaan Bali dalam tahun 2016 ditetapkan 

sasaran strategis sebagai berikut 

a.  Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional ; 

b.  Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti Pecalang 

dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman dan 

ketertiban masyarakat. 

c.  Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya 
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Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Sasaran Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga tradisional.  

a). Lembaga kemasyarakatan pada masyarakat Bali bersifat 

tradisional, yang telah ada sejak dahulu dan kebaradaannya 

masih eksis hingga saat ini. Lembaga tradisional tersebut 

antara lain  Desa Pekraman, Banjar, Subak dan Sekeha. 

Subak merupakan lembaga tradisional yang bergerak di bidang 

pertanian dikenal sebagai organisasi agraris religius yang ada 

di Bali sejak dahulu. Subak sebagai lembaga yang berperan di 

bidang pertanian  dalam arti yang seluas-luasnya mulai dari 

proses pengolahan lahan, pembibitan, pola dan tata cara 

tanam, pemeliharaan sampai kepada pengolahan serta 

pemasaran hasil-hasilnya. Berdasarka Perda Provinsi Bali 

Nomor 02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi dinyatakan bahwa 

Subak adalah masyarakat hukum adat Bali yang bersifat sasio 

agraris religius yang secara historis didirikan sejak dahulu kala 

dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah 

dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan 

dari berbagai sumber air di dalam suatu daerah. Subak dapat 

eksis apabila tetap memiliki lahan pertanian, berkaitan dengan 

hal ini upaya yang dilakukan adalah berupaya tetap 

mempertahankan lahan pertanian di Kota Denpasar atau 

meminimalisasi terjadinya alih fungsi lahan.  

b).  Desa pakraman merupakan satu kesatuan masyarakat hukum 

adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan 

tata kram pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun 

temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa 

yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri 

serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri Salah satu 

unsur penting terbentuknya masyarakat hukum adat adalah 

adanya kelompok masyarakat yang bertindak sebagai satu 
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kesatuan ke dalam maupun ke luar. Kelompok masyarakat atau 

kelompok orang dalam desa pakraman inilah yang disebut 

unsur pawongan. Kelompok orang yang merupakan satu 

kesatuan dalam wadah desa pakraman inilah yang lazim 

disebut kerama desa.  

Philosophy Tri Hita Karana menekankan pada konsep 

keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan 

(parahyangan), manusia dengan manusia (pawongan) dan 

manusia dengan alam (palemahan). Tri Hita Karana tersebut 

yang sampai saat ini masih eksis keberadaanya tidak dapat 

terlepas dari Desa Adat atau yang juga disebut dengan Desa 

Pakraman sebagai struktur kesatuan masyarakat hukum Adat 

Bali yang memiliki fungsi untuk menjaga nilai-nilai budaya yang 

tidak terlepas dari konsep Tri Hita Karana tersebut. Peran Desa 

Pakraman yang tidak hanya untuk menjaga persoalan 

keagamaan dalam menjaga keseimbangan keharmonisan 

hubungan manusia dengan Tuhan dan masyarakat tetapi tidak 

kalah pentingnya juga menjaga keharmonisan alam lingkungan 

di wilayahnya yang dilakukan dengan cara duniawi dan akhirat 

(sekala dan niskala) dilakukan oleh warga Desa Pakraman.  

Terlihat  bahwa krama desa pakraman memegang peran 

penting dalam menjaga tetap eksisnya desa pakraman. 

c).  Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur 

kelembagan Desa Pakraman yang manjalankan fungsi 

keuangan Desa Pakraman untuk mengelola potensi keuangan 

Desa Pakraman. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang 

bernaung dibawah Desa Pakraman memiliki fungsi strategis 

dalam menggerakkan berbagai sektor ekonomi di pedesaan. 

Keuntungan LPD digunakan untuk membangun kehidupan 

religius  warga berikut kegiatan upacaranya. Pemerintah Kota 

Denpasar melakukan pembinaan untuk mendorong agar 
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seluruh LPD memiliki likuiditas yang baik sehingga masuk 

dalam katagori sehat.  

 

Capaian terhadap Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga 

tradisional adalah seperti tabel berikut: 

 

 

Grafik 3.2.  
Capaian terhadap Menguatnya keberadaan lembaga-lembaga 

tradisional di Kota Denpasar 
 

 

 Pada Tahun 2016 terjadi alih fungsi lahan seluas 35 hektar, 

semula pada tahun 2015 luas sawah di Kota Denpasar 2.479 

ha dan berkurang menjadi 2.444 hektar di tahun 2016. Alih 

fungsi lahan ini terjadi di subak Paang seluas 2 hektar, subak 

Taman seluas 1 hektar, subak temaga seluas 1 ha, subak 

padang galak seluas 2 hektar, subak sidakarya 2 hektar, 

subak kepaon 2hektar,subak tegalantang 4 hektar, subak 

lange 2 hektar, subak dalem 4 hektar, subak lungatad 3 

hektar, subak kedua 2 hektar, subak pakel 2 hektar, subak 

petangan 5 hektar,  subak Praupan timur seluas 2 hektar dan 

100%

-

100%

98.59%

-

94.30%

Persentase Areal Subak yang dapat
dipertahankan

Tingkat Partisipasi Krama
melaksanakan Tri Hita Karana

Persentase LPD Sehat

Realisasi Target

94,30%

98,59%
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subak praupan barat seluas 5 hektar. 

Rendahnya nilai tambah sektor pertanian dibanding dengan 

sektor lapangan usaha lain menjadi kendala dalam 

mempertahan areal 

subak ini dan 

didukung juga dengan 

rendahnya luasan 

kepemilikan lahan 

pertanian di Kota 

Denpasar. Namun 

upaya untuk 

mempertahankan 

lahan pertanian tetap dilakukan antara lain melalui 

pemberian insentif kepada petani berupa pembebasan 

pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada areal sawah 

yang berada dalam KDB 0%, disamping peningkatan 

kapasitas subak baik berupa manajemen, komoditi pertanian 

maupun pembenahan infrastruktur irigasi. 

 Krama sebagai penggerak desa pakraman memegang 

peran penting dalam melestarikan desa pakraman yang ada. 

Globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan yang harus 

dihadapi dalam rangka mempertahankan nilai nilai budaya.  

Partisipasi krama dalam mengikuti setiap kegiatan yang 

dilaksanakan desa pakraman yang berkaitan erat dengan 

aktifitas budaya menjadi tolok ukur keberlanjutan desa 

pakraman ke depan. Capaian akuntabilitas dengan 

mengukur tingkat partisipasi krama dalam melaksanakan Tri 

Hita Karana penilaiannya belum dapat ditampilkan, 

mengingat survey partisipasi ini baru akan dilaksakan pada 

triwilan tiga tahun ini 

 Setiap Desa Pekraman di Kota Denpasar memiliki Lembaga 

Alih fungsi lahan pertanian 
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Perkreditan Desa sehingga LPD di Kota Denpasar berjumlah 

35 unit. Sampai dengan tahun 2015, LPD yang termasuk 

dalam  katagori cukup sehat berjumlah 2 unit yaitu LPD 

Serangan dan LPD Oongan. Setelah adanya pembenahan 

manajemen, masih belum sehatnya kedua LPD tersebut 

lebih dikarenakan masih kekurangan modal yang disetor, 

sehingga berpengaruh terhadap tingkat likuiditasnya 

 

2). Sasaran Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, seperti 

Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga ketenteraman 

dan ketertiban masyarakat. 

 Pecalang berasal dari kata ”calang” dan menurut theologinya 

diambil dari kata ”celang” yang dapat diartikan waspada. Dari sini 

dapat artikan secara bebas, ”Pecalang” adalah seseorang yang 

ditugaskan untuk mengawasi keamanan desaadatnya. Dapat 

diibaratkan bahwa 

pecalang sebagai 

petugas keamanan 

desa adat. 

Pecalang telah 

terbukti ampuh 

mengamankan 

jalannya upacara-

upacara yang 

berlangsung di desa adatnya, bahkan secara luas mampu 

mengamankan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan 

khalayak ramai. Pemerintah Kota Denpasar melakukan pembinaan 

yang berkelanjutan terhadap pecalang baik secara langsung 

maupun melewati Desa Pekramannya, sehingga diharapkan 

Pecalang lebih berperan lagi dalam mengamankan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat di lingkungan wilayah adatnya. 

Walikota Denpasar bersama perwakilan 

pecalang se-Kota Denpasar 

http://iendro.blogspot.com/2012/10/ngerebong.html
http://iendro.blogspot.com/2012/10/ngerebong.html
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Akomulasi peran pecalang di masing masing desa pekraman 

diharapkan mampu menurunkan konflik social yang terjadi di Kota 

Denpasar.  

Capaian terhadap Memberdayakan lembaga keamanan tradisional, 

seperti Pecalang dan Jaga Bhaya dalam rangka menjaga 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut: 

 

 

Grafik 3.3.  
Capaian terhadap Memberdayakan lembaga keamanan 

tradisional di Kota Denpasar 
 

 Target jumlah konflik pada tahun 2016 diasumsikan 

jumlahnya sama dengan tahun 2015. Terjadi peningkatan 

jumlah konflik di Kota Denpasar pada tahun 2016 yang 

semula 9 konflik menjadi 20 konflik social. Sehingga 

pencapaian kinerjanya hanya 45%. Meningkatnya jumlah 

konflik ini, terjadi akibat adanya gesekan antara ormas.  

 

3). Sasaran Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya.  

Pembangunan bidang kebudayaan diupayakan dengan pembinaan 

secara berjenjang, baik melalui banjar maupun lembaga dan 

organisasi kesenian. Dalam upaya pelestarian budaya dan 

kesenian lokal, pembinaan dilaksanakan berkesinambungan 

dengan memberi ruang untuk mengikuti pesta kesenian, baik 

tingkat kota maupun provinsi sehingga kreatifitas seni dan budaya 

dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi salah satu kekuatan 

pariwisata di Kota Denpasar. 

9 Kejadian

20 Kejadian
Menurunnya Jumlah Konflik Sosial

Realisasi Target

45%
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Capaian terhadap Meningkatnya pelestarian dan pengembangan 

budaya adalah sebagai berikut: 

 

 

Grafik 3.4.  
Capaian terhadap Meningkatnya pelestarian dan pengembangan 

budaya di Kota Denpasar 
 

 Sekaa yang ikut terlibat dalam festival budaya daerah pada 

tahun 2016 ditargetkan 100 sekaa ternyata antusias sekaa 

yang tinggi dan yang ikut dalam festifal menjadi berjumlah 117 

sekaa sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 117%. 

Capaian ini disebabkan pembinaan yang terus menerus 

dilakukan dan memberik ruang yang lebih, baik kepada sekaa, 

sanggar maupun sekolah untuk ikut serta dalam berbagai 

event kesenian yang dilaksanakan di Kota Denpasar, seperti: 

o Pesta Kesenian Bali. 

o Parade Gong Kebyar dan Kesenian Klasik. 

o Festival ogoh-ogoh. 

o Pementasan rutin sanggar setiap hari sabtu dan minggu 

di lapangan Puputan Badung. 

100 Sekaa

44 Sanggar

360 STT

117 Sekaa

44 Sanggar

360 STT

Jumlah peran serta sekaan kesenian
yang terlibat dalam

penyelenggaraan festival budaya
daerah

Jumlah sanggar tari yang mengikuti
pentas budaya

Jumlah STT yang mengikuti festival
ogoh ogoh

Realisasi Target

100%

117%

100%
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o Pementasan wayang kulit pada setiap Rahina Purnama 

dan Tilem dan hari-hari tertentu di Pura Jagatnatha. 

o Pelaksanaan pementasan Maha Bandana Prasadha 

yang dilandasi dengan spirit Puputan Badung. 

o Pelaksanaan Denpasar Festival dan melepas matahari 

sebagai puncak kesenian di Kota Denpasar di setiap 

akhir tahun. 

o Kaderisasi Pelestarian Budaya. 

o Misi Kesenian ke Luar Daerah. 

o Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita tingkat Kota 

Denpasar dan Tingkat Provinsi Bali. 

o Pelatihan untuk anak sekolah saat liburan. 
 

 Jumlah sanggar yang ikut terlibat dalam pentas budaya 

berjumlah 44 sanggar sesuai dengan besaran target yang 

ditetapkan pada tahun 2014, sehingga pencapaian 

kinerjanya mencapai 100%. 

 Ogoh-ogoh adalah patung yang berukuran besar yang 

tebuat dari bubur kertas dan bahan pelekat yang biasanya 

dibuat oleh kaum 

remaja Bali sebagai 

suatu bagian dari 

perayaan tahunan 

“upacara 

pembersihan” 

(ngerupukan), yang 

dilaksanakan sehari 

sebelum perayaan Nyepi. Semua Sekaa Teruna Teruni 

(organisasi pemuda di tingkat banjar) yang ada di Denpasar  

terlibat aktif dalam keikut sertaan parade ogoh ogoh ini 

sehingga dapat dikatakan pencapaian kinerjanya 100%. 

Pembinaan kepada STT salah satunya melalui lomba ogoh 

Pawai Ogoh-ogoh 
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ogoh berupaya terus dilakukan, agar kreatifitas, gotong 

royong, seni gamelan, seni tari dan seni anyaman dapat 

terus dijaga bahkan dikembangkan sebagai salah satu aset 

budaya. 

 

2.  Tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengurangi 

kesenjangan ekonomi dan dan social serta pemerataan infrstruktur 

Tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat ini berkaitan dengan 

upaya upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sering 

disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap 

sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya.  

 Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan dan social serta 

pemerataan infrstruktur dalam tahun 2016 ditetapkan sasaran strategis 

sebagai berikut 

a.  Mengentaskan Kemiskinan dan pengangguran. 

b.  Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil. 

c.  Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak. 

d.  Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan. 

e.  Meningkatnya infrastruktur. 

Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Sasaran Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran. 

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan 

yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 

dibawah garis kemiskinan. 

Secara umum pengangguran diartikan sebagai orang yang tidak 

bekerja sama sekali atau sedang dalam mencari kerja atau bekerja 

kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pemecatan dan 

berusaha untuk memperoleh pekerjaan.  
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Capaian terhadap upaya mengentaskan kemiskinan dan 

pengangguran belum dapat ditampilkan mengingat BPS melum 

mengeluarkan data untuk penduduk miskin dan penganguran ini 

2). Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil 

 Sasaran Meningkatnya Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil 

dimaksudkan sebagai upaya membangun dengan sasaran 

masyarakat kecil melalui pendekatan ekonomi. Hal ini dilakukan 

agar masyarakat kecil memiliki kesempatan yang lebih luas untuk 

dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara ekonomi 

akan bergerak menjauh dari garis kemiskinan dan memberikan 

kontribusi yang nyata terhadap pembangunan di Kota Denpasar 

Disadari selama ini masyarakat kecil memiliki keterbatasan sumber 

daya untuk mengembangkan usaha akibat minimnya agunan yang 

dimiliki untuk mengakses permodalan. Kecilnya permodalan 

berkaitan erat dengan besaran skala usaha yang dilakukan. Atas 

dasar pemahan tersebut, penerbitan ijin SIUP Kecil dapat dikaitkan 

dengan aktifitas peningkatan kegiatan ekonomi kerakyatan.  

 Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan 

oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi 

melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. 
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 Capaian terhadap upaya Meningkatnya Perkembangan Ekonomi 

masyarakat kecil adalah sebagai berikut:

 

Grafik 3.5.  
Capaian terhadap upaya Meningkatnya Perkembangan Ekonomi 

masyarakat kecil di Kota Denpasar 
 

 Ijin usaha kecil yang ditargetkan pada tahun 2016 meningkat 

5% ternyata mampu direalisasikan 7.75% dengan capaian 

kinerja 155%. Hal ini terjadi karena pembinaan, pelatihan 

ketrampilan, bantuan peralatan, dan menyederhanakan 

persyaratan maupun proses perijinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 %

150 Unit

7,75 %

152 Unit

Persentase peningkatan penerbitan
ijin usaha Keci

Meningkatnya Jumlah Koperasi
Sehat

Realisasi Target

102%

103%

Pelayanan Perijinan Mobil Keliling bagi UKM di Kota Denpasar dengan 
menyasar Pedagang di Pasar Tradisional. 
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 Koperasi merupakan sarana penigkatan kemajuan ekonomi, 

yaitu bagi anggota koperasi dan juga bagi masyarakat. Hal 

ini sesuai dengan tujuan koperasi yaitu memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. Pembinaan kepada koperasi melaui 

perkuatan modal, bimbingan teknis dan peningkatan 

keterampilan terutama menuyusun laporan 

pertanggungjawaban pengurus, menyusun laporan 

keuangan dan neraca laba rugi. Upaya ini menunjang 

tercapaianya pencapaian koperasi sehat dari target 150 

koperasi dan mampu direalisasikan 152 koperasi sehingga 

pencapaian akuntabilitasnya sebesar 101% 

 

3). Sasaran Meningkatnya pengarusutamaan gender  

 Pengarusutamaan Gender adalah terjemahan dari Gender 

Mainstreaming. Suatu strategi yang menempatkan laki-laki dan 

perempuan menjadi perimbangan utama dalam setaip perumushan 

kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan.  

 Pengarusutamaan gender memastikan  laki-laki dan perempuan 

Mempunyai akses yang sama dalam pembangunan, berpartisipasi 

yang sama dalam pembangunan dan mempunyai kontrol yang 

sama dalam pembangunan 

 Capaian terhadap upaya Meningkatnya pengarusutamaan gender 

belumdapat dihitung mengingat BPS melum mengeluarkan 

datanya. 

4). Sasaran Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan. 

 Pada tahun 2016 upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

permukiman kumuh di denpasar baru sebatas menyiapkan 

perencanaan dengan melakukan pendataan secara mendetail 
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untuk mengidentifikasi kondisi kekumuhan yang terjadi. Pada tahun 

ini juga dilakukan upaya menyiapkan produk hukum terkait dengan 

kekumuhan sebagai dasar untuk melaksanakan program kegiatan 

kedepan.  

 Kekumuhan yang terjadi di Kota Denpasar memiliki karakteristik 

tersendiri, dimana kekumuhan terjadi pada lahan persil hak milik, 

yang disewakan dalam waktu jangka panjang.  

 Sinergitas penanganan kumuh terus dilakukan sehingga terjadi 

keterpaduan pendanaan dan program antara pemerintah pusat 

dengan daerah maupun antar opd di Kota Denpasar. 

 Capaian terhadap upaya Mengurangi Luasan Permukiman Kumuh 

Perkotaan belum dapat dihitung mengingat belum ada target di 

tahun 2016 untuk mengurangi luasan tersebut. 

 

5). Sasaran Meningkatnya Infrastruktur. 

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong 

pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi 

sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan 

ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan 

akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor 

perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya 

sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan 

menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil 

produksi sebagai input untuk konsumsi. 

 Dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur akan memberikan 

dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas 

hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap 

investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan 

pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan 

jumlah pengangguran suatu negara. 
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 Capaian terhadap upaya Meningkatnya Infrastruktur adalah 

sebagai berikut: 

 

Grafik 3.6.  
Capaian terhadap upaya Meningkatnya Infrastruktur di Kota 

Denpasar 
 

 Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda 

penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan 

infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan 

prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan 

bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. 

Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung 

berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan 

kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. 

 Titik genangan berupaya terus dikurangi keberadaannya, 

mengingat apabila tidak ditangani dapat menghambat aktifitas 

sosial maupun ekonomi di Kota Denpasar. Keterbatasan dana 

mengharuskan memilih prioritas dalam penanganannya. Tahun 

2016 ditargetkan adanya pengurangan 6 lokasi genangan dan 

65%

6 Lokasi

7.09%

48.96%

20 Kecelakaan 

82%

6 Lokasi

7.10%

45.84%

-

Meningkatnya Persentase Jalan
Dalam Kondisi Baik

Berkurangnya Titik Genangan

Meningkatnya Persentase Rumah
Tangga terlayani ipal skala kawasan

dan skala kota

Meningkatnya Persentase Rumah
Tangga Memanfaatkan Layanan

PDAM

Persentase Berkurangnya Jumlah
Kecelakaan Lalu lintas

Realisasi Target

93,61%

125,51%

100%

100,14%
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dapat direalisasikan semuanya yang berarti tingkat 

pencapaiannya sebesar 100%. 

 Tingginya harga lahan menyebabkan semakin kecilnya lahan 

yang digunakan untuk perumahan. Jarak minimal 10 meter 

antara sumur dengan septikteng kecil kemungkinannya untuk 

dapat dipenuhi. Berkaitan dengan hal ini meningkatkan rumah 

tangga terlayani Ipal skala kawasan dan skala kota menjadi 

prioritas untuk dilakukan. Pada Tahun 2016 ditargetkan 7,09% 

dapat direalisasikan 7,10%. Sosialisasi akan pentingnya 

penanganan limbah cair rumah tangga menjadi kunci tingkat 

partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam program ini. 

 Air adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup terutama 

manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa suplai air sehingga 

upaya untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk 

mendapatkan suplai air bersih menjamin hal penting untuk 

dilakukan. Pemerintah Kota Denpasar mendorong PDAM selaku 

Badan Usaha Milik Daerah untuk terus meningkatkan cakupan 

layanannya. Peningkatan penyertaan modal dan hibah barang 

modal berupa hasil pembangunan jaringan pipa yang dibangun 

Dinas Pekerjaan Umum merupakan upaya konkrit yang 

dilakukan. Pada tahun 2016 target capaian pelayanan sebesar 

48,96% dan hanya mampu direalisasikan sebesar 45,84%. 

dengan tingkat pencapaian sebesar 93.61%. Kendala yang 

dihadapi dalam merealisasikan target sehingga target tidak 

dapat dipenuhi lebih dikarenakan karena kendala teknis, akibat 

tidak optimalnya pasokan air dari IPA Petanu.  

 Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak 

diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau 

tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia 

dan/atau kerugian harta benda (UU RI No. 22 Tahun 2009). 

Kecelakaan terjadi jika salah satu unsur lalu lintas tidak berfungsi 
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sebagaimana mestinya. Target penurunan kecelakaan lalulintas 

sekitar 20%, angka ini diperoleh dari rata rata data kecelakaan 4 

tahun terakhir. Realisasi dan akuntabilitasnya belum dapat 

disajikan mengingat BPS belum mengeluarkan data terbaru. 

 

3.  Tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan penegakan 

supremasi hukum (law enforcement) 

 Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi 

birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan 

publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat 

dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya.  

 Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah 

keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui 

berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah 

mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi 

birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental 

pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan 

pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan 

Kunjungan MenPAN & RB ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 
Satu Pintu & Penanaman Modal Kota Denpasar 
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standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan 

 Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan pelayanan publik melalui tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan 

penegakan supremasi hokum (law enforcement) dalam tahun 2016 

ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut 

a.  Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan Sewaka 

Dharma 

b.  Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis dan terpercaya 

c.  Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan kepercayaan 

publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas. 

d.  Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (law enforcement) 

Dalam Tata Kelola Pemerintahan. 

Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan 

Sewaka Dharma. 

 Sewaka Dharma merupakan filosophi yang digali dari Budaya Bali 

untuk meningkatkan kualitas pelayalan publik. Sewaka Dharma 

mengandung arti bahwa melayani merupakan kewajiban. 

Pemahaman ini diharapkan mampu merubah mindset aparatur 

bahwa mereka merupakan pelayan masyarakat dan melayani 

sebagai bagian dari ibadah kebaikan 

 Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

berlandaskan Sewaka Dharma adalah sebagai berikut: 

 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kota Denpasar 2016 

-104  

 

Grafik 3.7.  
Capaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

berlandaskan Sewaka Dharma di Kota Denpasar 

 

Capaian sasaran ini mencapai 106,24% yang berarti realisasinya 

melampaui dari target yang ditetapkan. Indeks Survey kepuasan 

layanan masyarakat ini diperoleh dari merata ratakan nilai indeks 

kepuasan layanan masyarakat pada OPD Badan Perijinan Terpadu 

Satu Pintu dan Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil, Puskesmas, dan Rumah Sakit Wangaya. 

 

2).  Sasaran Membangun tata 

kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, demokratis, dan terpercaya:  

 Saat ini pelaksanaan reformasi 

birokrasi masih dirasa belum berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, hal 

tersebut terkait dengan kompleksitas 

permasalahan dalam upaya mencari 

solusi perbaikan Masih tingginya 

tingkat penyalahgunaan wewenang, 

banyaknya praktek KKN, dan masih 

lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara 

merupakan cerminan dari kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh 

dari harapan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu upaya yang lebih 

komprehensif dan terintegrasi dalam upaya mendorong 

80,00 Indeks 

84,99 Indeks
Survey  Kepuasan Layanan

Masyarakat

Realisasi Target

106,24%

Walikota Denpasar memberikan 

pengarahan dalam rapat kerja 

Pembangunan dengan seluruh 

Perangkat Daerah awal Tahun 

Anggaran 2016 
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peningkatan kinerja birokrasi aparatur negara. Tuntutan untuk 

menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN 

merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat 

Indonesia.  

 Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya adalah sebagai berikut:  

 

 

Grafik 3.8.  
Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kota Denpasar 
 

 

 Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK yang dilakukan pada 

tahun 2016 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota 

Denpasar Tahun 2015 memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). Predikat ini sama dengan tahun 

sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan opini 

WTP dari BPK berupa perbaikan pengelolaan keuangan , 

perbaikan dalam penyajian laporan keuangan dan 

meminimalisasi penyimpangan pelaksanaan yang 

WTP 

70.0 

4.4025 

81.00 

Nilai Belum Keluar 

-

-

88.39 

Opini BPK Terhadap Pengelolaan
Keuangan Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

Nilai Laporan Penyelenggaraan
Pemerintaha Daerah (LPPD)

Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Realisasi Target

109,1%
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bertentangan dengan peraturan yang berlaku.  Penilaian 

kinerja terkait dengan Laporan Keuangan tahun 2016 belum 

dapat dilakukan mengingat hasil penilaian BPK belum 

keluar. 

 Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja di Pemerintah Kota Denpasar yang dilakukan oleh 

Kementerian PANRB, untuk tahun 2015 mendapat “Kategori 

B” dengan nilai 60,98, penilaian ini meningkat dari hasil 

penilaian pada yahun 2014 dimana Kota Denpasar termasuk 

dalam  katagori “CC” dengan nilai 55,55.  

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas terus berupaya 

dilakukan berdasarkan rekomendasi yang diberikan Menpan 

RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akutabilitas 

Aparatur dan Pengawasanhasil evaluasi laporan 

akuntabilitas. 

Penilaian kinerja terkait dengan Laporan Akuntabilitas 

Kinerta tahun 2016 belum dapat dilakukan mengingat 

penilaian Akuntabilitas Kinerja oleh Kementerian PANRB 

masih dalam rangkaian proses penilaian. 

 LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah 

daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan 

oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini 

mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh 

Pemerintah Daerah. Penilaian kinerja terkait capaian LPPD 

belum dapat dilakukan mengingat hasil penilaian LPPD 

Tahun 2016 belum keluar. 

 Kepatuhan terhadap layanan publik capaian kinerjanya 

mencapai 109.1% yang berarti target memperoleh nilai  

sebesar 81.00 dapat direalisasikan dengan perolehan nilai 

88,39. Pencapaian ini dicapai berkat upaya menyediakan 
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pelayanan khusus dan sarana khusus bagi pengguna 

layanan berkebutuhan khusus, melakukan pengukuran 

kepuasan pelanggan secara menerus dan menyediakan 

informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan.  

 

3). Sasaran Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan 

kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar sebagai Kota 

Cerdas. 

 Reformasi birokrasi akan tetap relevan dilaksanakan mengingat 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan terus mengalami 

pergeseran. Cepat, tepat dan transparan menjadi tuntutan yang 

tidak bisa dihindari ketika kita berbicara tentang pekayanan publik. 

Berkaitan dengan hal ini, pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi 

alat yang tepat untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik kepada 

masyarakat 

 Capaian terwujudnya Melanjutkan Reformasi Birokrasi guna 

meningkatkan kepercayaan publik dengan Mewujudkan Denpasar 

sebagai Kota Cerdas adalah sebagai berikut : 

 

Grafik 3.9.  
Capaian terwujudnya Membangun tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya di Kota Denpasar 
 

 Capaian 180% akibat mampunya mengintergrasikan aplikasi 

yang tersebar di OPD guna mewujudkan Pusat Data. 

Aplikasi yang telah terintegrasi dengan pusat data antara 

lain: 

5 Aplikasi 

9 AplikasiJumlah aplikasi pemerintah
yang terintegrasi dalam
mewujudkan pusat data

Realisasi Target

180%
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a. SIM-Perijinan 

b. E-Commerce 

c. SIMPEG 

d. Sistem Informasi PBB 

e. Sistem Informasi Pajak Daerah 

f. Sistem Informasi SSPD BPHTB 

g. Dapodik 

h. Pendataan PAUDNI 

i. Cyberschool Denpasar 

 

4) Sasaran Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law 

Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan 

 Supremasi hukum merupakan ide normatif untuk mencegah atau 

menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dan terjaminnya 

equality before the law. 

 Penegakan supremasi hukum, merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat akan peraturan yang 

telah ditetapkan termasuk peraturan daerah 

 Capaian Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law 

Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan adalah sebagai 

berikut : 

 

Grafik 3.10.  
Capaian Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum (Law 
Enforcement) Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kota Denpasar 

 

3.265 Pelanggaran 

2.089 PelanggaranPenurunan Angka
Pelanggaran Terhadap

Perda

Realisasi Target

156,29%
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  Umumnya pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran 

kependudukan, pedagang kaki lima, kawasan tanpa rokok, 

pemasangan reklame tidak pada tempatnya atau habis 

masa berlakunya dan pelanggaran terhadap ijin bangunan. 

Terjadinya penurunan jumlah pelanggaran menandakan 

Peraturan Daerah telah tersosialisasikan dengan baik dan 

ketaatan masyarakat  dalam mengurus perijinan. Target 

pelanggaran menurun 10 persen dari jumlah pelanggaran 

tahan 2014 yang jumlahnya 3.628 pelanggaran dan mampu 

diturunkan menjadi 2.089 pada tahun 2016 dengan tingkat 

capaian 156.29. 

 

4.  Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Welfare Society) 

yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan 

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial 

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan 

diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan 

kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan 

bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan 

dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial 

secara baik.   

 Untuk mewujudkan tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

(Welfare Society) yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan dalam 

tahun 2016 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut 

a. Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat 

b. Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan 

c. Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan 

d. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan 

e. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan 

f. Meningkatkan  Pariwisata berbasis budaya  
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Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1)  Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat 

 Secara umum meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat 

terlihat dari besaran nilai Indeks Pembangunan Manusia. IPM 

merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia.   

IPM merupakan muara dari capaian pelaksanaan program kegiatan 

yang berkaiatan dengan pendidikan, kesehatan dan sector 

perekonomian. IPM Kota Denpasar tergolong tinggi yaitu 82,24 

yang telah dicapai pada tahun 2014. Untuk meningkatkan nilai ini 

relatif berat karena dampak pelaksanaan program kegiatan secara 

umum kecil kemungkinan pengaruhnya untuk meningkatkan IPM 

ini. Dibutuhkan upaya yang sifatnya inklusif yang langsung menuju 

kelompok yang disasar dalam melaksanakan program kegiatan. 

Memberikan beasiswa, bedah rumah, pendidikan formal dan 

informal, asuransi kesehatan, peningkatan kapasitas ekonomi 

melalui pelatihan, membantu akses permodalan merupakan upaya 

yang telah dilakukan.Penilaian kinerja terkait capaian 

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat belum dapat dilakukan 

mengingat BPS belum mengeluarkan IPM Tahun 2016. 

2).  Sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan dan Perdagangan 

 Struktur perekonomian di walayah perkotaan umumnya ditandai 

dengan berkembangnya sector tersier dan sekunder melebihi 

perkembangan sector primer. Industri pengolahan termasuk dalam 

sector sekunder dan perdaganagn termasuk dalam sector tersier.  

 Pada tahun 2015 Industri pengolahan menyerap tenaga kerja 

48.863 orang atau 10,43%  dan  Perdaganag menyerap 220.739 

orang atau 47,11% dari penduduk Kota Denpasar yang beriusia 

kerja. Capaian sasaran  Berkembangnya Industri Pengolahan dan 

Perdaganganadalah belum dapat diukur mengingat BPS belum 
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mengeluarkan Produk Domestik Brutto Kota Denpasar Tahun 

2016. 

3). Sasaran Berkembangnya Sektor Pertanian dan Ketersediaan 

Pangan 

Pertanian di Kota Denpasar memiliki arti penting karena berkaitan 

dengan kegiatan ekonomi, budaya dan lingkungan walaupun 

rendahnya luas lahan pertanian dan tingkat kepemilikan lahan 

pertanian di Kota Denpasar. Capaian sasaran Berkembangnya 

Sektor Pertanian dan Ketersediaan Pangan adalah sebagai berikut 

: 

 

Grafik 3.11.  
Capaian sasaran Berkembangnya Sektor Pertanian dan 

Ketersediaan Pangan di Kota Denpasar 
 

 Rata rata terjadi pengurangan lahan pertanian seluas 31 Ha 

dalam lima tahun terakhir. Upaya untuk meningkatkan 

produksi terkendala karena faktor ini. Hal yang masih 

memungkinkan dilakukan adalah mengejar kenaikan 

produktivitas khususnya komoditi Padi. Produktivitas padi 

66,55 Ton

1.422,20 Ton

33,98 Kg/Kpt/Thn

198,86 Ton

16,77 Kg/Kpt/Thn

66,51 Ton

1.561,60 Ton

34,10 Kg/Kpt/Thn

217,50 Ton

15,00 Kg/Kpt/Thn

Produktivitas Padi

Produk Olahan Hasil Perikanan

Konsumsi Ikan

Produk Olahan Hasil
Peternakan

Konsumsi Protein Hewani

Realisasi Target

109,37%

99,94%

109,80%

100,35%

91,00%
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pada tahun 2016 ditargetkan 66,55 ton/ha dan hanya 

mampu direalisasikan 66,51 ton/ha dengan capaian 99,94% 

 Produk Olahan Hasil Perikanan ditargetkan 1.422.20 ton dan 

mampu direalisasikan 1.561.60 ton dengan capaian kinerja 

109.80%. Tercapainya produk olahan ini disebabkan karena 

pembinaan secara menerus dilakukan untuk meningikatkan 

kapasitas kelompok usaha kecil industri pengolahan hasil 

tangkapan 

   Angka konsumsi ikan merupakan tingkat konsumsi 

masyarakat  terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam 

satuan kg/kap/tahun. Capaian kinerja guna meningkatkan 

konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2016 mencapai 

100.35%. Peningkatan konsumsi ikan ini disebabkan oleh 

ketersediaan ikan sebagai hasil produksi baik tangkapan 

maupun budidaya dari kota Denpasar maupun dari daerah 

lain  

 Produk Olahan Hasil Peternakan ditargetkan 198.86 ton dan 

mamapu direalisasikan 217.5 ton dengan capaian kinerja 

109.37%. Tercapainya produk olahan ini disebabkan karena 

secara menerus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan 

kapasitas kelompok usaha kecil industri peternakan 

 Angka konsumsi Protein Hewani merupakan tingkat 

konsumsi masyarakat  terhadap komoditas Peternakan yang 

dikonversi dalam satuan kg/kap/tahun. Capaian kinerja guna 

meningkatkan konsumsi Protein Hewani masyarakat pada 

tahun 2016 mencapai 91%, yang berarti target 16.77 

kg/kpt/th tidak terpenuhi dan hanya mampu direalisasikan 16 

kg/kpt/th. Tidak tercapainya target konsumsi protein hewani 

ini disebabkan adanya alternatif untuk pemenuhan protein ini 

dari produk perikanan 

 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kota Denpasar 2016 

-113  

4).  Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Kesehatan 

Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan 

untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat. Tanggung jawab untuk 

merwujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal tidak 

semata mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi tanggung 

jawab bersama seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta.  

Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

Kesehatan adalah sebagai berikut : 

 

Grafik 3.12.  
Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

Kesehatan di Kota Denpasar 
 

 Angka Harapan Hidup adalah rata-rata kesempatan atau waktu 

hidup yang tersisa. Angka harapan hidup dapat diartikan pula 

dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih 

hidup sampai umur tertentu. Muara keberhasilan 

pembangunan kesehatan tercermin dari usia harapan hidup ini. 

Tahun 2016, angka harapan hidup ditargetkan 74,05 tahun dan 

realisasi maupun pencapaiannya belum dapat ditampilkan 

karena BPS belum merilis data ini. 

74,05 Tahun

15 Or/1.000 KH

100 Or/100.000 KH

215 Or/100.000 
orang

-

1 Or/1.000 KH

48 Or/100.000 KH

317 Or/100.000 
orang

Angka Usia Harapan Hidup

Menurunnya Angka Kematian
Bayi

Menurunnya Angka Kematian
Ibu Melahirkan

Menurunnya Angka Kesakitan
DBD

Realisasi Target

1500%

208%

68%

http://id.wikipedia.org/wiki/Derajat
http://id.wikipedia.org/wiki/Optimal
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
http://id.wikipedia.org/wiki/Swasta
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 Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk 

mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu 

masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif 

terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal 

dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si 

bayi. Tahun 2016 kematian bayi dapat ditekan hingga hanya 1 

orang per 1000 kelahiran hidup dari target 15 orang per 

kelahiran hidup dengan capaian kinerja 1.500%. Kemajuan 

yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan 

berbagai penyakit penyebab kematian menyebabkan 

menurunnya tingkat Anga Kematian Bayi ini.  

 Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator 

untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Kematian ibu 

melahirkan secara umum disebabkan dua hal yaitu infeksi dan 

pendarahan. Untuk kasus infeksi, dapat ditekan karena 

sebagian besar kelahiran dilakukan di pusat layanan 

kesehatan, seperti pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), 

rumah sakit, dan klinik kesehatan. Sedangkan kasus 

pendarahan saat melahirkan berkaitan dengan empat hal 

utama, yakni melahirkan ketika usia muda, melahirkan ketika 

usia tua, melahirkan terlalu sering, dan jarak waktu melahirkan 

bayinya terlalu dekat atau rapat. Pada tahun 2016 ditargetkan 

kematian ibu melahikan sejumlah 100 orang per 100.000 

kelahiran hidup dapat diturunkan realisasinya menjadi 48 orang 

per 100.000 kelahiran hidup dengan capaian 208%. 

Keberhasilan capaian ini menunjukan program kegiatan yang 

berkaiatan dengan kesehatan dan keluarga berencana telah 

dilakukan dengan baik.  

 Angka Kesakitan DBD sangat ditentukan oleh karakteristik & 

jenis nyamuk penularnya serta agent penyebabnya (virus, 

parasit, cacing filaria atau mikroorganisme lain). Namun secara 
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umum peran serta masyarakat dalam mencegah dan 

mengendalikan penyebaran & penularan penyakit-penyakit 

yang ditularkan nyamuk merupakan  faktor yag paling penting. 

Untuk itu diharapkan kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan 

masyarakat dalam mendukung program pemerintah untuk 

pengendalian penyakit-penyakit tersebut antara lain dengan 

cara meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 

menjaga sanitasi lingkungan dgn optimal, menggiatkan dan 

merutinkan kegiatan PSN 3M plus di masing-masing rumah 

tangga dan sebagainya. Pada tahun 2016 ditargetkan 

kesakitan DBD sebanyak 215 orang per 100.000 orang dan 

target ini tidak mampu dicapai akibat angka kesakitan DBD 

tahun 2016 mencapai 317 per 100.000 orang dengan tingkat 

capaian kinerja 68%. Perlu upaya bersama untuk tetap 

meningkatkan prilaku hidup bersih di masyarakat agar angka 

kesakitan DBD dapat ditekan. 

 
5).  Sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan 

Pendidikan menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan. 

Keberadaan SDM yang handal, akan menghasilkan 

pembangunan yang berkualitas pula. 

Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

Pendidikan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 
Capaian sasaran Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas 

Pendidikan di Kota Denpasar 

No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 

1 Persentase 

penduduk 

usia>15 

tahun melek 

huruf 

 
 

% 95.12 97.96 102.99 

2 Angka 

Partisipasi 

Kasar SD/MI 

 
% 105 100.69 95.90 

3 Angka 

Partisipasi 

Kasar 

SMP/MTs 

 
 

% 105 107.50 102.38 

4 Angka 

Partisipasi 

Kasar 

SMA/SMK/MA 

 
 

% 105 104.84 99.85 

5 Angka 

Partisipasi 

Murni SD/MI 

 

 
% 

91.82 89.43 97.40 

6 Angka 

Partisipasi 

Murni 

SMP/MTs 

 

 
 

% 79.83 79.97 100.18 

7 Angka 

Partisipasi 

Murni 

SMA/SMK/MA 
 

 
 

% 71.01 73.94 104.13 

8 Angka 

Partisipasi 

Sekolah Usia 

7-12 Tahun 

 
% 

103.13 90.87 88.11 

9 Angka 
Partisipasi 

 
 

% 
110.22 81.97 74.37 
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No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 

Sekolah Usia 
13-15 Tahun 
 

10 Angka 
Partisipasi 
Sekolah Usia 
16-18 Tahun 
 

 
% 

70.20 74.05 105.48 

11 Tingkat 
Kelulusan 
Siswa SD/MI 

 
% 100.00 99.73 99.73 

12 Tingkat 
Kelulusan 
Siswa 
SMP/MTs 

 
% 

100.00 100.00 100.00 

13 Tingkat 
Kelulusan 
SMA/SMK/MA 

 
% 100.00 100.00 100.00 

 

 Melek huruf diukur dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke 

atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat 

sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya 

(seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun 

ke atas. Melak huruf tahun 2016 ditargetkan 95.12% dan 

direalisasikan sebesar 97.96% dengan capaian kinerja sebesar 

102.99%. Pencapaian kinerja ini menunjukkan adanya sebuah 

sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program 

keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk 

untuk memperoleh kemampuan penggunakan kata-kata tertulis 

dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran 

 Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai 

perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan 

tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk 

kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam 
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persentase. APK sebagai indikator  untuk mengetahui 

seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat 

memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan 

tertentu. APK di Kota Denpasar di targetkan 105%, dengan 

asumsi bila seluruh murid menempuh pendidikan sesuai 

jenjangnya maka Kota Denpasar memberikan 5% kesempatan 

kepada penduduk diluar Kota Denpasar untuk menempuh 

pendidikan di Kota Denpasar. Capaian kinerja APK SD/MI 

sebesar 95.90%, APK SMP/MTs sebesar 97.67% dan APK 

SMA/SMK/MTs sebesar 99.85%.  

 Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang 

bersekolah tepat waktu atau  menunjukkan seberapa banyak 

penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan 

fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. APM 

SD/MI  ditargetkan sebesar 91.82%, APM SMP/MTs 

ditargetkan sebesar 79,83% dan APM SMA/SMK/MA 

ditargetkan 71.01% terealisasi masing masing; SD/MI 89.43%, 

SMP/MTs 79.97%, SMA/SMK/MA 73.94%, dengan capaian 

kinerja masing masing sebagai berikut; SD/MI 97.40%, 

SMP/MTs 100.18%, SMA/SMK/MA 104.13%. 

Arti angka capaian APM tersebut adalah:  

o APM SD/MI 89.43% berarti terdapat 89.43% penduduk 

yang berusia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. 

o APM SMP/MTs 79,97% berarti terdapat 79,97% 

penduduk yang berusia 13-15 tahun bersekolah di 

SMP/MTs. 

o AMP SMA/SMK/MA 73.94% berarti terdapat 73.94% 

penduduk yang berusia 16-18 tahun bersekolah di 

SMA/SMK/MA. 

 APS (Angka Partisipasi Sekolah): Ukuran daya serap lembaga 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah sebagai indikator 
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dasar untuk mengukur akses penduduk terhadap fasilitas 

pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS Tahun 

2016 di targetkan masing masing; Usia 7-12 tahun sebesar 

103.13% , usia 13-15 tahun sebesar 110.22% , usia 16-18 

tahun sebesar 70.20% dengan capai masing masing; Usia 7-

12 tahun sebesar 90.87% , usia 13-15 tahun sebesar 81.97%, 

usia 16-18 tahun sebesar 74.05%. Capaian APS ini 

mengandung arti: 

o APS Usia 7-12 tahun sebesar 90.87% menandakan 

masih ada 9,13% penduduk yang tidak bersekolah di 

SD/MI 

o APS usia 13-15 tahun sebesar 81.97% menandakan 

masih ada 18,03% penduduk yang tidak bersekolah di 

SMP/MTs  

o APS usia 16-18 tahun sebesar 74.05% menandakan 

masih ada 25,95% penduduk yang tidak bersekolah di 

SMA/SMK/MA  

Bila dilihat capaian kinerjanay masingmasing berkinerja 

sebesar; APS usia 7-12 tahun 88.11%, APS usia 13-15 tahun 

74.37%, APS usia 16-18 tahun 105.48% 

 

6).  Sasaran Meningkatkan  Pariwisata berbasis budaya  

Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata 

merupakan jenis pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik 

dari seni budaya suatu daerah. Pariwisata budaya pada intinya 

merupakan jenis pariwisata yang menawarkan kebudayaan  yang 

berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret 

maupun intangibel atau abstrak, juga yang bersifat living culture 

(budaya yang masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan 

budaya masa lalu), sebagai daya tarik utama untuk menarik 

kunjungan wisatawan. 
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Dalam living culture, unsur-unsur yang bisa dijadikan sebagai 

daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa tertentu, upacara 

dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. 

Sedangkan dalam cultural heritage, daya tarik yang ditawarkan 

dapat berupa benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, 

lansekap budaya, dan sebagainya.  

Spend of money memiliki arti penting ketika kita membicarakan 

seberapa besar “trickle down effect” sektor pariwisata memberi 

dampak secara ekonomi kepada masyarakat. Besaran dana yang 

dibelanjakan oleh wisatawan selama tinggal di Kota Denpasar 

diharapkan meningkat setiap tahunnya. Capaian sasaran 

Meningkatkan Meningkatkan  Pariwisata berbasis budaya adalah 

sebagai berikut : 

 

Grafik 3.13.  
Capaian sasaran Meningkatkan Meningkatkan  Pariwisata 

berbasis budaya di Kota Denpasar 
 

 

 Keberhasilan pengembangan pariwisata dilihat dari kedatangan 

jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Wiasatawan 

yang datang ke Kota Denpasar pada tahun 2016 berjumlah 

522.679 Orang

3,25 Hari

-

625.431 Orang

-

-

Meningkatnya Jumlah
Kunjungan Wisatawan

Meningkatnya Lama Tinggal
Wisatawan

Meningkatnya “Spend of 
Money”

Realisasi Target

119,66
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625.431 orang melebihi target yang telah dicanangkan sebesar 

522.679 orang, sehingga capaian kinerjanya sebesar 119.66%. 

Keberhasilan mendatangkan wisatawan ditengah lesunya 

perekonomian global ini, tidak lepas dari promosi yang 

dilakukan, baik promosi oleh pemerintah maupun masyarakat 

dan pelaku usaha pariwisata.  

 Lama tinggal wisatawan di Bali ada kecenderungan mengalami 

penurunan, perlu lebih dicermati lagi penyebabnya untuk dapat 

dicarikan jalan keluarnya sehingga tahun mendatang lama 

tinggal dapat ditingkatkan lagi. Sedangkan Lama Tinggal 

wistawan di Kota Denpasar untuk tahun 2016 belum dapat 

ditampilkan mengingat BPS belum melaukan rulis data. 

 Capaian indicator “Spend of money” juga belum dapat 

ditampilkan, mengingat survey baru akan dilaksanakan pada 

triwulan tahun ini. 

 
6. Tujuan Menguatnya keseimbangan pembangunan pada berbagai 

dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana yaitu 

keseimbangan hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia 

dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang 

Hyang Widi Wasa. Tri Hita Karana merupakan sebuah konsep untuk 

menghasilkan keharmonisan yang sempurna, konsep yang lahir dari 

ajaran-ajaran agama Hindu  berhubungan dengan bagaimana 

hubungan manusia dengan apa yang ada disekitarnya dan yang 

menciptakannya. Untuk mewujudkan tujuan Menguatnya 

keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya 

berdasarkan Tri Hita Karana yaitu keseimbangan hubungan manusia 

dengan alam, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan 

manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam tahun 

2016 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut 
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a.  Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali. 

b.  Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan mengutamakan lebih 

melibatkan peran masyarakat 

c.  Meningkatkan Kerukunan Beragama 

Capaian masing masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Sasaran Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali  

kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin 

lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi 

kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan 

kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal 

Aspek penataan ruang yang berkaitan dengan lingkungan adalah 

Ruang terbuka hijau yang memilik pengertian sebagai area 

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya 

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.  

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR 

Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, 

dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:   

a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;  

b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam 

retensi;  

c. area pengembangan keanekaragaman hayati;  

d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan 

perkotaan;  

e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;  

f. tempat pemakaman umum;  

g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;  

h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;  

i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan 
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kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;  

j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan  

k. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan 

peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama 

RTH tersebut. 

Mengingat pentingnya arti RTH bagi keberlanjutan, maka 

keberadaan RTH berupaya dipertahankan sesuai dengan amanat 

dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar. Capaian 

Sasaran Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali adalah 

sebagai berikut : 

 

Grafik 3.14.  
Capaian Sasaran Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali 

di Kota Denpasar 
 

 Pemanfaatan RTH  sebagai tempat rekreasi warga melalui 

taman taman tematik yang dibangun oleh Pemerintah Kota 

Denpasar. Indek kepuasan warga terhadap taman taman 

tersebut belum dapat disajikan mengingat survey tentang 

kepuasan ini baru direncanakan. Sedangkan upaya untuk 

mempertahankan RTH 30% secara massif terus dilakukan 

30%

-

30%

-

Proporsi Ruang Terbuka Hijau
per satuan luas wilayah

Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Taman Kota

Realisasi Target

100%
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melalui kegiatan monitoring dan juga  melibatkan masyarakat  

dengan memberi akses yang luas melalui aplikasi online Pro 

Denpasar untuk mengadukan pelanggaran tataruang yang 

terjadi.  

 

2). Sasaran Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan 

mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat  

Degradasi lingkungan dapat diartikan sebagai penurunan kualitas 

lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang 

dicirikan oleh tidak berfungsinya secara baik komponen komponen 

lingkungan sebagaimana mestinya. Degradasi lingkungan pada 

dasarnya disebabkan oleh adanya intervensi atau campur tangan 

manusia yang berlebihan terhadap keberadaan lingkungan secara 

alamiah.  

Capaian Sasaran Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan 

mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat adalah sebagai 

berikut : 
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Grafik 3.15.  
Capaian Sasaran Mengurangi Degradasi Lingkungan dengan 

mengutamakan lebih melibatkan peran masyarakat di 
 Kota Denpasar 

 

 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tidak akan bisa menampung 

sampah yang terus menerus dihasilkan masyarakat jika 

masyarakat tidak mulai bertindak untuk mengurangi sampah 

yang dihasilkan. Untuk itulah penanganan masalah sampah 

harus dimulai dari sumbernya. Bank sampah adalah suatu 

sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang 

mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. 

Sistem ini akan menampung memilah, dan menyalurkan 

sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat 

mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Bank 

sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian 

masyarakat agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi, 

bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus 

diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung 

yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan 

lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Capaian akuntabilitas 

kinerja untuk meningkatkan jumlah bank sampah adalah 

sebesar 113%, mengingat target berdirinya bank sampah baru 

10% dari semula di tahun 2015 sejumlah 62 unit dan dapat 

terlampaui menjadi 69 unit pada tahun 2016. Hal ini 

menandakan kesadaran masyarakat akan pengelolaan 

sampah telah  meningkat, sehingga kedepan diharapkan 

jumlah sampah yang dibawa ke TPA dapat dikurangi 

 Untuk pengujian kualitas ambien di kota denpasar tahun 2016 

dilakukan pengambilan sample di 18 lokasi pengukuran yang 

mewakili daerah kawasan pariwisata, kawasan 
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pemukiman/padat penduduk, kawasan padat lalu lintas dan 

kawasan fasilitas umum. 

 Secara menyeluruh ditinjau dari semua parameter yang 

dipantau, kualitas udara di kota denpasar cukup baik  karena 

semua parameter SO2, NO2,CO,O3,HC,Pb,PM10,PM2,5, dan 

TSP masih dibawah nilai ambang batas pencemaran yaitu 

sesuai pergub provinsi bali No 16 Tahun 2016 tentang baku 

mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan 

lingkungan hidup 

 Pemantaun kualitas air sunga ditetapkan 11 sample air sungai 

dan dari pemantauan air sungai dapat dikatakan telah 

mengalami penuruan kualitas air tetapi masih dalam ambang 

batas pencemaran. Pemantauan sejenis juga dilakukan  di 10 

titik sample air laut, dengan hasil masih dalam kreteria ambang 

batas.   

 Adiwiyata adalah penghargaan yang diberikan kepada sekolah-

sekolah yang telah berhasil melestarikan lingkungan hidup 

yang melibatkan setiap warga sekolah. Tujuan program 

adiwiyata adalah agar sekolah menjadi tempat pembelajaran 

yang sehat dan nyaman, sehingga mendukung kegiatan belajar 

di sekolah serta membangun rasa sadar dan peduli terhadap 

kelestarian lingkungan hidup. Tahun 2016 Kota Denpasar 

memperoleh 1 trophy adiwata mandiri dari 2 sekolah yang 

ditargetkan untuk memperoleh tropy tersebut. Disamping itu 

juga 3 sekolah mampu meraih trophy adiwiyata nasional  dari 5 

sekolah yang diajukan untuk meraihnya. 

 Adipura adalah merupakan program tahunan kementrian 

lingkungan hidup untuk mengevaluasi kondisi lingkungan di 

seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang bertujuan untuk 

mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam 
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melaksanakan kepemerintahan yang baik di bidang hidup. Dari 

hasil penilaian untuk perolehan tropy adipura, tahun 2016 kota 

denpasar memperoleh penghargaan adipura kirana dari 

kementrian  negara lingkungan hidup. 

3). Sasaran Meningkatkan Kerukunan Beragama 

 Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika 

semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi 

hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban 

agamanya, dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai 

kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun 

dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak 

mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli 

atas hak keberagaman dan perasaan orang lain.  

Kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional 

adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari 

waktu ke waktu. Capaian Sasaran Meningkatkan Kerukunan 

Beragama adalah sebagai berikut : 

 

Grafik 3.16.  
Capaian Sasaran Meningkatkan Kerukunan Beragama di 

Kota Denpasar 
 

Konflik karena faktor agama di Kota Denpasar dapat dikatakan 

tidak terjadi, mengingat karakter masyarakat kota denpasar yang 

sebagian besar beragama hindu cenderung adaptif dengan 
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0 Kejadian
Jumlah Konflik Agama
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lingkungannya disamping peran FKUB dalam meningkatkan 

silaturahmi antar umat beragama.  

 

B. Akuntabilitas Keuangan 

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target 

kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Denpasar dianggarkan melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar dengan 

total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 

960.663.429.437,99 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 

820.870.580.647,75 atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,45%. 

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kota Denpasar 

Tahun Anggaran 2016, komposisi belanja APBD Kota Denpasar, sebagai 

berikut :  

Tabel 3.3 

Komposisi Belanja Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2016  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK-RI)  

 

No URAIAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

ANGGARAN 
BELANJA  

REALISASI ANGGARAN 

Rp Rp % 

1 2 3 5 6 

1 Belanja Tidak Langsung 1.087.829.312.089,28  1.029.213.190.220,06   55,63  

2 Belanja Langsung  960.663.429.437,99   820.870.580.647,75   44,37  

 Jumlah 2.048.492.741.527,27 1.850.083.770.867,81 90,31 

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar, 2016 

 

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan 

kontribusi sebesar 55,63% dari realisasi belanja Kota Denpasar di tahun 

2016 dan sisanya sebesar 44,37% disumbangkan oleh belanja langsung. 

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target  

sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kota Denpasar yang diperjanjikan 

pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 781.963.521.759,99 atau 12,74% 

lebih tinggi dari rencana anggaran tahun 2016 yang mencapai Rp. 
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693.568.527.805,99.   Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja 

sasaran strategis pemerintah Kota Denpasar tahun 2016 adalah sebesar 

Rp. 601.053.485.267,19 atau 86,66%,  dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 3.4 
Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Denpasar 

Per Sasaran Strategis Tahun 2016 
 

No SASARAN STRATEGIS RENCANA REALISASI % 

1 2 3 4 5 

1 Menguatnya keberadaan 
lembaga-lembaga 
tradisional 

        27.418.408.765,00  26.126.055.436,00  95,29  

2 Memberdayakan lembaga 
keamanan tradisional, 
seperti Pecalang dan 
Jaga Bhaya dalam rangka 
menjaga ketenteraman 
dan ketertiban 
masyarakat. 

         2.510.867.100,00         2.231.738.890,00  88,88 

3 Meningkatnya pelestarian 
dan pengembangan 
budaya 

       11.942.733.360,00       11.217.894.904,00  93,93 

4 Mengentaskan 
Kemiskinan dan 
Pengangguran 

         6.423.379.500,00        5.976.785.200,00   93,05  

5 Meningkatnya 
Perkembangan Ekonomi 
Riil 

         5.694.460.880,00        5.215.802.815,00  91,59 

6 Meningkatnya 
pengarusutamaan gender 
dan Perlindungan Anak 

          7.631.449.250,00        7.106.338.852,00  93,12 

7 Mengurangi Permukiman 
Kumuh Perkotaan 

       41.555.236.700,00      38.855.531.850,00  93,50 

8 Meningkatnya 
Infrastruktur      152.430.490.259,00    137.555.121.995,00  90,24 

9 Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 
berlandaskan Sewaka 
Dharma 
 

             538.755.000,00           490.025.953,00     90,96  

10 Membangun tata kelola 
pemerintahan yang 
bersih, efektif, demokratis, 
dan terpercaya 

58.947.390.195,00  45.104.086.943,00  76,52  

11 Melanjutkan Reformasi 
Birokrasi guna 
meningkatkan 
kepercayaan publik 
dengan Mewujudkan 
Denpasar sebagai Kota 
Cerdas. 

21.293.988.027,00  17.097.987.125,00  80,29  

12 Mewujudkan Penegakan 
Supremasi Hukum (Law 

863.461.580,00  780.191.980,00  90,36  
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No SASARAN STRATEGIS RENCANA REALISASI % 

1 2 3 4 5 

Enforcement) Dalam Tata 
Kelola Pemerintahan 

13 Meningkatkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

21.018.947.895,00  18.393.565.210,00  87,51  

14 Berkembangnya Industri 
Pengolahan dan 
Perdagangan 

10.438.257.570,00  9.152.266.239,00  87,68  

15 Berkembangnya Sektor 
Pertanian dan 
Ketersediaan Pangan 

6.602.549.950,00  5.893.909.711,00  89,27  

16 Meningkatkan 
aksesibilitas dan kualitas 
Kesehatan 

152.117.593.144,99  131.778.812.998,19  86,63  

17 Meningkatkan 
aksesibilitas dan kualitas 
Pendidikan 

77.812.140.170,00  61.772.662.177,00  79,39  

18 Meningkatkan  Pariwisata 
berbasis budaya 

7.313.658.050,00  5.800.083.530,00  79,30  

19 Menata ruang kota yang 
nyaman dan terkendali. 

28.836.786.440,00  25.526.150.695,00  88,52  

20 Mengurangi Degradasi 
Lingkungan dengan 
melibatkan peran serta 
masyarakat 

49.202.941.220,00  42.080.337.214,00  85,52  

21 Meningkatkan Kerukunan 
Beragama 

2.975.032.750,00  2.898.135.550,00  97,42  

 Jumlah 693.568.527.805,99 601.053.485.267,19 86,66 

 
Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan 

dimanfaatkan pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Pemerintah 

Kota Denpasar pada tahun 2016.  

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja 

Sasaran Strategis Pemerintah Kota Denpasar, dapat diketahui dari capaian 

kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2015 

sebagaimana tabel berikut :   
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Tabel 3.5 

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Pemerintah  
Kota Denpasar  

 

No Sasaran 
Jumlah 
Indikatr 

Persentase 
Rata-rata 
Capaian 
Kinerja 

Sasaran 

Anggaran 

Realisasi % 

1 2  3 4 5 

A MISI 1     

1 

Menguatnya 
keberadaan lembaga-
lembaga tradisional 

3 96,45 26.126.055.436,00  95,29  

2 

Memberdayakan 
lembaga keamanan 
tradisional, seperti 
Pecalang dan Jaga 
Bhaya dalam rangka 
menjaga ketenteraman 
dan ketertiban 
masyarakat. 

1 45,00        2.231.738.890,00  88,88 

3 

Meningkatnya 
pelestarian dan 
pengembangan 
budaya 

3 109      11.217.894.904,00  93,93 

B MISI 2     

4 

Mengentaskan 
Kemiskinan dan 
Pengangguran 3 n/a       5.976.785.200,00   93,05  

5 

Meningkatnya 
Perkembangan 
Ekonomi Riil 3 102,00       5.215.802.815,00  91,59 

6 

Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender dan 
Perlindungan Anak 

2 n/a       7.106.338.852,00  93,12 

7 

Mengurangi 
Permukiman Kumuh 
Perkotaan 

1 n/a     38.855.531.850,00  93,50 

8 

Meningkatnya 
Infrastruktur 6 109,26   137.555.121.995,00  90,24 

C MISI 3     
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No Sasaran 
Jumlah 
Indikatr 

Persentase 
Rata-rata 
Capaian 
Kinerja 

Sasaran 

Anggaran 

Realisasi % 

1 2  3 4 5 

9 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 
berlandaskan Sewaka 
Dharma 

1 106,24          490.025.953,00     90,96  

10 

Membangun tata 
kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif, 
demokratis, dan 
terpercaya 

5 109,12 45.104.086.943,00  76,52  

11 

Melanjutkan Reformasi 
Birokrasi guna 
meningkatkan 
kepercayaan publik 
dengan Mewujudkan 
Denpasar sebagai 
Kota Cerdas. 

1 180,00 17.097.987.125,00  80,29  

12 

Mewujudkan 
Penegakan Supremasi 
Hukum (Law 
Enforcement) Dalam 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

1 156,29 780.191.980,00  90,36  

D MISI 4     

13 

Meningkatkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

1 n/a 18.393.565.210,00  87,51  

14 

Berkembangnya 
Industri Pengolahan 
dan Perdagangan 

2 n/a 9.152.266.239,00  87,68  

15 

Berkembangnya 
Sektor Pertanian dan 
Ketersediaan Pangan 

5 102,09 5.893.909.711,00  89,27  

16 

Meningkatkan 
aksesibilitas dan 
kualitas Kesehatan 

4 592,00 131.778.812.998,19  86,63  

17 

Meningkatkan 
aksesibilitas dan 
kualitas Pendidikan 

13 97,37 61.772.662.177,00  79,39  

18 

Meningkatkan  
Pariwisata berbasis 
budaya 
 
 

2 n/a 5.800.083.530,00  79,30  
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No Sasaran 
Jumlah 
Indikatr 

Persentase 
Rata-rata 
Capaian 
Kinerja 

Sasaran 

Anggaran 

Realisasi % 

1 2  3 4 5 

E MISI 5     

19 
Menata ruang kota 
yang nyaman dan 
terkendali. 

2 n/a 25.526.150.695,00  88,52  

20 

Mengurangi Degradasi 
Lingkungan dengan 
melibatkan peran serta 
masyarakat 

4 77,50 42.080.337.214,00  85,52  

21 
Meningkatkan 
Kerukunan Beragama 

1 n/a 2.898.135.550,00  97,42  

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran 

pada tahun 2016 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja 

sasaran Pemerintah Kota Denpasar.  

 

C. Analisa Efisiensi 

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi 

anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih 

dari 100%. Terlihat  mayoritas dari 21 sasaran menunjukan pencapaian 

sama atau lebih dari 100.00%  yaitu sebanyak 13 sasaran strategis. 

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai  dengan sumber daya yang 

efisien menunjukan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang 

tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan 

prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah  pengelolaan 

sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan  sasaran 

pembangunan  
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Tabel 3.6 

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  

No Sasaran 
Jumlah 

Indikator 

Persentase 
Rata-rata 

Capaian Kinerja 
Sasaran 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran  

Tingkat 
Efisiensi 

1 2  3 4 5 

A MISI 1     

1 
Menguatnya keberadaan 
lembaga-lembaga 
tradisional 

3 96,45 95,29  1,15 

2 

Memberdayakan lembaga 
keamanan tradisional, 
seperti Pecalang dan Jaga 
Bhaya dalam rangka 
menjaga ketenteraman 
dan ketertiban 
masyarakat. 

1 45,00 88,88 -43,88 

3 
Meningkatnya pelestarian 
dan pengembangan 
budaya 

3 109 93,93 14,57 

B MISI 2     

4 
Mengentaskan Kemiskinan 
dan Pengangguran 

3 n/a  93,05  - 

5 
Meningkatnya 
Perkembangan Ekonomi 
Riil 

3 102,00 91,59 10.79 

6 
Meningkatnya 
pengarusutamaan gender 
dan Perlindungan Anak 

2 n/a 93,12 - 

7 
Mengurangi Permukiman 
Kumuh Perkotaan 

1 n/a 93,50 - 

8 Meningkatnya Infrastruktur 6 109,26 90,24 19.02 

C MISI 3     

9 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 
berlandaskan Sewaka 
Dharma 

1 106,24    90,96  15.28 

10 

Membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, 
efektif, demokratis, dan 
terpercaya 

5 109,12 76,52  32.60 

11 

Melanjutkan Reformasi 
Birokrasi guna 
meningkatkan 
kepercayaan publik 
dengan Mewujudkan 

1 180,00 80,29  99.71 
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No Sasaran 
Jumlah 

Indikator 

Persentase 
Rata-rata 

Capaian Kinerja 
Sasaran 

Persentase 
Realisasi 
Anggaran  

Tingkat 
Efisiensi 

1 2  3 4 5 

Denpasar sebagai Kota 
Cerdas. 

12 

Mewujudkan Penegakan 
Supremasi Hukum (Law 
Enforcement) Dalam Tata 
Kelola Pemerintahan 

1 156,29 90,36  65.93 

D MISI 4     

13 
Meningkatkatnya 
Kesejahteraan Masyarakat 

1 n/a 87,51  - 

14 
Berkembangnya Industri 
Pengolahan dan 
Perdagangan 

2 n/a 87,68  - 

15 
Berkembangnya Sektor 
Pertanian dan 
Ketersediaan Pangan 

5 102,09 89,27  12.82 

16 
Meningkatkan aksesibilitas 
dan kualitas Kesehatan 

4 592,00 86,63  505.42 

17 
Meningkatkan aksesibilitas 
dan kualitas Pendidikan 

13 97,37 79,39  17.98 

18 
Meningkatkan  Pariwisata 
berbasis budaya 

2 n/a 79,30  - 

E MISI 5     

19 
Menata ruang kota yang 
nyaman dan terkendali. 

2 n/a 88,52  - 

20 

Mengurangi Degradasi 
Lingkungan dengan 
melibatkan peran serta 
masyarakat 

4 77,50 85,52  -8.20 

21 
Meningkatkan Kerukunan 
Beragama 

1 n/a 97,42  - 

Sumber : Bappeda Kota Denpasar, 2016 
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BAB IV  
PENUTUP 

 

 
Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016 ini merupakan pertanggung 

jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Governance) Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2016. Pembuatan LAKIP 

ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP).  

Sebagai  upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.  LAKIP Pemerintah Kota 

Denpasar Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Kota 

Denpasar dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, juga 

dilaporkan hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan 

keberhasilan dan  kegagalan.    

Hasil pengukuran pada 62 Indikator Kinerja Utama Kota Denpasar 

yang telah ditetapkan pada tahun 2016, sebagai berikut :     

 19 indikator atau 30,65% melebihi target dengan kategori sangat baik,  

 22 indikator atau 35,48% sesuai target dengan kategori baik,   

 4 Indikator atau 6,45% tidak mencapai target dengan rincian :  

 2  indikator atau 3,23% tidak mencapai target dengan kategori 

cukup,   

 2 indikator atau 3,23% tidak mencapai target dengan kategori 

kurang  

 17 indikator atau 27,42% indikator tidak tersedia data.    

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Denpasar menetapkan sebanyak 21 

(dua puluh satu) sasaran dengan 21 (duapuluh satu) indikator kinerja 

sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja 

Tahun 2016 yang ingin dicapai.  
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Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran (100%) telah dapat 

direalisasikan dengan  Sangat Baik dengan rata-rata capaian kinerja 

sasaran di atas 90%, sesuai target dan atau melebihi target. Secara rinci 

pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :   

1.   Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai  96,45%, tidak mencapai 

target dengan interpretasi Baik  

2.  Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 45,00%, tidak mencapai 

target dengan interpretasi Kurang.  

3.  Sasaran 3 terdiri dari 3 indikator dengan nilai  105,67%, melebihi target 

dengan interpretasi Sangat Baik  

4. Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator tidak tersedia data mengingat 

penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis. 

5.  Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 128,17%. Melebihi target 

dengan interpretasi Sangat Baik. 

6.  Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator  tidak tersedia data mengingat 

penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis. 

7. Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator, namun pada tahun 2016 

pelaksanaannya baru pada tahap perencanaan sehingga belum dapat 

dihitung. 

8.  Sasaran 8 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 73,44%, mencapai target 

dengan interpretasi Cukup 

9.  Sasaran 9 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 106,24%, melebihi target 

dengan interpretasi Sangat Baik. 

10. Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 109,12%, melebihi target 

dengan interpretasi Sangat Baik. 

11. Sasaran 11 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 180,00%, melebihi target 

dengan interpretasi Sangat Baik. 
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12. Sasaran 12 terdiri dari 1 indikator dengan nilau 156,29%, melebih target 

dengan interpretasi Sangat Baik. 

13. Sasaran 13 terdiri dari 1 indikator, tidak tersedia data mengingat 

penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis. 

14. Sasaran 14 terdiri dari 2 indikator, tidak tersedia data mengingat 

penilaiannya berdasarkan perhitungan BPS, pada saat ini belum dirilis. 

15. Sasaran 15 terdiri dari 5 indikator, dengan nilai 102,09%, melebihi 

target dengan interpretasi Sangat Baik. 

16. Sasaran 16 terdiri dari 4 indikator, dengan nilai 592,05%, melebihi 

target dengan interpretasi Sangat Baik. 

17. Sasaran 17 terdiri dari 13 indikator, dengan nilai 97,37%, mencapai 

target dengan interpretasi Baik. 

18. Sasaran 18 terdiri dari 3 indikator, dengan nilai 119,66%, melampaui 

target dengan interpretasi Sangat Baik. 

19. Sasaran 19 terdiri dari 2 indikator, dengan nilai 100,00%, mencapai 

target dengan interpretasi Baik 

20.  Sasaran 20 terdiri dari 6 indikator, dengan nilai 87,17% mencapai 

target dengan interpratasi Baik. 

21. Sasaran 21 terdiri dari 1 indikator, dengan nilai 100%, mencapai target 

dengan interpretasi Sangat Baik.  

 

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target 

terhadap beberapa indikator kinerja tahun pertama yang tercantum dalam 

RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016-2021, dan khususnya untuk tahun 

2016 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kota Denpasar 

Perubahan Tahun 2016 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.  

Terhadap indikator kinerja yang capaiannya belum memenuhi target 

yang telah  ditetapkan, kami sadari semata-mata karena kelemahan dan 
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ketidaksempurnaan sebagai  manusia, namun demikian segala 

kekurangan dan ketidak sempurnaan tersebut harus menjadi motivasi 

untuk memperbaiki lebih baik pada tahun-tahun mendatang.  

 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota 

Denpasar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja 

Pemerintah Kota Denpasar kepada  pihak-pihak terkait baik sebagai 

stakeholder sataupun pihak lain yang telah mengambil  bagian dengan 

berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Denpasar.   

             

                                                     Denpasar,      Maret 2017  

  WALIKOTA DENPASAR 

 

 

 

 

IDA BAGUS RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 
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Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

1) Persentase Areal 

Subak yg dapat 

dipertahankan

% 100 99 98,59 1 Program 

Pembangunan dan 

Pengelolaan Jaringan 

Irigasi, Rawa dan 

Jaringan Pengairan 

lainnya

3.701.100.565,00          3.435.020.500,00        92,81

2) Tingkat Partisipasi 

krama dalam 

melaksanakan tri 

hita karana

Indeks - - -

3) Persentase LPD 

Sehat

% 100 94,3 94,30

96,45 27.418.408.765,00        26.126.055.436,00      95,29

1 Program Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

1.515.165.000,00          1.279.826.990,00        84,46

2 Program Peningkatan 

Pemberantasan 

Penyakit Masyarakat 

(PEKAT)

146.820.000,00             133.470.000,00           90,90

3 Program Pendidikan 

Politik Masyarakat
259.000.000,00             254.417.000,00           98,23

4 Program Peningkatan 

Keamanan dan 

Kenyamanan 

Lingkungan

589.882.100,00             564.024.900,00           95,80

2 Program 

Pengembangan Nilai 

Budaya

23.717.308.200,00        22.691.034.936,00      98,73

1) Jumlah Konflik 

Sosial 

Kejadian 9 20       45,00 

No SatuanSasaran 

Menguatnya 

keberadaan 

lembaga-lembaga 

tradisional 

2

Memberdayakan 

lembaga keamanan 

tradisional, seperti 

Pecalang dan Jaga 

Bhaya dalam rangka 

menjaga 

ketenteraman dan 

ketertiban 

masyarakat.

8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

Rata-rata capaian dari 3 indikator Total per Sasaran

2

Lampiran 1.  Rencana dan Realisasi Kinerja dan Keuangan Kota Denpasar Tahun 2016

1



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

45,00      2.510.867.100,00          2.231.738.890,00        88,88

1) Jumlah peran serta 

sekaan kesenian 

yang terlibat dalam 

penyelenggaraan 

festival budaya 

daerah

Sekaa 100 117 117 1  Program 

Pengelolaan 

Keragaman Budaya

451.213.930,00             436.899.050,00           96,82

2) Jumlah sanggar tari 

yang mengikuti 

pentas budaya

Sanggar 44 44 100 2  Program 

Peningkatan Peran 

Serta Kepemudaan

1.694.438.080,00          1.223.886.900,00        72,22

3) Jumlah STT yang 

mengikuti festival 

ogoh ogoh 

STT 360 360 100 3  Program 

Pengelolaan 

Kekayaan Budaya

9.797.081.350,00          9.557.108.954,00        96,78

105,67    11.942.733.360,00        11.217.894.904,00      93,93

1) Berkurangnya 

penduduk miskin 

% 2,00 - - 1  Program Perbaikan 

Gizi Masyarakat
227.392.800,00             223.525.050,00           98,29

2  Program 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan Anak 

Balita

94.149.000,00               78.966.100,00             83,87

3  Program 

Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas 

Adat Terpencil (KAT) 

dan Penyandang 

Masalah 

Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya

285.682.000,00             275.092.400,00           96,29

Total per Sasaran

Rata-rata capaian dari 3 indikator

2) Menurunnya 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka

% 3,00 - -

Mengentaskan 

Kemiskinan dan 

Pengangguran

Memberdayakan 

lembaga keamanan 

tradisional, seperti 

Pecalang dan Jaga 

Bhaya dalam rangka 

menjaga 

ketenteraman dan 

ketertiban 

masyarakat.

3

4

Meningkatnya 

pelestarian dan 

pengembangan 

budaya 

2

Rata-rata capaian dari 1 indikator

Total per Sasaran



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

4  Program Pelayanan 

dan Rehabilitasi 

Kesejahteraan Sosial

694.274.250,00             665.613.250,00           95,87

5  Program Pembinaan 

Para Penyandang 

Cacat dan Trauma

411.387.700,00             400.690.100,00           97,39

6 Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

1.395.941.650,00          1.350.292.000,00        96,72

7 Program Keluarga 

Harapan
94.960.000,00               85.947.100,00             90,50

8 Program Peningkatan 

Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga 

Kerja

220.746.700,00             208.854.600,00           94,61

9 Program Peningkatan 

Kesempatan Kerja
497.491.400,00             455.617.400,00           91,58

10 Program 

Perlindungan dan 

Pengembangan 

Lembaga 

Ketenagakerjaan

698.433.400,00             611.432.600,00           87,54

11  Program Promosi 

Kesehatan Ibu, Bayi 

dan Anak Melalui 

Kelompok Kegiatan 

Di Masyarakat

101.646.000,00             100.681.000,00           99,05

2) Menurunnya 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka

% 3,00 - -

Mengentaskan 

Kemiskinan dan 

Pengangguran

4



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

12 Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

272.283.300,00             265.001.300,00           97,32

13 Program Promosi 

Kesehatan Ibu, Bayi 

dan Anak Melalui 

Kelompok Kegiatan 

Di Masyarakat

184.876.000,00             152.812.000,00           82,65

14 Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

264.981.000,00             256.776.000,00           96,90

15 Program Promosi 

Kesehatan Ibu, Bayi 

dan Anak Melalui 

Kelompok Kegiatan 

Di Masyarakat

218.595.000,00             191.195.000,00           87,46

16 Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

376.230.000,00             328.515.000,00           87,31

17  Program Promosi 

Kesehatan Ibu, Bayi 

dan Anak Melalui 

Kelompok Kegiatan 

Di Masyarakat

151.512.500,00             102.027.500,00           67,33

18 Program 

Pemberdayaan 

Kelembagaan 

Kesejahteraan Sosial

232.796.800,00             223.746.800,00           96,11

0 6.423.379.500,00          5.976.785.200,00        93,05

1) Persentase 

peningkatan 

penerbitan ijin 

usaha Kecil

% 5,00 7,75 155 1  Program Penciptaan 

Iklim Usaha Kecil 

Menengah Yang 

Kondusif

432.857.600,00             416.668.800,00           96,26

2) Menurunnya 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka

% 3,00 - -

Mengentaskan 

Kemiskinan dan 

Pengangguran

5 Meningkatnya 

Perkembangan 

Ekonomi 

Masyarakat Kecil

Rata-rata capaian dari 2 indikator Total per Sasaran

4



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

2  Program 

Pengembangan 

Kewirausahaan dan 

Keunggulan 

Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah

609.740.200,00             529.990.564,00           86,92

3  Program 

Pengembangan 

Sistem Pendukung 

Usaha Bagi Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah

279.974.000,00             221.608.700,00           79,15

4  Program 

Peningkatan Kualitas 

Kelembagaan 

Koperasi

1.349.333.600,00          1.228.614.350,00        91,05

5  Program 

Pengembangan 

Sistem Pendukung 

Usaha Bagi Usaha 

Mikro Kecil 

Menengah

2.465.594.630,00          2.279.812.591,00        92,46

6  Program 

Pengembangan 

Kewirausahaan dan 

Keunggulan 

Kompetitif Usaha 

Kecil Menengah

101.535.100,00             90.484.200,00             89,11

7  Program 

Pengembangan 

Lembaga Ekonomi 

Pedesaan

455.425.750,00             448.623.610,00           98,50

128,1667 5.694.460.880,00          5.215.802.815,00        91,59

1) Meningkatnya 

Indeks 

Pembangunan 

Gender (IPG) 

Indeks 97 - - 1 Program Keserasian 

Kebijakan 

Peningkatan Kualitas 

Anak dan Perempuan

41.300.000,00               41.300.000,00             100,00

2) Meningkatnya 

Jumlah Koperasi 

yang sehat

Unit 150

5 Meningkatnya 

Perkembangan 

Ekonomi 

Masyarakat Kecil

Meningkatnya 

pengarusutamaan 

gender dan 

Perlindungan Anak

152 101

Rata-rata capaian dari 2 indikator Total per Sasaran

6



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

2 Program Penguatan 

Kelembagaan 

Pengarusutamaan 

Gender dan Anak

1.061.054.500,00          1.030.431.560,00        97,46

3 Program Peningkatan 

Kualitas Hidup dan 

Perlindungan 

Perempuan

23.125.000,00               22.625.000,00             96,84

4 Program Peningkatan 

Peran Perempuan di 

Pedesaan

6.423.044.750,00          5.934.107.192,00        72,75

5 Program Peningkatan 

Peran Serta dan 

Kesetaraan Gender 

Dalam Pembangunan

82.925.000,00               77.875.100,00             93,91

0 7.631.449.250,00          7.106.338.852,00        93,1191

1 Program 

Pemberdayaan 

Komunitas 

Perumahan

4.817.094.500,00          3.522.754.000,00        73,13

2 Program 

Pengembangan 

Perumahan

946.645.300,00             903.274.700,00           95,41

0 5.763.739.800,00          4.426.028.700,00        76,79

1)
Berkurangnya Titik 

Genangan
Lokasi 6 6 100,00

1  Program 

Pembangunan Jalan 

dan Jembatan

78.030.449.000,00        73.031.335.240,00      93,59

2) Meningkatnya 

Persentase 

Rumah Tangga 

terlayani ipal 

skala kawasan 

dan skala kota

% 7,09 7,10 100,14

2  Program 

Pembangunan 

Saluran Drainase/ 

Gorong-Gorong

14.847.306.740,00        11.780.301.700,00      79,34

- -1) Menurunnya 

Luasan 

Permukiman 

Kumuh

% -

2) Meningkatnya 

Indeks 

Pemberdayaan 

Gender (IDG) 

Indeks 59

Rata-rata capaian dari 2 indikator Total per Sasaran

Meningkatnya 

pengarusutamaan 

gender dan 

Perlindungan Anak

Meningkatnya 

kualitas Infrastruktur

- -

8

6

Mengurangi 

Permukiman Kumuh 

Perkotaan

7

Rata-rata capaian dari 1 indikator Total per Sasaran



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

3) Meningkatnya 

Persentase Rumah 

Tangga 

Memanfaatkan 

Layanan PDAM

% 48,96 45,84 93,63

3  Program 

Rehabilitasi/Pemeliha

raan Jalan dan 

Jembatan

6.934.133.900,00          5.526.429.400,00        79,69

4  Program 

Pembangunan 

Sistem 

Informasi/Data Base 

Jalan dan Jembatan

412.396.000,00             407.704.000,00           98,86

5  Program 

Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Air Minum dan Air 

Limbah

6.807.597.220,00          6.524.274.842,00        95,83

6  Program 

Pengendalian Banjir
2.448.108.000,00          2.046.513.000,00        83,59

7  Operasional dan 

Pemeliharaan 

Lingkungan dan 

Pemukiman

25.471.894.042,00        22.050.292.290,00      86,56

8  Program Rehabilitasi 

dan Pemeliharaan 

Prasarana dan 

Fasilitas LLAJ

4.391.787.260,00          4.228.320.250,00        96,27

9  Program 

Peningkatan 

Pelayanan Angkutan

5.110.787.920,00          4.417.098.833,00        86,42

10  Program 

Pembangunan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perhubungan

3.125.498.230,00          3.022.262.700,00        96,69

11  Program 

Pengendalian dan 

Pengamanan Lalu 

Lintas

1.312.561.140,00          1.276.858.600,00        97,27

- -

4) Menurunnya 

Persentase jumlah 

kecelakaan lalu 

lintas

% 10

Meningkatnya 

kualitas Infrastruktur

8



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

12  Program 

Peningkatan Kelaikan 

Pengoperasian 

Kendaraan Bermotor

1.106.628.000,00          959.876.040,00           86,73

13  Peningkatan 

Pelayanan Angkutan 

Kendaraan Tidak 

Bermotor

301.189.180,00             277.483.200,00           92,12

14  Program 

Pembangunan 

Saluran 

Drainase/Gorong-

Gorong

552.570.400,00             522.111.400,00           97,87

18  Program Lingkungan 

Sehat Perumahan
45.772.000,00               45.722.000,00             99,89

19  Operasional dan 

Pemeliharaan 

Lingkungan dan 

Pemukiman

1.531.811.227,00          1.438.538.500,00        95,40

73,44            152.430.490.259,00     137.555.121.995,00     90,24 

1  Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik
6.985.000,00                 2.114.400,00               30,27   

2  Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik
531.770.000,00             487.911.553,00           91,75   

106,24    538.755.000,00             490.025.953,00           90,9552

1) Opini BPK 

Terhadap 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

Katagori WTP - - 1 Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 

Bulanan dan 

Semesteran

27.486.500,00               24.187.050,00             87,99   

106,24

- -

1) Survey Kepuasaan 

Layanan 

Masyarakat 

Indeks 80,00 84,99

Total per Sasaran

10

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

publik berlandaskan 

Sewaka Dharma

Membangun tata 

kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, 

demokratis, dan 

terpercaya

9

Rata-rata capaian dari 1 indikator

4) Menurunnya 

Persentase jumlah 

kecelakaan lalu 

lintas

% 10

Meningkatnya 

kualitas Infrastruktur

8

Rata-rata capaian dari 4 indikator Total per Sasaran



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

2) Nilai/predikat 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP)

nilai 70,01 - - 2  Program 

Peningkatan 

Pelayanan Kedinasan 

Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah

2.581.953.750,00          2.060.004.122,00        79,78   

3) Nilai Laporan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah (LPPD)

nilai 4,4025 - - 3  Progam Peningkatan 

dan Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

3.897.603.975,00          3.074.746.631,00        78,88   

4 Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 

Internal dan 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Kebijakan KDH

567.918.570,00             467.220.700,00           82,26   

5 Program Peningkatan 

Kerjasama Antar 

Pemerintah Daerah

446.687.500,00             406.795.000,00           91,06   

6 Program Penataan 

Peraturan Perundang-

Undangan

2.702.502.000,00          2.594.290.240,00        95,99   

7 Program Penataan 

Daerah Otonomi Baru
278.154.250,00             233.455.800,00           83,93   

8 Program Penataan 

Kelembagaan dan 

Ketatalaksaaan

421.250.000,00             218.221.264,00           51,80   

9 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 

Daya Aparatur

58.025.000,00 38.975.000,00 67,16 

10  Penerapan 

Kepemerintahan 

Yang Baik

168.969.800,00 104.819.100,00 62,03 

Kepatuhan Standar 

Pelayanan Publik
nilai 81,00 88,39 109,12

10 Membangun tata 

kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, 

demokratis, dan 

terpercaya

4)



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

11  Program Pembinaan 

Kecamatan dan 

Kelurahan

90.652.750,00 66.064.700,00 72,87 

12 Program 

Pengawasan dan 

Pengendalian Inflasi 

Daerah

422.090.000,00 342.192.700,00 81,07 

13 Program Peningkatan 

Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat 

Daerah

39.379.593.400,00        28.026.516.824,00      71,17   

14  Progam Peningkatan 

dan Pengembangan 

Pengelolaan 

Keuangan Daerah

6.136.983.200,00          5.732.297.118,00        93,40   

15  Program 

Peningkatan Sistem 

Pengawasan Internal 

dan Pengendalian 

Pelaksanaan 

Kebijakan KDH

1.545.299.500,00          1.506.428.700,00        97,48   

16 Program Peningkatan 

Profesionalisme 

Tenaga Pemeriksa 

dan Aparatur 

Pengawasan

120.544.000,00             107.269.000,00           88,98   

17 Program Penataan 

dan Penyempurnaan 

Kebijakan Sistem dan 

Prosedur 

Pengawasan

101.676.000,00             100.602.994,00           98,94   

109,12    58.947.390.195,00        45.104.086.943,00      76,5158

1  Program 

Pengembangan 

Data/Informasi

876.653.000,00             650.498.440,00           74,20   

Kepatuhan Standar 

Pelayanan Publik
nilai 81,00

180,0095Aplikasi

88,39 109,12

10

Rata-rata capaian dari 4 indikator Total per Sasaran

Melanjutkan 

Reformasi Birokrasi 

guna meningkatkan 

kepercayaan publik 

dengan 

Mewujudkan 

Denpasar sebagai 

Kota Cerdas.

Membangun tata 

kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, 

demokratis, dan 

terpercaya

Peningkatan jumlah 

aplikasi pemerintah 

yang terintegrasi 

dalam mewujudkan 

pusat data

1)

4)

11



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

2 Program Kerjasama 

Pembangunan
1.339.565.000,00          1.252.116.887,00        93,47   

3  Program 

Perencanaan 

Pengembangan 

Wilayah Strategis 

dan Cepat Tumbuh

987.562.603,00             764.121.669,00           77,37   

4  Program 

Perencanaan 

Pengembangan Kota-

Kota Menengah dan 

Besar

448.285.000,00             377.936.494,00           84,30   

5  Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

1.490.979.000,00          1.209.751.962,00        81,13   

6  Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Ekonomi

421.267.000,00             372.600.450,00           88,44   

7  Program 

Perencanaan Sosial 

dan Budaya

1.041.500.000,00          

8  Program 

Perencanaan 

Prasarana Wilayah 

dan Sumber Daya 

Alam

887.156.000,00             721.729.318,00           81,35   

9  Program 

Pengembangan 

Komunikasi, 

Informasi dan Media 

Massa

13.526.355.424,00        11.538.780.305,00      85,30   

180,0095AplikasiMelanjutkan 

Reformasi Birokrasi 

guna meningkatkan 

kepercayaan publik 

dengan 

Mewujudkan 

Denpasar sebagai 

Kota Cerdas.

Peningkatan jumlah 

aplikasi pemerintah 

yang terintegrasi 

dalam mewujudkan 

pusat data

1)11



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

10  Program Fasilitasi 

Peningkatan SDM 

Bidang Komunikasi 

dan Informasi

180.000.000,00             130.396.200,00           72,44   

11  Program Pengkajian 

dan penelitian bidang 

informasi dan 

komunikasi

94.665.000,00               80.055.400,00             84,56   

180,00    21.293.988.027,00        17.097.987.125,00      80,29   

1  Program 

Pemeliharaan 

Kantrantibmas dan 

Pencegahan Tindak 

Kriminal

578.060.580,00             508.490.980,00           87,96   

2  Peningkatan 

Keamanan, 

Ketentraman, dan 

Ketertiban

285.401.000,00             271.701.000,00           95,19   

156,29    863.461.580,00             780.191.980,00           90,36   

1 Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga

7.770.963.295,00          6.356.014.310,00        81,79   

2 Program Peningkatan 

Kesiagaan dan 

Pencegahan  Bahaya 

Kebakaran

3.223.717.000,00          3.176.873.500,00        98,54   

3 Program Tanggap 

Darurat 

Kebencanaan

700.000.000,00             410.474.500,00           58,63   

4 Program 

Pencegahan Dini dan 

Penanggulangan 

Bencana

3.614.710.000,00          3.307.189.300,00        91,49   

Total per Sasaran

83,01IndeksIndek 

Pembangunan 

Manusia

1)

156,292,0893,265PelanggaranPenurunan angka 

pelanggaran 

terhadap Perda

1)

--

180,0095Aplikasi

Rata-rata capaian dari 1 indikator

Rata-rata capaian dari 1 indikator

Melanjutkan 

Reformasi Birokrasi 

guna meningkatkan 

kepercayaan publik 

dengan 

Mewujudkan 

Denpasar sebagai 

Kota Cerdas.

13

Peningkatan jumlah 

aplikasi pemerintah 

yang terintegrasi 

dalam mewujudkan 

pusat data

1)

Mewujudkan 

Penegakan 

Supremasi Hukum 

(Law Enforcemen t) 

Dalam Tata Kelola 

Pemerintahan

11

12

Meningkatkatnya 

Kesejahteraan 

Masyarakat

Total per Sasaran



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

5 Program Keluarga 

Berencana
226.090.000,00             198.679.600,00           87,87   

6 Program Kesehatan 

Reproduksi Remaja
424.577.000,00             330.612.000,00           77,86 

7 Program Pelayanan 

Kontrasepsi
154.130.800,00             152.800.800,00           99,13   

8 Program Pembinaan 

Peran Serta 

Masyarakat Dalam 

Pelayanan KB/KR 

Yang Mandiri

522.966.400,00             362.137.600,00           69,24   

9 Program 

Pengembangan 

Pusat Pelayanan 

Informasi dan 

Konseling KRR

326.895.000,00             322.003.100,00           98,50   

10 Program 

Pengembangan 

Bahan Informasi 

Tentang Pengasuhan 

dan Pembinaan 

Tumbuh Kembang 

Anak

179.610.000,00             176.581.300,00           98,31   

11 Program Penyiapan 

Tenaga Pendamping 

Kelompok Bina 

Keluarga

198.400.400,00             172.960.500,00           87,17   

12 Program 

Pengembangan 

Model Operasional 

BKB-Posyandu-

PAUD

170.230.000,00             169.013.100,00           99,28   

13  Program Pembinaan 

dan Pemasyarakatan 

Olahraga

3.506.658.000,00          3.258.225.600,00        96,39   

- 21.018.947.895,00        18.393.565.210,00      87,51   

83,01IndeksIndek 

Pembangunan 

Manusia

1) --

Total per Sasaran

13

Rata-rata capaian dari 1 indikator

Meningkatkatnya 

Kesejahteraan 

Masyarakat



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

1) Persentase 

pertumbuhan 

sektor industri 

pengolahan dalam 

PDRB 

% 11,77 - - 1  Program 

Peningkatan Promosi 

dan Kerjasama 

Investasi

569.562.000,00             422.291.499,00           73,32 

2  Program 

Peningkatan Iklim 

Investasi dan 

Realisasi Investasi

157.120.000,00             122.088.800,00           73,10 

3  Program 

Pengembangan 

Lembaga Ekonomi 

Pedesaan

255.145.070,00 242.083.600,00 94,88 

4  Program 

Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam 

Negeri

5.263.247.750,00          4.739.999.340,00        99,66 

5  Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat

192.165.000,00             150.671.000,00           78,40 

6  Program 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit Menular

406.193.000,00             320.905.500,00           79,00 

7  Program 

Perlindungan 

Konsumen dan 

Pengamanan 

Perdagangan

671.189.200,00             470.223.000,00           70,05 

8  Program 

Peningkatan dan 

Pengembangan 

Ekspor

718.932.500,00             590.705.150,00           82,16 

9  Program 

Peningkatan 

Kapasitas Iptek 

Sistem Produksi

1.094.937.000,00          1.056.662.400,00        96,50   

13,17%Persentase 

pertumbuhan 

sektor 

perdagangan 

dalam PDRB 

2) --

Berkembangnya 

Industri Pengolahan 

dan Perdagangan

14



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

10  Program 

Pengembangan 

Industri Kecil dan 

Menengah

455.991.500,00             445.213.000,00           97,63 

11  Program 

Peningkatan 

Kemampuan 

Teknologi Industri

604.413.550,00             542.101.950,00           89,69 

12  Program 

Pengembangan 

Sentra-Sentra 

Industri Potensial

49.361.000,00               49.321.000,00             99,91 

0 10.438.257.570,00        9.152.266.239,00        87,68

1) Produktivitas padi ton 66,55 66,51 99,94 1  Program 

Peningkatan 

Ketahanan Pangan 

(pertanian/perkebuna

n)

2.283.116.250,00 1.972.016.332,00 47,07 

2) Produk olahan hasil 

perikanan
ton 1.422,20 1.561,60 109,80 2  Program 

Peningkatan 

Kesejahteraan Petani

429.441.250,00             403.107.150,00           93,86 

3) Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Th) 33,98 34,1 100,35 3  Program 

Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Produksi 

Pertanian/Perkebuna

n

849.579.500,00             682.384.254,00           94,35 

4) Produk olahan hasil 

peternakan
ton 198,86 217,5 109,37 4  Program 

Peningkatan 

Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebuna

n

304.853.500,00             289.433.500,00           94,94 

13,17%Persentase 

pertumbuhan 

sektor 

perdagangan 

dalam PDRB 

2)

Rata-rata capaian dari 2 indikator

--

Total per Sasaran

Berkembangnya 

Sektor Pertanian 

dan Ketersediaan 

Pangan

Berkembangnya 

Industri Pengolahan 

dan Perdagangan

14

15



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

5  Program 

Pemberdayaan 

Penyuluh Pertanian 

/Perkebunan 

Lapangan

531.388.500,00             509.478.625,00           95,87 

7  Program 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit Ternak

410.899.000,00             400.949.500,00           97,57 

8  Program 

Peningkatan 

Produksi Hasil 

Peternakan

649.433.000,00             622.806.750,00           95,90 

9  Program 

Peningkatan 

Pemasaran Hasil 

Produksi Peternakan

138.159.500,00             121.034.150,00           87,60 

10  Program 

Peningkatan 

Penyediaan Pangan 

Hewani

868.902.450,00             773.431.050,00           89,01 

11  Program 

Perencanaan 

Pembangunan 

Peternakan, 

Perikanan dan 

Kelautan

136.777.000,00             119.268.400,00           87,19 

102,09    6.602.549.950,00 5.893.909.711,00 89,27   

1) Angka Harapan 

Hidup 
Tahun 74,05 - - 1  Program Pengadaan 

Obat dan Perbekalan 

Kesehatan

2.969.595.202,00          2.150.025.327,00        72,40 

2) Menurunkan Angka 

Kematian Bayi 
orang          

/1.000 KH

15 1 1.500 2  Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat

7.159.254.500,00          5.878.547.415,00        82,11 

3) Menurunkan Angka 

kematian ibu 

melahirkan

orang 

/100.000 KH

100 48  208,33 3 Program 

Pengawasan Obat 

dan Makanan

27.410.000,00               27.383.350,00             99,90 

91,0015

Total per Sasaran

Konsumsi Protein 

Hewani 

5) 16,77(Kg/Kpt/Th)

16

Berkembangnya 

Sektor Pertanian 

dan Ketersediaan 

Pangan

15

Rata-rata capaian dari 5 indikator

Meningkatkan 

aksesibilitas dan 

kualitas Kesehatan



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

4 Program 

Pengembangan Obat 

Asli Indonesia

81.604.500,00               80.884.500,00             99,11 

5  Program Promosi 

Kesehatan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

3.103.591.850,00          2.977.038.685,00        95,92 

6 Program 

Pengembangan 

Lingkungan Sehat

507.744.300,00             404.202.350,00           79,60 

7  Program 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit Menular

19.326.575.947,00        16.505.706.543,00      85,40 

8  Program 

Standarisasi 

Pelayanan 

Kesehatan

1.349.109.600,00          946.984.109,00           70,19 

9 Program Pelayanan 

Kesehatan Penduduk 

Miskin

6.400.000,00                 3.200.000,00               50,00 

10 Program Pengadaan, 

Peningkatan dan 

Perbaikan Sarana 

dan Prasarana 

Puskesmas/Puskesm

as Pembantu dan 

Jaringannya

26.256.400,00               26.129.700,00             99,51 

11  Program Kemitraan 

Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan

8.832.429.894,00          4.995.204.849,44        56,55 

12 Program Peningkatan 

Pelayanan 

Kesehatan Lansia

693.344.000,00             387.037.256,00           55,82 

317215orang   

/100.000 or

Menurunkan Angka 

Kesakitan DBD 

4)    67,82 

16 Meningkatkan 

aksesibilitas dan 

kualitas Kesehatan



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

13 Program 

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Kesehatan Makanan

265.968.300,00             249.275.200,00           93,72 

14  Program 

Peningkatan 

Keselamatan Ibu 

Melahirkan dan Anak

982.533.000,00             831.570.350,00           84,63 

15 Program Peningkatan 

Pelayanan Rumah 

Sakit

105.376.883.451,99      95.187.981.663,75      90,33 

16 Program Upaya 

Kesehatan 

Masyarakat

493.032.900,00             352.142.700,00           58,95 

17  Program 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit Menular

490.209.500,00             397.040.200,00           90,61 

18 Program Peningkatan 

Penanggulangan 

Narkoba, PMS 

termasuk HIV/ AIDS

74.947.500,00               73.347.500,00             97,86 

19 Program 

Pencegahan dan 

Penanggulangan 

Penyakit Menular

350.702.300,00             305.111.300,00           94,05 

592,05    152.117.593.144,99      131.778.812.998,19    86,63   

1) Persentase 

penduduk usia>15 

tahun melek huruf

% 95,12 97,96 102,99 1  Program Pendidikan 

Anak Usia Dini
994.927.540,00             844.505.580,00           84,88 

2) Angka Partisipasi 

Kasar SD/MI
% 105,00 100,69 95,90 2  Program Wajib 

Belajar Pendidikan 

Dasar Sembilan 

Tahun

        52.717.094.224,00       42.469.110.977,00 80,56 

3) Angka Partisipasi 

Kasar SMP/MTs
% 105,00 107,50 97,67 3  Program Pendidikan 

Menengah

          5.110.105.730,00         4.200.952.010,00 82,20 

317215orang   

/100.000 or

Menurunkan Angka 

Kesakitan DBD 

4)    67,82 

Rata-rata capaian dari 4 indikator Total per Sasaran

17

16 Meningkatkan 

aksesibilitas dan 

kualitas Kesehatan

Meningkatkan 

aksesibilitas dan 

kualitas Pendidikan



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

4) Angka Partisipasi 

Kasar 

SMA/SMK/MA

% 105,00 104,84 99,85 4  Program Pendidikan 

Non Formal

          1.209.348.956,00            962.398.366,00 79,57 

5) Angka Partisipasi 

Murni SD/MI
% 91,82 89,43 97,40 5  Program 

Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan

          4.022.238.300,00         1.892.432.890,00 47,04 

6) Angka Partisipasi 

Murni SMP/MTs
% 79,83 79,97 100,18 6 Program 

Pengembangan 

Budaya Baca dan 

Pembinaan 

Perpustakaan

                                     - 

7) Angka Partisipasi 

Murni 

SMA/SMK/MA

% 71,01 73,94 104,13 7 Program Manajemen 

Pelayanan 

Pendidikan

10.605.727.420,00        8.489.671.604,00        80,04 

8) Angka Partisipasi 

Sekolah Usia 7-12 

Tahun

% 103,13 90,87 88,11

9) Angka Partisipasi 

Sekolah Usia 13-15 

Tahun

% 110,22 81,97 74,37

10) Angka Partisipasi 

Sekolah Usia 16-18 

Tahun

% 70,20 74,05 105,48

11) Tingkat Kelulusan 

Siswa SD/MI
% 100,00 99,73 99,73

12) Tingkat Kelulusan 

Siswa SMP/MTs
% 100,00 100,00 100,00

13) Tingkat Kelulusan 

SMA/SMK/MA
% 100,00 100,00 100,00

97,37      77.812.140.170,00        61.772.662.177,00      79,39   

1) Meningkatnya 

Jumlah Kunjungan 

Wisatawan 
Orang 522.679 625.431 119,66

1  Program 

Pengembangan 

Pemasaran 

Pariwisata

2.900.605.550,00          1.866.005.100,00        41,99 

8 Program Peningkatan 

Mutu dan Pembinaan 

Pendidikan Dasar

3.152.698.000,00          2.913.590.750,00        92,41 

Rata-rata capaian dari 13 indikator Total per Sasaran

17

18

Meningkatkan 

aksesibilitas dan 

kualitas Pendidikan

Meningkatkan  

Pariwisata berbasis 

budaya 



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

2)
Meningkatnya 

Lama Tinggal 

Wisatawan
Hari 3,25 - -

2  Program 

Pengembangan 

Kemitraan

2.738.274.000,00          2.296.435.920,00        83,06 

3)

Meningkatkan 

"Spend of Money"
Rp. - - -

4 Program 

Pengembangan 

Destinasi 

Kepariwisata

1.674.778.500,00          1.637.642.510,00        97,78 

119,66 7.313.658.050,00          5.800.083.530,00        79,30   

1) Proporsi Ruang 

Terbuka Hijau per 

Satuan Luas 

Wilayah 

% 30,00 30 100,00 1 Program Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau 

(RTH)

1.451.249.000,00          1.410.492.000,00        97,19   

2) Indek Kepuasan 

Masyarakat 

Terhadap Taman

Indeks - - - 2 Pengembangan dan 

Pengelolaan 

Pertamanan

27.385.537.440,00        24.115.658.695,00      88,00   

3  Program 

Pemanfaatan Ruang
33.109.468.900,00        31.852.241.550,00      96,20

4  Program 

Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang

2.682.028.000,00          2.577.261.600,00        96,09

100,00 64.628.283.340,00        59.955.653.845,00      92,77   

1) Meningkatnya 

jumlah bank 

sampah

% 10 11,3 113,00 1 Program 

Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan 

Lingkungan Hidup

1.870.796.980,00          1.313.930.504,00        70,23   

2) Persentase hasil uji 

udara ambien yang 

memenuhi baku 

mutu

% 100,00 100,00 100,00 2 Program 

Perlindungan dan 

Konservasi Sumber 

Daya Alam

650.831.450,00             611.806.900,00           94,00   

Rata-rata capaian dari 2 indikator Total per Sasaran

Rata-rata capaian dari 3 indikator

18

19

20

Menata ruang kota 

yang nyaman dan 

terkendali.

Mengurangi 

Degradasi 

Lingkungan dengan 

melibatkan peran 

serta masyarakat

Total per Sasaran

Meningkatkan  

Pariwisata berbasis 

budaya 



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

3) Persentase hasil uji 

kualitas air sungai, 

air laut yang 

memenuhi baku 

mutu

% 100,00 100,00 100,00 3 Program Rehabilitasi 

dan Pemulihan 

Cadangan Sumber 

daya Alam

344.638.440,00             297.419.650,00           86,29   

4) Peningkatan 

Jumlah Sekolah 

Adiwiyata Mandiri

Sekolah 2 1 50,00 4  Program 

Peningkatan Kualitas 

dan Akses Informasi 

Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan 

Hidup

294.114.400,00             255.753.900,00           86,95   

5) Peningkatan 

Jumlah Sekolah 

Adiwiyata Nasional

Sekolah 5 3 60,00 5 Program Peningkatan 

Pengendalian Polusi
667.360.800,00             565.199.700,00           84,69   

6 Program Pengelolaan 

dan Rehabilitasi 

Ekosistem Pesisir 

dan Laut

107.455.000,00             101.269.000,00           94,24   

7 Program 

Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan

44.879.046.650,00        38.572.045.060,00      85,94   

8 Program 

Perlindungan dan 

Konservasi Sumber 

Daya Alam

336.994.500,00             313.759.500,00           93,10   

9 Program 

Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan

51.703.000,00               49.153.000,00             89,08   

87,17      49.202.941.220,00        42.080.337.214,00      85,52   

1 Program 

Pengembangan 

Wawasan 

Kebangsaan

2.832.782.750,00          2.756.585.550,00        96,03   0 100,00

Adipura Kirana Trophy 1 1

Kejadian 0

6)

1) Jumlah Konflik 

agama

Rata-rata capaian dari 6 indikator Total per Sasaran

100,00

20 Mengurangi 

Degradasi 

Lingkungan dengan 

melibatkan peran 

serta masyarakat

21 Meningkatkan 

Kerukunan 

Beragama



Target Realisasi (%) Pagu Realisasi %

1 4 5 6 7 9 10 11

No SatuanSasaran 

2 8

Indikator

3

Kinerja

Program

Keuangan

2 Program Kemitraan 

Pengembangan 

Wawasan 

Kebangsaan

142.250.000,00             141.550.000,00           99,50   

100,00      2.975.032.750,00           2.898.135.550,00         97,42    

693.568.527.805,99      601.053.485.267,19    86,661

0 100,00Kejadian 01) Jumlah Konflik 

agama

21 Meningkatkan 

Kerukunan 

Beragama

Rata-rata capaian dari 1 indikator Total per Sasaran





PERJANJIAN KINERJA KOTA DENPASAR  
TAHUN 2016 

    

   

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR KERJA 
UTAMA 

SATUAN 
TARGET         

2016 

(1) (2) (3) (4) 

1 Menguatnya 
keberadaan 
lembaga-lembaga 
tradisional  

1 
Persentase Areal 
Subak yg dapat 
dipertahankan 

% 100 

2 

Tingkat Partisipasi 
krama dalam 
melaksanakan tri hita 
karana 

Indeks - 

3 Persentase LPD Sehat % 100 

2 Memberdayakan 
lembaga 
keamanan 
tradisional, 
seperti Pecalang 
dan Jaga Bhaya 
dalam rangka 
menjaga 
ketenteraman dan 
ketertiban 
masyarakat. 

4 
Menurunnya Jumlah 
Konflik Sosial  

Kejadian 9 

3 Meningkatnya 
pelestarian dan 
pengembangan 
budaya  

5 

Jumlah peran serta 
sekaan kesenian yang 
terlibat dalam 
penyelenggaraan 
festival budaya daerah 

Sekaa 100 

6 
Jumlah sanggar tari 
yang mengikuti pentas 
budaya 

Sanggar 44 

7 
Jumlah STT yang 
mengikuti festival ogoh 
ogoh  

STT 360 

4 Mengentaskan 
Kemiskinan dan 
Pengangguran 

8 
Berkurangnya 
penduduk miskin 

% 2,00 

9 
Menurunnya Tingkat 
Pengangguran 
Terbuka 

% 3,00 



5 Meningkatnya 
Perkembangan 
Ekonomi 
Masyarakat Kecil 

10 

Persentase 
peningkatan 
penerbitan ijin usaha 
Kecil 

% 5,00 

11 
Meningkatnya Jumlah 
Koperasi yang sehat 

Unit 150 

6 Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender dan 
Perlindungan 
Anak 

12 
Meningkatnya Indeks 
Pembangunan Gender 
(IPG)  

Indeks 97 

13 
Meningkatnya Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (IDG)  

Indeks 59 

7 Mengurangi 
Permukiman 
Kumuh Perkotaan 

14 
Menurunnya Luasan 
Permukiman Kumuh 

% - 

8 Meningkatnya 
kualitas 
Infrastruktur 

15 
Berkurangnya Titik 
Genangan 

Lokasi 6 

16 

Meningkatnya 

Persentase Rumah 

Tangga terlayani 
ipal skala kawasan 

dan skala kota 

% 7,09 

17 

Meningkatnya 
Persentase Rumah 
Tangga 
Memanfaatkan 
Layanan PDAM 

% 48,96 

18 
Menurunnya 
Persentase jumlah 
kecelakaan lalu lintas 

% 10 

9 Meningkatnya 
kualitas 
pelayanan publik 
berlandaskan 
Sewaka Dharma 

19 
Survey Kepuasaan 
Layanan Masyarakat  

Indeks 80,00 

10 Membangun tata 
kelola 
pemerintahan 
yang bersih, 
efektif, 
demokratis, dan 
terpercaya 

20 
Opini BPK Terhadap 
Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

Katagori WTP 

21 

Nilai/predikat 
Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah 
(AKIP) 

nilai 70,01 



22 

Nilai Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
(LPPD) 

nilai 4,4025 

23 
Kepatuhan Standar 
Pelayanan Publik 

nilai 81,00 

11 Melanjutkan 
Reformasi 
Birokrasi guna 
meningkatkan 
kepercayaan 
publik dengan 
Mewujudkan 
Denpasar 
sebagai Kota 
Cerdas. 

24 

Peningkatan jumlah 
aplikasi pemerintah 
yang terintegrasi 
dalam mewujudkan 
pusat data 

Aplikasi 5 

12 Mewujudkan 
Penegakan 
Supremasi 
Hukum (Law 
Enforcement) 
Dalam Tata 
Kelola 
Pemerintahan 

25 
Penurunan angka 
pelanggaran terhadap 
Perda 

Pelanggaran 3,265 

13 Meningkatkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

26 
Indek Pembangunan 
Manusia 

Indeks 83,01 

14 Berkembangnya 
Industri 
Pengolahan dan 
Perdagangan 

27 

Persentase 
pertumbuhan sektor 
industri pengolahan 
dalam PDRB  

% 11,77 

28 

Persentase 
pertumbuhan sektor 
perdagangan dalam 
PDRB  

% 13,17 

15 Berkembangnya 
Sektor Pertanian 
dan Ketersediaan 
Pangan 

29 Produktivitas padi  ton 66,55 

30 
Produk olahan hasil 
perikanan 

ton 1.422,20 

31 Konsumsi Ikan  (Kg/Kpt/Th) 33,98 

32 
Produk olahan hasil 
peternakan 

ton 198,86 

33 
Konsumsi Protein 
Hewani  (Kg/Kpt/Th) 

16,77 

16 Meningkatkan 
aksesibilitas dan 

34 
Angka usia harapan 
hidup  

Tahun 74,05 



kualitas 
Kesehatan 35 

Menurunkan Angka 
Kematian Bayi  

orang/ 
1.000 KH 

15 

36 
Menurunkan Angka 
kematian ibu 
melahirkan 

orang/ 
100.000 KH 

100 

37 
Menurunkan Angka 
Kesakitan DBD  

orang/ 

100.000 or 
215 

17 Meningkatkan 
aksesibilitas dan 
kualitas 
Pendidikan 

38 
Persentase penduduk 
usia>15 tahun melek 
huruf 

% 95,12 

39 
Angka Partisipasi 
Kasar SD/MI 

% 105,00 

40 
Angka Partisipasi 
Kasar SMP/MTs 

% 105,00 

41 
Angka Partisipasi 
Kasar SMA/SMK/MA 

% 105,00 

42 
Angka Partisipasi 
Murni SD/MI 

% 91,82 

43 
Angka Partisipasi 
Murni SMP/MTs 

% 79,83 

44 
Angka Partisipasi 
Murni SMA/SMK/MA 

% 71,01 

45 
Angka Partisipasi 
Sekolah Usia 7-12 
Tahun 

% 103,13 

46 
Angka Partisipasi 
Sekolah Usia 13-15 
Tahun 

% 110,22 

47 
Angka Partisipasi 
Sekolah Usia 16-18 
Tahun 

% 70,20 

48 
Tingkat Kelulusan 
Siswa SD/MI 

% 100,00 

49 
Tingkat Kelulusan 
Siswa SMP/MTs 

% 100,00 

50 
Tingkat Kelulusan 
SMA/SMK/MA 

% 100,00 

18 Meningkatkan  
Pariwisata 
berbasis budaya  

51 
Meningkatnya Jumlah 
Kunjungan Wisatawan  

Orang 522.679 

52 
Meningkatnya Lama 
Tinggal Wisatawan 

Hari 3,25 

53 
Meningkatkan "Spend 
of Money" 

Rp. - 





































1 2 3 4

Kota Denpasar mendapat penghargaan 

“Pangripta Nusantara” peringkat terbaik kedua 

dari Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas). - 

Penghargaan tersebut diberikan setelah daerah-

daerah itu dinilai sukses meningkatkan kualitas 

pembangunan lewat penyusunan rencana kerja 

pembangunan daerah (RKPD). - “Lewat 

pemberian penghargaan ini diharapkan 

pemerintah daerah terus terpacu.  Sehingga bisa 

lebih meningkatkan kualitas pembangunan yang 

ada,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. 

Brodjonegoro, pada Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). - 

Penghargaan yang diserahkan Bambang P.S. 

Brodjonegoro diterima langsung oleh Bapak 

Walikota Denpasar. 

Kategori dengan Perencanaan Terbaik dinilai 

dengan menggunakan dua belas parameter, 

yaitu keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan 

kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, 

proses perencanaan dari bawah (bottom up), 

proses perencanaan dari atas (top down), proses 

perencanaan teknokratik, proses perencanaan 

politik, inovasi proses dan program daerah, 

tampilan dan materi presentasi, dan kemampuan 

presentasi dan penugasan materi. Kategori 

Perencanaan Progresif ditetapkan berdasarkan 

konsistensi naiknya nilai total seluruh parameter 

perencanaan selama tiga tahun terakhir dan nilai 

peningkatan total terbesar. Kategori Perencanaan 

Inovatif ditetapkan dengan kriteria inovasi 

kebijakan dan inovasi proses dan program

NO PENYELENGGARA KETERANGANJENIS PENGHARGAAN

Lampiran 4. PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA KOTA DENPASAR

                       TAHUN 2016

2 Penghargaan Terbaik 

Katagori Badan 

Kepegawaian Daerah Ter-

Inovatif  se-Indonesia

Badan Kepegawian Negara 

(BKN) RI

Pemerintah Kota Denpasar kembali meraih 

penghargaan tingkat nasional, yakni sebagai 

terbaik kategori Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) terinovatif se-Indonesia. Penghargaan 

diserahkan Kepala Kantor Regional (Kanreg) X 

Badan Kepegawian Negara (BKN), Made Ardita, 

diterima Sekda Kota Denpasar, AA Ngurah Rai 

Iswara, didampingi Asisten Pemerintahan Kota 

Denpasar, I Ketut Mister, di Kantor Walikota 

Denpasar

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

/BAPPENAS Republik 

Indonesia di Jakarta

Pangripta Nusantara 

(Daerah dengan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Terbaik). 

1
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NO PENYELENGGARA KETERANGANJENIS PENGHARGAAN

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

/BAPPENAS Republik 

Indonesia di Jakarta

Pangripta Nusantara 

(Daerah dengan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Terbaik). 

13 Penghargaan Nirwasita 

Tantra Award, sebagai 

Nominator  Seleksi Status 

Lingkungan Hidup Daerah 

(SLHD)

Kementerian Lingkungan 

Hidup RI

Penghargaan untuk komitmen pemerintah 

daerah yang secara cerdas dan tulus ikhlas 

mencurahkan tenaga serta pikiran untuk 

membangun lingkungan hidup daerah yang 

diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah 

daerah, baik gubernur, bupati/walikota yang telah 

berhasil merumuskan kebijakan-kebijakan dan 

menerapkannya untuk lingkungan hidup yang 

semakin baik

Penghargaan yang tak terlepas dari pola kerja 

yang digulirkan Walikota Denpasar, IB Rai 

Dharmawijaya Mantra, bersama Wakil Walikota,

IGN Jaya Negara dan seluruh aparatur Pemkot 

Denpasar berkolaborasi lewat sistem 

pengelolaan kebersihan berbasis lingkungan dari 

tingkat banjar, desa, kecamatan hingga kota.

4 Penghargaan  Tropi 

Adipura Kirana Kategori 

Kota Besar

Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan RI

Juara Satu Lomba 

Kelurahan Tingat Nasional, 

yang diraih Kelurahan 

Penatih

5 Penghargaan Opini Wajar 

Tanpa Pengecualian 

(WTP), 

BPK Perwakilan Bali Opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah 

yang diraih Pemkot Denpasar tahun ini untuk 

keempat kalinya. karena empat kali berturut-turut 

mempertahankan Laporan Keuangan Pemerintah 

Kota Denpasar sejak tahun 2012 atas sampai 

Tahun Anggaran 2015.  Keberhasilan Kota 

Denpasar juga tidak terlepas dari kwalitas 

sumber daya manusianya. Karenanya kedepan 

Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya memohon 

bimbingan kepada BPK RI dan jajarannya untuk 

terus melakukan pembinaan, sehingga 

keberhasilan ini bisa terus dipertahankan dan 

ditingkatkan

Kementerian Dalam Negeri 

RI

Salah satu Kelurahan yang berada di Kota 

Denpasar berhasil memenangkan perlombaan 

antar Kelurahan Tingkat Nasional sebagai Juara 

I. Prestasi yang berhasil diraih Kelurahan Penatih 

mengungguli Kelurahan Rejowinangun, 

Jogjakarta dan Kelurahan Jatimurni, Bekasi.

8 Juara Satu Lomba 

Kadarkum Tingkat 

Nasional

Kementerian Hukum dan 

HAM RI

Kontingen dari Kota Denpasar yang mewakili dari 

Propinsi Bali dalam Lomba KADARKUM Tingkat 

Nasional 2016 kali ini berhasil menjadi 

pemenang dan membawa pulang Piala Menteri 

Hukum dan HAM.

9
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NO PENYELENGGARA KETERANGANJENIS PENGHARGAAN

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

/BAPPENAS Republik 

Indonesia di Jakarta

Pangripta Nusantara 

(Daerah dengan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Terbaik). 

1

13 Penghargaan Tangguh 

Award

Badan Nasional 

Penaggulangan Bencana 

(BNPB)

Tangguh Award ini merupakan puncak ajang 

kompetensi lomba tingkat nasional yang bertema 

kebencanaan

14 Penghargaan Puskesmas 

Terbaik Tingkat Nasional 

(Puskesmas II Denpasar 

Barat)

Kementerian Kesehatan RI

Denpasar kembali berhasil meraih penghargaan 

tingkat nasional yakni Best Of The Best kategori 

Natamukti Nindya dari International Council for 

Small Business (ICSB). Penghargaan ini 

diberikan karena Denpasar berhasil 

mempromosikan kearifan lokal dan menciptakan 

iklim investasi UMKM, mendukung daya saing 

produk lokal, serta menciptakan ekosistem yang 

baik bagi para UMKM di Kota Denpasar.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh 

President of ICSB Indonesia, Hermawan 

Kertajaya kepada Walikota Denpasar IB. Rai 

Mantra yang diwakili Sekda Kota Denpasar, 

A.A.Ngurah Rai Iswara,

Kota Denpasar berhasil meraih predikat Golden 

Champion pada The 2nd Indonesia Smart Nation 

Awards (ISNA) Smart City Kategori Kota Besar. 

Penghargaan ini di umumkan langsung oleh

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 

Rudiantara didampingi Deputi Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Bidang
Pengembangan Regional Arifin Rudiyanto, di 

Hotel Bidakara Jakarta, 

16 Predikat Golden Champion 

pada The 2
nd

 Indonesia 

Smart Nation Award 

(ISNA) Smart City Katagori 

Kota Besar

Kementerian  Komunikasi  

dan Informatika RI

12 Indonesian Attractiveness 

Awards 2016, Kota Terbaik 

Katagori Perkoridor MP3EI 

Bali Nusra

PT. Tempo Inti Media Group 

dan Frontire Consulting 

Group

Tempo Media Group bersama dengan lembaga 

riset Frontliner Consulting Group melakukan 

pengukuran dan observasi terhadap daya tarik 

setiap daerah di Indonesia. Pengukuran tersebut 

meliputi investasi, infrastruktur, pariwisata, dan 

pelayanan publik. "Riset dilakukan untuk melihat 

kinerja pemerintah daerah secara objektif

15 Penghargaan Best Of The 

Best kategori Natamukti 

Nindya dari International 

Council for Small Business 

(ICSB)

International Council for 

Small Business (ICSB)
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NO PENYELENGGARA KETERANGANJENIS PENGHARGAAN

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

/BAPPENAS Republik 

Indonesia di Jakarta

Pangripta Nusantara 

(Daerah dengan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Terbaik). 

1 Penghargaan Indonesia 
Peringkat 5 Besar Smart 

City Katagori Kota Besar 

Nasional

18 PenghargaanTertinggi 

Bidang Daya Saing 

Pariwisata 

Kementerian Pariwisata RI Denpasar mendapatkan penghargaan dari 

Kementerian Pariwisata. Penghargaan Tertinggi 

bidang Daya Saing Pariwisata ini diserahkan 

pada Selasa (6/12) oleh Menteri Pariwisata Arief 

Yahya di Kantor Kementerian Pariwisata Jakarta 

yang diterima Kepala Dinas Pariwisata Kota 

Denpasar Wayan Gunawan

20 Marketeers`Award 2016 Marketeers`Award dan 

Indonesia Marketing 

Accociation (IMA)

Penghargaan ini diberikan untuk para pejabat 

publik (Bapak Walikota Denpasar) yang selama 

setahun ini , secara disadari atau tidak, terlihat 

menonjol dalam menjalankan konsep pemasaran 

yang baik dan benar. Selain itu penghargaan ini 

juga diberikan untuk tumbuh kembangnya 

realitas baru, pemasaran baru, maupun konten 

baru, dari masyarakat Indonesia ke dunia luar.

21 Penghargaan Terbaik 

Daerah Se Indonesia 

dalam usaha Pencegahan 

Korupsi melalui Laporan 

Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara 

(LHKPN)

KPK RI Penghargaan ini diberikan karena KPK menilai 

Pemerintah Kota Denpasar telah menunjukan 

komitmen tinggi dalam pencegahan korupsi 

melalui penyelenggaraan LHKPN. Penghargaan 

ini di serahkan oleh Wakil Ketua KPK RI Laode 

Muhammad Syarif yang diterima langsung oleh 

Wakil Walikota Denpasar I.G.N. Jaya Negara, 

SE, di Mahligai Ballroom Hotel Aryaduta, 

Pekanbaru, Riau.

17 Kementerian Komunikasi 

dan Informatika RI

Kota Denpasar berhasil meraih predikat Golden 

Champion pada The 2nd Indonesia Smart Nation 

Awards (ISNA) Smart City Kategori Kota Besar. 

Penghargaan ini diumumkan langsung oleh 

Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 

Rudiantara didampingi Deputi Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Bidang 

Pengembangan Regional Arifin Rudiyanto, di 

Hotel Bidakara Jakarta

19 Penghargaan  Predikat 

Kepatuhan Terhadap 

Standar Pelayanan Publik

Ombudsman RI Ini merupakan penghargaan dengan penilaian 

dalam hal kinerja pelayanan publik melalui 

observasi yang dilakukan Ombudsman tentang 

kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 

sesuai UU 25/2009 di lingkungan Kementerian, 

Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan pokok 

penilaian bahwa setiap instansi berkewajiban 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas 

sesuai atribut standar pelayanan publik



1 2 3 4

NO PENYELENGGARA KETERANGANJENIS PENGHARGAAN

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

/BAPPENAS Republik 

Indonesia di Jakarta

Pangripta Nusantara 

(Daerah dengan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Terbaik). 

122 Penghargaan Sekolah 

Adiwiyata Nasional, yang di 

raih oleh SD Negeri 5 

Tonja Kecamatan 

Denpasar Utara, SD Negeri 

10 Sumerta Kecamatan 

Denpasar Timur dan SMP 

Negeri 8 Denpasar

Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik 

Indonesia RI 

Semua sekolah ini telah peduli terhadap 

lingkungan  selain itu penghargaan ini diraih 

setelah memenuhi kriteria yang ditentukan.  

Diantaranya kebijakan berwawasan lingkungan, 

kurikulum berbasis lingkungan, partisipasi 

masyarakat dan pengolahan sarana prasarana 

yang ramah lingkungan. Tidak hanya itu untuk 

masuk kriteria sekolah harus ada usaha 

kesehatan sekolah dan usaha kebersihannya.

23 Anugrah Parahita Ekapraya 

(APE) tertinggi katagori 

“Mentor”

Wakil Presiden RI M. Jusuf 

Kalla

Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra 

mengatakan penghargaan yang diraih 

merupakan bentuk partisipasi masyarakat Kota 

Denpasar terhadap pembangunan yang 

dilakukan. “Penghargaan ini sebagai tantangan 

kedepan Pemerintah Kota Denpasar untuk 

meningkatkan kebutuhan bagi pemberdayaan 

perempun maupun pemenuhan  akan hak-hak 

terhadap anak, seperti ruang kreatifitas dan 

fasilitas pendidikan terhadap anak,” ujar Walikota 

Rai Mantra disela-sela menerima penghargaan. 

Disamping itu APE yang diterima kali ini menurut 

Walikota Rai Mantra jangan sebagai pemuas diri, 

namun mampu sebagai motivator untuk 

peningkatan kegiatan, kreatifitas dan fasilitas 

terhadap anak.



 

 

 

 

 

WALIKOTA DENPASAR 

 

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR 
NOMOR 18 A TAHUN 2015 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NO 23 TAHUN 2014 

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR, 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

  

WALIKOTA DENPASAR,  

  

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator 

Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.  

  

Mengingat  :      1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3464 ) ; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578);  

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011;   

 

 



 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Instansi Pemerintah;  

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang 

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;  

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-

2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1); 

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Denpasar Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 

2012 Nomor 6); 

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar (Lembaran 

Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota 

Denpasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Denpasar (Lembaran 

Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);  

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar 

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Peraturan 

Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar 

(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 15);  

 







 

Lampiran Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18A Tahun 2015 

 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

1 Menguatnya jatidiri 
masyarakat Kota 
Denpasar berlandaskan 
kebudayaan Bali 

a. Menguatnya keberadaan 
lembaga-lembaga 
tradisional  

1) Persentase Areal Subak yg 
dapat dipertahankan 

Areal lahan pertanian yang 
dapat dipertahankan akibat 
alih fungsi lahan 

2) Persentase Desa Pekraman 
yang memiliki awig tertulis 

Awig tertulis hasil kesepakatan 
warga yang menjadi dasar 
(AD/ART) untuk menjalankan 
Desa Pekraman 

3) Persentase LPD Sehat Menggambarkan Likuiditas 
LPD  (lembaga keuangan 
mikro milik Desa Pekraman)  



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

b Memberdayakan 
lembaga keamanan 
tradisional, seperti 
Pecalang dan Jaga 
Bhaya dalam rangka 
menjaga ketenteraman 
dan ketertiban 
masyarakat. 

1) Jumlah Konflik Sosial  Melihat peran Pecalang dan 
jagabaya dalam mencegah 
atau mengatasi pertentangan 
antar anggota masyarakat 
yang bersifat menyeluruh 
dalam kehidupan 

c Meningkatnya 
pelestarian dan 
pengembangan budaya  

1) Persentase  Sekaa kesenian 
yang aktif 

Melihat hasil pembinaan 
terhadap Sekaa kesenian 
untuk menjaga 
keberlanjutannya 

2) Presentase Sanggar Tari 
yang aktif 

Melihat hasil pembinaan 
terhadap Sanggar tari untuk 
menjaga keberlanjutannya 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

3) Persentase STT yang 
mengikuti Lomba Ogoh Ogoh 
Tradisional 

Melihat peran generasi muda 
dalam berkreatifitas berbahan 
dasar anyaman bambu dan 
kreasi gamelanr maupun tari 

2 Meningkatkan 
kemampuan masyarakat 
untuk mengurangi 
kesenjangan ekonomi 
dan sosial serta 
pemerataan 
pembangunan 
infrastruktur 

a. Mengentaskan 
Kemiskinan dan 
Pengangguran 

1) Angka kemiskinan  Melihat kinerja dalam upaya 
meningkatkan kemampuan 
masyarakat untu memenuhi 
kebutuhan dasarnya 

2) Prevelansi gizi buruk pada 
balita 

Menggambarkan hasil upaya 
yang telah dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam pemenuhan 
gizi balita 

3) Tingkat Pengangguran 
Terbuka 

Menggambarkan kemampuan 
pemerintah  dalam 
menyediakan lapangan 
pekerjaan 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

b. Meningkatnya 
Perkembangan Ekonomi 
Riil 

1) Persentase usaha Mikro yang 
meningkat katagorinya 
menjadi Usaha Kecil 

Menggambarka kinerja 
terhadap upaya penguatan 
kapasitas usaha mikro 

2) Persentase Usaha Kecil yang 
meningkat katagorinya 
menjadi Usaha Menengah 

Menggambarka kinerja 
terhadap upaya penguatan 
kapasitas usaha kecil 

3) Persentase Koperasi Aktif Menggambarka kinerja 
terhadap upaya penguatan 
kapasitas koperasi 

c Meningkatnya 
pengarusutamaan 
gender dan Perlindungan 
Anak 

1) Indeks Pembangunan 
Gender (IPG)  

Indeks yang digunakan untuk 
mengukur ketimpangan antara 
laki laki dan perempuan dalam 
mengakses hasil 
pembangunan untuk 
memeperoleh pendapatan, 
kesehatan dan pendidikan 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

2) Indeks Pemberdayaan 
Gender (IDG)  

Indeks yang digunakan untuk 
mengkaji lebih jauh peran aktif 
perempuan dalam kehidupan 
ekonomi dan politik.  

d Mengurangi Permukiman 
Kumuh Perkotaan 

1) Persentase berkurangnya 
Kawasan Kumuh 

Menggambarkan Likuiditas 
LPD  (lembaga keuangan 
mikro milik Desa Pekraman)  

e Meningkatnya 
Infrastruktur 

1) Persentase Jalan Dalam 
Kondisi Baik 

Panjang jalan yang memenuhi 
kreteria kondisi jalan baik 

2) Persentase berkurangnya 
Titik Genangan 

Untuk Melihat keberhasilan 
dalam mengatasi titik 
genangan 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

3) Persentase Rumah Tangga 
Bersanitasi 

Melihat capaian upaya 
menyadarkan masyarakat agar 
mau tersambung dalam 
instalasi pengolahan air limbah 
(IPAL) komunal maupun IPAL 
terpusat skala kota 

4) Persentase Rumah Tangga 
Memanfaatkan Layanan 
PDAM 

Melihat keberhasilan perluasan 
cakupan layanan PDAM 

5) Jumlah Titik Kemacetan yang 
dapat diurai   

Menggambarkan kondisi 
lalulintas pada ruas jalan 
utama 

3 Meningkatkan 
pelayanan publik melalui 
tata kelola 
kepemerintahan yang 
baik (good governance) 
berdasarkan penegakan 
suprimasi hukum (low 
enforcement) 

a. Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 
berlandaskan Sewaka 
Dharma 

1) Indeks Kepuasaan Layanan 
Masyarakat  

Untuk melihat kepuasan 
masyarakat terhadap 
pelayanan publik 

b. Membangun tata kelola 
pemerintahan yang 
bersih, efektif, 

1) Opini BPK Terhadap 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 

Menggambarkan Tertib 
administrasi, tertib pengelolaan 
aset dan keuangan 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

demokratis, dan 
terpercaya 

2) Nilai/predikat Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(AKIP) 

Tingkat akuntabilitas atau 
tanggungjawab atas hasil 
(outcome) terhadap 
penggunaan anggaran dalam 
rangka terwujudnya 
pemerintahan yang 
berorientasi pada hasil 

3) Skore Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
(LPPD) 

Menggambarkan Kinerja 
Urusan yang ditangani 

4) Indeks RB Indeks untuk mengukur 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi 

5) Kepatuhan Standar 
Pelayanan Publik Penilaian dari Ombudsman 

terhadap pelayanan publik 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

c. Melanjutkan Reformasi 
Birokrasi guna 
meningkatkan 
kepercayaan publik 
dengan Mewujudkan 
Denpasar sebagai Kota 
Cerdas. 

1) Persentase pelayanan publik 
berbasis IT  

Menggambarkan layanan 
publik yang lebih bermutu dan 
efisien, untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat di 
dalam zaman global dan 
kompetitif ini. 

d.  Mewujudkan Penegakan 
Supremasi Hukum (Law 
Enforcement) Dalam 
Tata Kelola 
Pemerintahan 

1) Persentase penurunan angka 
pelanggaran terhadap Perda 

Menggambarkan kepatuhan 
masyarakat terhadap 
Peraturan Daerah 

4 Meningkatkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat (Welfare 
Society) yang bertumpu 
pada ekonomi 
kerakyatan 

a. Meningkatkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

1) Indek Pembangunan 
Manusia 

indikator untuk mengukur 
keberhasilan dalam upaya 
membangun kualitas hidup 
manusia (penduduk) dikaitkan 
dengan pendapatan, 
kesehatan dan pendidikan 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

b Berkembangnya Industri 
Pengolahan dan 
Perdagangan 

1) Persentase pertumbuhan 
sektor industri pengolahan 
dalam PDRB  

Melihat perkembangan 
kontribusi sektor Industri 
pengolahan dalam 
pembentukan PDRB 

2) Persentase pertumbuhan 
sektor perdagangan dalam 
PDRB  

Melihat perkembangan 
kontribusi sektor perdagangan 
dalam pembentukan PDRB 

c Berkembangnya Sektor 
Pertanian dan 
Ketersediaan Pangan 

1) Produktivitas padi  Melihat produksi padi yang 
dihasilkan per hektar 

2) Produksi Perikanan  Melihat produksi ikan  hasil 
budidaya maupun hasil 
tangkap 

3) Konsumsi Ikan  tingkat konsumsi masyarakat 
terhadap komoditas ikan yang 
dikonversi dalam satuan 
kg/kap/tahun  

4) Produksi Daging (Ton) Menggambarkan kemampuan 
sub sektor peternakan dalam 
memproduksi daging 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

5) Konsumsi Protein Hewani 
(Kg/Kpt/Th) 

tingkat konsumsi masyarakat 
terhadap daging yang 
dikonversi dalam satuan 
kg/kap/tahun  

d Meningkatkan 
aksesibilitas dan kualitas 
Kesehatan 

1) Angka usia harapan hidup 
(Thn) 

Rata rata kesempatan hidup 
atau waktu hidup yang tersisa 

2)  Angka Kematian Bayi per 
1000 Kelahiran hidup 

Kematian yang terjadi antara 
saat setelah bayi  lahir sampai 
bayi belum berusia  tepat satu 
tahun, digunakan untuk 
menggambarkan keadaan 
sosial ekonomi masyarakat 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

3) Angka kematian ibu 
melahirkan (per 100.000 
kelahiran hidup)  

banyaknya kematian 
perempuan pada saat hamil 
atau selama 42 hari sejak 
terminasi kehamilan tanpa 
memandang lama dan tempat 
persalinan, yang disebabkan 
karena kehamilannya atau 
pengelolaannya, dan bukan 
karena sebab-sebab lain, per 
100.000 kelahiran hidup 
digunakan untuk melihat 
kinerja program kesehatan 
reproduksi 

4) Angka Kesakitan DBD per 
100.000 penduduk 

Menggambarkan kondisi 
penanganan salah satu 
masalah kesehatan 
masyarakat yang utama di 
Indonesia 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

e Meningkatkan 
aksesibilitas dan kualitas 
Pendidikan 

1) Persentase penduduk 
usia>15 tahun melek huruf 

Melihat kemampuan membaca 
dan menulis masyarakat 

2) Angka Partisipasi Kasar 
SD/MI 

Menunjukkkan partisipasi 
penduduk yang sedang 
mengenyam pendidikan sesuai 
dengan jenjang pendidikannya 

3) Angka Partisipasi Kasar 
SMP/MTs 

Menunjukkkan partisipasi 
penduduk yang sedang 
mengenyam pendidikan sesuai 
dengan jenjang pendidikannya 

4) Angka Partisipasi Kasar 
SMA/SMK/MA 

Menunjukkkan partisipasi 
penduduk yang sedang 
mengenyam pendidikan sesuai 
dengan jenjang pendidikannya 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

5) Angka Partisipasi Murni 
SD/MI 

Angka Partisipasi Murni (APM) 
mengukur proporsi anak yang 
bersekolah tepat waktu 

6) Angka Partisipasi Murni 
SMP/MTs 

Angka Partisipasi Murni (APM) 
mengukur proporsi anak yang 
bersekolah tepat waktu 

7) Angka Partisipasi Murni 
SMA/SMK/MA 

Angka Partisipasi Murni (APM) 
mengukur proporsi anak yang 
bersekolah tepat waktu 

8) Angka Partisipasi Sekolah 
Usia 7-12 Tahun 

Ukuran daya serap lembaga 
pendidikan terhadap penduduk 
usia sekolah 

9) Angka Partisipasi Sekolah 
Usia 13-15 Tahun 

Ukuran daya serap lembaga 
pendidikan terhadap penduduk 
usia sekolah 

10) Angka Partisipasi Sekolah 
Usia 16-18 Tahun 

Ukuran daya serap lembaga 
pendidikan terhadap penduduk 
usia sekolah 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

11) Tingkat Kelulusan Siswa 
SD/MI 

Menggambarkan tingkat 
keberhasilan proses 
pendidikan 

12) Tingkat Kelulusan Siswa 
SMP/MTs 

Menggambarkan tingkat 
keberhasilan proses 
pendidikan 

13) Tingkat Kelulusan 
SMA/SMK/MA 

Menggambarkan tingkat 
keberhasilan proses 
pendidikan 

f Meningkatkan  
Pariwisata berbasis 
budaya  

1) Jumlah Kunjungan 
Wisatawan  

Menggambarkan 
perkembangan sekor 
pariwisata 

2) Lama Tinggal Wisatawan Menggambarkan tingkat 
kunjungan ke obyek daya tarik 
wisata 

5 Menguatnya 
keseimbangan 
pembangunan pada 
berbagai dimensi dan 
skalanya berdasarkan 
Tri Hita Karana yaitu 
keseimbangan 
hubungan manusia 

a. Menata ruang kota yang 
nyaman dan terkendali. 

1) Proporsi Ruang Terbuka 
Hijau per Satuan Luas 
Wilayah  

Luas Ruang Terbuka Hijau di 
bagi luas wilayah dikali 100 
persen 

2) Indek Kepuasan Masyarakat 
Terhadap Taman 

Survey Presepsi kepuasan 
masyarakat terhadap Taman 
yang ada 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

dengan alam, hubungan 
manusia dengan 
manusia dan hubungan 
manusia dengan 
Tuhan/Ida Sang Hyang 
Widi Wasa 

b. Mengurangi Degradasi 
Lingkungan dengan 
melibatkan peran serta 
masyarakat 

1) Persentase Desa/Kel yang 
mengelola sampah secara 
mandiri 

Untuk melihat partisipasi 
masyarakat dalam 
pengelolaan sampah 

2) Persentase usaha yang 
memenuhi bakumutu kualitas 
air 

Untuk melihat tingkat 
pencemaran air akibat 
keberadaan dunia usaha 

3) Peningkatan Jumlah Sekolah 
Adiwiyata Mandiri 

Penghargaan yang diberikan 
kepada sekolah-sekolah yang 
dinilai berhasil mendidik siswa 
menjadi individu yang 
bertanggung jawab terhadap 
lingkungan hidup 

4) Peningkatan Jumlah Sekolah 
Adiwiyata Nasional 

Penghargaan yang diberikan 
kepada sekolah-sekolah yang 
dinilai berhasil mendidik siswa 
menjadi individu yang 
bertanggung jawab terhadap 
lingkungan hidup 



 

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR PENJELASAN 

1 2 3 4 5 

5) Adipura penghargaan bagi kota di 
Indonesia yang berhasil dalam 
kebersihan serta pengelolaan 
lingkungan perkotaan 

c. Meningkatkan 
Kerukunan Beragama 

1) indeks Kerukunan Umat 
Beragama 

Survei yang mengukur tiga 
indikator utama, yaitu: 
toleransi, kesetaraan, dan 
kerjasama 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) 

seiring dengan program reformasi birokrasi bahwa kebijakan umum pemerintah 

ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented 

government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan 

fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilan output dan 

outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan 

kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja 

bukan kemampuan menyerap anggaran, karena prinsip dasar manajemen 

berbasis kinerja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau 

tidak berkinerja, maka tidak ada uang atau tidak memperoleh anggaran).   

Oleh karena itu, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang 

telah dibangun dalam upaya mewujudkan good governance dan result oriented 

government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke 

dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan penganggaran 

selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian perencaaan anggaran 

yang disusun betul-betul anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung 

dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome 

yang dinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja akan 

mempermudah dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian 

kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan.  

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka 

penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari system 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya 

membangun system manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, 



 

akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.   

Sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa 

azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, azas 

tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, 

azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabiltas 

adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap 

penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

Pemerintahan yang akuntabilitas merupakan sebuah keharusan yang 

perlu dilaksanankan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta citacita 

masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan 

hal tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system 

pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna dan 

berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.  

Dengan demikian pemerintah Kota Denpasar menetapkan IKU dengan 

harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, disamping juga sebagai 

dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukan target yang harus dicapai 

berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan.  

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah 

Kota Denpasar,  maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud dapat 

memperolah gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian 

sasaran atau tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi 

instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapakan.  

 

 

 

 

Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:  



 

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.  

2.  Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan 

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja.  

  

BAB II  

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam 

perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam 

menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun 

tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi harus merencanakan 

program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah 

ditetapkan.  

  

BAB III  

PENUTUP  

 

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 

Kota Denpasar diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja 

pelaksanaan pembangunan dari seluruh elemen pemerintah yang ada di Kota 

Denpasar, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja 

yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini, diharapkan para pimpinan 

SKPD tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus 

mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 

masyarakat.   

 

 

 

 

 




	0. lakip cover
	1. LAKIP KOTA DENPASAR 2016 FINAL
	2. Lampiran 1 Target dan Realisasi Kinerja Kota Denpasar
	3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Kota Denpasar
	4. inspektorat
	5. Lampiran 4 Pengharagaan yang diterima Kota Denpasar 2016
	6. Perwali IKU KOTA DENPASAR 2015



